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TENTANG

RENCARA STR ATEGIS PEMERINTAH { ABUPAVEN 80E OR
TAHUN 2003-2005

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang

o

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungiawaban Kepala Daerah, Rencana
Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahunan vyang
menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, program
dan kegiatan dae:-ah;

b. bahwa untuk menjamin kesungguhan Kepala Daerah caii perangkat
daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenzngan yang
dibebankan, Kepala Daerah harus membuat Rencais Strategis
(Renstra) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Strategis Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2003-2008;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kacu paten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanun 1950
Nomor 8&);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang ......



12.

13

14.

Undang-undang Nemor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemibaran Negara
Tahun 1999 Nemor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
iNegara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-undang ~ Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran iNegara Nomor
4033); . , ,

Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomer 3952);

Peraturan  Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nemer 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomer 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomer 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2007 (Lembaran Dasrah Tahun 2003 Noimor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boger (Lembaran Daerah
Tahun 2600 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Program Pembangunan Dacrah (PROPEDA) Kabupaten Bogor Tahun
2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2901 Nomor 19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1
Tahun 2004 (Lembaran Caerah Tawn 2004 Nomor 147);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten
Begor {Lembaran Dasrah Tahun 2002 Nomer 109);

Dengan ...



Menetapi<an

Dengan persetujuan
DEWAN PER'WAKI: AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA
STR ATECIS PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-200C8.

Pascl
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bogoar.
2.. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor. |
4

. Rencana Strategis, yang selanjutnya dapat disebut Renstra acalah
rencana lima tahunan yeng mengambarkan visi, misi, tujuan dan
sasaran, strategi, program dan kegiatan daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya ¢apat
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
l\abupaten Bogor.

Pasal 2

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II  KONDISI, POTENSI DAN ANALISIS

LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB III  VISI, MISI DAN NILAI-NILAT ORGANISASI
BAB IV  TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA
BAB V PENGUKURAN KINERJA
BAB VI PENUTUP

Pasal 3

(1) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaixsud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagien tidzk terpisahkan
Can Peraturan Oaereh ini.

(2) Bagan dan atau matrik Renstra sebageaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4 ..



Pasal 4

Peraturan Daerah ini sebagai daser untuk penilaian pertanggungjawaban
Bupati, dim:ilai pada tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran
2008.

Pasai 5

(1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Renstra Pemerintah Daerah Periode
Tahun 2003-2008, dituangkan dalam Rerc am Pembangunan T.ahunan
Daerah (Repetada) dan atau Arah dan Kebijakan Umum APBD, serta
Strategi dan Prioritas APBD pada setiap tahun anggaran.

(2) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Organisasi
Perangkat Daerah, agar menyusun Rencana Strategis (Renstra) unit
kerja lingkup organisasinya.

(3) Rencana Strategis (Renstra) unit kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), harus mengacu kepada Renstra pericde Tahun 2003-2008.

Pasal 6
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan. Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kebupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggai 14 Januari 2004

BUPZ.TI BOGOR,
tid

AGUS UTARA EFFENDI
Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABRUPATEN BOGOR,
&

YUYUN MUSLIMAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 148
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B. Rencana Pencapaian Kinerja/Tolok Ukur Kinerja............. V-3
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LAMPIRAN:
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2. Analisis SWOT

Rencana Strategis (Renstra) Daerah
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LAMPIRAN PERAIVRKAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 2 TAHUN 2004
TANGGAL 14 JANUARI 2004
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH
KASUPATEN EQSOR TAHUN 2003 - 2008

BAB |
FENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Otoriomi daerzh telah diberiakukan secara resmi dan sereniak Gi
lndonesia pada awal tzhun 2001. Sejak saat itu, setiap pemerintah
daerah 'berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari
;;embérian otonomi daerah itu tiada iain adalah peningkatan pelayanan
—dan' kesejahieraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan'
kehidupan demckrasi, keadilan. dan pemerataan serta pemeliharaan
hubungén yang serasi antara pusat dan daerah serta hubungan antar
daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik

Indonesia. |
Berkenaan dengan hal di atas, salah satu harapan yang
§enantiasa dituntut dan diinginkan oleh masyarakat di era otonomi daerah
saat ini, yaitu komitmen dan konsistensi dari pemerintah daerah, agar
seiak awal mendapatkan mandat untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah harus mampu memenuhi aspirasi, tuntutan dan kebutuhan publik
hingga tercapai kepuasan publik (public satisfaction) atas seluruh
pelayanan barang dan jasa publik menurut kewenangannya. Oleh karena
itu, permerintah kabupsaten dan kota perlu melakukan serangxaian
p?:rbaikan dan perombakan yang berkaitan dengan pelayanan
birokrasinya dan berupaya semaksimal mungkin cdalam
pé>nyelenggaraannya untuk berpikir strategis (strategic thinking), bervisi
strategis (strategic vision) dan memiliki manajemen yang strategis
(strategic manageinent). Sejalan cengan ketiga ide yang disebutkan

teraihir ini, maka dalam Sisiem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Q{encd}m Strategis (‘Renstra )Daerah
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(SAKIP), penvusunan Rencana Strategis (Renstra) daerah merupakan
langkah awal yang harus ditempun oleh pemerintah daerah uniuk
melaksanaan mandat atau amanat yang telah dipercayakan oleh rakyat
melalui wakil-wakilnya di DPRD kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Sementara itu, bDilamana diinjau dar aspek yuridis, maka
penyusunan Renstra merupakan salah satu kewajban bagi Kepala
Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawéaban Kepala Daerah yang ményatakan bahwa “setiap
daerah Wajib menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Daerah dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik'. Kemudian
pada Ayat (3) ditegasi<an lagi bshwa *Renstra dimaksud ditetapkan
dengan Peraturan Daerah (Perda). Kewajpan membentuk Rensira
dengan Perda itu merupakan rangkaian dari proses pemenuhan janji dari
kepala daerah sejak dari bakal calon kepala daerah yang bersangkutan
menyampaikan visi, misi, rencana-rencana kebijakan atau program kerja
hingga terpilih menjadi kepala daerah. Jadi, penyusunan Renstra ini
terkait secara langsung dengan pelaksanaan dari Pasal 37 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
merupakan wujud nyata sekaligus kristalisasi dari ide-ide kepala daerah
yang telah disampaikan ketka menjadi bakai calon hingga akhirnya
terpilih menjadi kepala daeran oleh DPRD seria dipadukan dengan hasil
pembahasan dari seluruh organisasi perangkat daerah, LSM, perguruan
tinggi, swasta/dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya yang ada di
Kabupaten Bogor, .

B. Maksud dan Tujuan ’

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Daerah
Kabucaten Bogor Tahun 2003- 2008 adalah;
1. Untuk menjamin adanya kesinambungan ide-ide yang berkenaan

dengan pernyataan visi, misi, rencana-rencana kebijakan atau

Rencana Striategis (‘R gastra )Daerah — -2
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program kerja yang teleh dijanjikan selama perlangsungnya proses
pemiliran kepalé daerah hingga terpilin meniadi kepala daeran;

2. Untuk menjamin adanya komitmen dan konsistensi dalam
melaksanakan Visi Daerai Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan
dalam Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang Propeda (Program
Pembangunan Daerah) hingga penjabarannya kedalam dokumen
Arah & Kebijakan Umum APBD, Strategi & Prioritas APBD serta
penuangannya secara konkrit kedalam APBD pada setiap tahun
anggaren,

3. Untuk memadukan dan mensinergikan berbagai pendapat, pikiran,
langkah dan tindakan dari Pemerintahan Daerah dan DPRD serta
masukan qan pendapat dari seluruh pihak yang berkepentingan
(stakeholders) menurut hasil pembahasan kedalam dokumen
Renstra Kebupaten Bogor ;

4. Untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor
sebagaimzna telah ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Daerah Kabupaten

Bogor tahun 2003 - 2008 ini adaiah :

1. Untuk menyediakan pedoman dan landasan bagi seluruh aktivitas
penyelengg araan Pemerintahan Kabupaten Bogor dalam rangka
mewujudkan  visi, imisi, tujuan, sasaran, strategi, ‘program &
kegiatan sslama periode waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

2. Untuk dijacikan sebagai- tolok-ukur penilaian kinerja Bupati Bogor
beserta perangkat daerahnya pada setiap akhir tahun anggaran (LPJ
Akhir Tahun Anggaran) maupun akhir masa jabatan (LPJ Akhir

Masa Jabzatan)

Rencana Strategis ({ Renstra JDaerah -3
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C. Kedudukan & Fungsi Renstra
Rencana Sirategik adalah dcockumen “Perencanaan Taktis
Strategis" yang menjabarkan permasalahan pembangunan daerah serta
indikasi daftar program & Kkegietan yang akan dilaksanakan untuk
memecahkan permasaiahan dimaksud secara berencana & ioertahap
melaiui sumber pembiayaan yang hanya berzsal dari APBD, dengan
mengutamakan bidang kewenangan wajb didukung dengan bidang

kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas & kebutuhan daerah.

Renstra Kabupaten Bogor berkedudukan & memiliki fungsi antara
lain : (1) menjabarkan Visi Daerah Kabupater Bogor sebagaimana telah
dinyatakan dalam Propeda kedalam rencana program & kegiatan 5 tainun
daeran, dengan menggunakan bahasa program yang bersifat lebih taktis
strategis; (2) menguraikan rincian daftar program & kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam rentang periode 5 tahur melalui sumber pembiayaan
yang hanya berasal dari APBC kedalam skala prioritas yang tajam,
dengan memberikan penekanan pada program & kegatan yang
berimplikasi pada rencana pendapatan maupun berimplikasi pada belanja
daerah ; (3) merupakan alat bantu yang terukur bagi acuan, pedomarn
atau rujukan bagi penilaian kinerja kepala daerah pada setiap akhir tahun
anggaran (LPJ Akhir Tahun Anggaran) maupun akhir masa jabatan (LPJ
Akhir Masa Jabatan), dengan menggunakan S tolok ukur sebagai
indikator kinerja, yaitu : Indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat &

dampa'k.

-

Dengan kata lai'n, bahwa fungsi dari Renstra adalah sebagai
dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan
kebutuhan daerah dengan mengacu kepada Propeda beseta
indikaternya sebagaimana cinyatakan di atas. Berhubung Renstra gkan

digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Arah & Kebijakan Umum

Rencana Strategis (‘Renstria )}Daerah I-4
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APBD, Strategi & Prioritas APBD, RAPBD dan sebagai acuan dalam
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bogor kepada DPRD,
maka substansi & muatannya . dibatasi hanya pada program & kegiatan
yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor semata. Urusan, tugas,
program maupun kegiatan lain yang dilaksanakan .oleh Bupati Bogor
berdasarkan azas pembantuan akan dipertanggung jawabkan oleh Bupati
Bogor kepada pemerintah sesuai dengan PP 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka
Pelaksanaan Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan. Ringkasan
Kedudukan Renstra dalam Tata Urut Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah disajikan pada gambar dibawah ini :

Naskah Akademik | Dokumen Politis | Perencanaan Perencanaan Pelaksanaan ' Indikator
e MK Perencanaan Induk|  Manajerial Taktis-Strategis | Teknis Operasionai;  Kinerja
PROPENAS 00-04 |
["’"""""’ GBHN 933 RENSTRA g REPETA w 1 Mastkan
___ *APBN 1| Departemen ;17| Departemen I")1| 2. Keluaran
Regional Indeks *BLN | ) ) 3. Hasil
* Analisis Situasi ' ;\;ﬂsta ) ‘ : : 4. Manfaat
* Masyarakat : : 6. Dampak
* Proyeksi 7 —*’: - ? H S
Pertumbuhan y ’ ‘ RENSTRA Prop [ REPETADA {.Masukan
POLDASI | [|® | *APEN PP No. 10800 F%|  Propinsi 2.Ksluaran
*PORB : * | *APBDI ‘APBDP[QD .Has!l
. g *Visi : L_Frop 1.PAD W.Manfaat
* Analisis *Misi A 2.Dam APB_D_ :
Lingkungan *Strategi , [*swas ta Perimbangan: P r opinsi
N : -DAU;-DAK A
*Angka l:- * Masyarakat - Bag iasnl .
Kemiskinan : + . ¥
r‘_l—_‘ Y | REPETADA {.Masukan
"Angka y POLOASH e RE”SW‘K“’K““ Kab! Kota | | [2-Keluaran
Pengangguran || 4 __j |R | —APEN PP No. 10800 - LHasil
E? *Visi » | "APBD APBD Kab / Kota APBD ‘4. Manfaat |
* Potensi Ekonomi *Misi . Prop 1.PAD Kb/ Kota $5-Dampak |
. St.'ategl A * APBD 2. Dana - v a
* Petensi Konfik J Kab/Xola Perimbangan:
|"‘”’ *Swasta ||| -DAU;-DAK LPJ
[l Masyarakat - BagiHasil BUPIWAL

Gambar 1: Tata Urut Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

R guwana Strategis (‘Renstra) Daerah -5
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D. Pola Fenyusunan Rersira

Model Penyvusunan Perencanaan Strategik & Rencana Strategik
ditegaskan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang
menyebutkan bahwa kPerencanaan Strategik merupaikan suatu proses
vang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1
{satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbu! Rencana
Strategik rﬁengandung Visi, Misi, Tujdan, Sasaran, Cara rﬁencapai Tujuan
dan Sasaran yang meliputi kebijaksanaan , Program dan Kegiatan yang
realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Secara

. ringkas, penyusunan Renstra menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999

adalah sebagai berikut :

% Bidang Kewenangan ]
iKebijaksanaan Nasional Strategis ]

Penetapan Sasaran

Penentuan Cara Mencapai Tujuan & Sasaran
4 a. Kebijaksanaan

§ b. Program

§c Kegiatan

Gamnbar 3. Substansi dari Rencana Strategik

Rencana Strategis ({Renstra )}Daerah
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan t{ahwa
Perencanaan Strategik adalah proses perumusan keputusan sirategis
untuk periode lima tahun yang akan datang merupakan keputusan yang

~mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai landasan atau
acuan operasional kegiatan organfsasi, terutama dalam pencapaian
tujuan akhir organisasi. |

Hasil dari kegiatan perencanaan strategis menghasilkan produk
perencanaan berupa rencana strategis, yang berisi :

1. Pernyataan visi, misi dan nilai-nilai organisasi.
2. Analisis lingkungan internal dan eksternal serta faktor-faktor kunci
keberhasilan.
3. Uraian tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan & sasaran
(mencakup kebijaksanaan, program dan kegiatan)
| Sejalan dengan hal di atas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor
108 tahuh 2000 tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah
disebutkan bahwa Renstra atau Dokumen perencanaan daerzh lainnya
yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah selanjutnya disebut
Renstra adalah rencana lima tahunan daerah'yang menggambarkan visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kégiatan daerah.

Dengan Visi, Misi & Strategi yang jelas maka diharapkan

instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potenrsi, peluang -

& kendala yang dihadapi. Perencanaanv Strategi bersama-sama dengan

Rencana Straiegis (Renstria )Daeriafi t-7
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pengukuran kinerja seria evaluasinya merupakan rangkaian sistem
akuntabilitas kinerja yang periting bagi suatu organisasi. Dengan
tersusunnya rencana strategis yang jelas, perencanaan operasional yang
terukur, maka dapat diharapkan tersedianya pembenaran yang logis &
argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu 'pelaksanaan
program telan berhasil atau tidak. Selain itu, setiap instansi pemerintah
diharapkan- dapat mengembangkan langkah-lahgkah sirategis »unvtukk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga ierwujud suatu
pelayanan yang prima. |

Sebe:gaimana telah  dinystakan  sebelumnya  bzhwa
perencanaan strategik bersama-sama dengan pengukuran kinerja dan
evaluasi kinerja merupakan satu kegiatan dari satu rangkaiean sistem
akuntabilitas kinerja vang penting. Hal ini dapat dijelaskan dengan

diagram berikut ini :

ﬁ
w)\

Penciptaan
Indikator

—

Pengin:egraslan\
Deng:ri Proses

Pengembangan
Sistem Pengukuran
Data

Penyempurnaan
Ukuran Kinerja

—

Gambar 4 : Siklus Pengukuran Kinerja
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Seperti ditunjuk an pada gambar 4, terdapat 5 (lima) fase untuk
me!aku‘kan pengukuran kinerja, yaitv : Perencanazn Strategik, Penciptaan
Indikator, Pengembangan Sisiem Pengukuran Data, Penyempurnaan
Ukuran Kinerja dan Pengintegrasizn dengan Proses Manajemen.

Siklus péngukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan
strategik, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran'
dan cara mencapai tujuan dan sasaran, yang mencaikup kebijaksanaan,
program dan kegiatan. Setelah perumusan p‘er‘encanaan strategik, tahap
selanjutnya adalah penciptaan indikator, yang meliputt penetapan
indixator Kinerja baik padé tatarar: kegiatan, program maupun {ataran
kebijakan dengan vmenggunakan indikator masukan (input), keluaran
(output), hasil (outcome), manfaat (denefit) den indikator dampak (impact).
Tahap ketiga adalah pengembangan sistem pengukuran data. Terdapat 3
(tiga) kegiatan pokok pada tahapan ketiga ini, yaitu siapkan data base
sesuai dengan kebutuhan pengukuran kineria, kemudian kedua adaleh
pencarian atau pengumpulan data sesuzi cengan data base yang telah
dimiliki sebelumnya dan ketiga acalah me:nggunskan data yang telah
dihimpun dengan teknik atau metoda yeng mudah dimengerti dan
bermanfaat untuk pengambilan K eputusen. Tahap keempat adalzh
penyempurnaan ukuran kinerja, dimana pada tahap ihi dibutuhken
beberapa perbaikan atau modifikasi atas szjumlah indikator yang telah

ditentukan pada tahap sebelumnya. terutamz pada ina'ikator kinerja hasil
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(outcome), manfaat (benefit), dan indikator kinerja dampak (impact).
 Tzhap terakhir adalah pengintegrasian dengan proses manajemen. Hal ini
berkenaan dengan bagaimana menggunakan seluruh tahap sebeiumnya
atau mengintegrasikarn seluruh tahap sejak dari perencanaan strategik
kedalam tahap pengukuran Kinerja r_f-ﬁngén rencana Regiét;anlprogram,
sehingga menunjukan suatu keterkaiten atau saling berhubungan cengan
perencanaan strategik. Secafa konsepsi, keterkaitan antara rencana
kegiatan dan rencana program hingga perencanaan étrategis terlihat
bilamana telah tertuang dalam perencanaan kinerja tahunan dan umpan
baliknya dilaporkah secara berkesinambungan setiap tahunnya daiam

lapcran kinerja tahunan. Keterkaitan tersebut digambarkan berikut ini :

P e r encan s an
S trategis

[ -3 of

egiataanrogram\

G am bar § : Keterk aitan A ktivitas Kegiatan [/ Program
dengan Perencanaan Strategis

Berkenaan dengan pengukuran kinerja tersebut, untuk dapat
menghasilkan pengukuran kinerja yang btaik, dibutuinkan artikulasi yang
ielas tentang rencana strategk oleh selurun organisasi perangkat dacrah

dan pemahamannya atas hasil-hasil dari suatu kegiatan atau program
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dibandingkan dengan rumusan tujuan dan sazarannya dalam dokumen

rencana straiegik, seperti digambarikan berikut ini :

* Nilai-Nitai (Values)
*Linokungan (Environment)
* Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan
Keberhasilan
(Critical Succes Factors)

Kinerja
{Performance)

l Strategi errmemened

Gambar6:Pola Pengukuran Kinerja

Setelah memahami hal-hal yang akan diukur, maka aspek
penting berikutnya adalah menetapkan indikator -kinerja yang akan
digunakan sebagai dasar untuk menyatakan berhasil atau gagalnva suatu
aktivitas kegiatan ataupun suatu program. Oleh karena itu, penetapan
indikator kinerja harus tetap mengacu atau mewakili keterkaitan langsung
dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang teiah di tetapkan,‘ seperti pada

gambar berikut ini:

o] oo inerie

Sistem

Informasi

Data

— 7 lanlm

g Slra'_egl]} = Ak’t|v1ta:gKI:‘g;‘|a m

Gambar 7:Pola Penetapan Indikator Kinerja
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Khusus yang berkenaan dengan Penyusunan Renstra
Kabupaten Bogor Tanun 2003-2008, maka dalam perumusan Visi
Pemerintah Kztupaten Bogor terinspirasi dan didasarkan pada visi
daerah Kaburpaten Boger yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6
| Tath'2001 tentang Propeda, sehingga dalam bentuk skematik adalah

sebagai berikut:

Visi
DAERAH

Vis|
PEMDA

VIS
BUPATI Co=

— 0 4+

visi
~ PERANGKAT DAERAH

Gambar 8 Pcla Penyusunan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk

Renstra Daerah.

E. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Renstra Kabupaien Bogor Tahun
2003 - 2008 adziah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kehbupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara

Tahun 1350 Nomor &);
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J ndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daeran
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839); ’

3. Undang-undang Ncmor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848),

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 19S9 tentang Penyelenggaraan
‘Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

5. Undang-undang Nomor 25 Tehun 200G tentang Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 — 2004 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4033); | g

6. Perawran Pemerintah Nomor 25 Tehun 20C0 tentang Ki’ewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Fropinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

| Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan

N

Lembaran Negara Nomor 4021);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tzhun Z000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lerﬁbaran Negara
Tahun 2033 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Care
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahuh 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027),
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10. Peraturan Pemerinteh Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (Lemt)aran Negara Tahun
2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara iNomor 4252);

11.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Barat

~“Tahun 2003-2607 (Lembaran Dasrah Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor (Lembaran
Oaerah Tahun 2000 Nomor 34);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bogor Tahun
2002-2006 (Lembarén Daerah Tahun 2001 Nomor 19) sebagaimana
telah .diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1
Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun Z0G3 Nomor 147);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten
Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 109);

F. Sistematika
Dokumen Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
BAB ii KONDISI, POTENSI DAN ANALISIS LINGKUNGAN
STRATEGIS
BAB IIl  ViSi, MiSI DAN NILAI - NILAi ORGANISASI
BABIV  TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA
BABV  PENGUKURAN KINERJA
BABVI  PENUTUP
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BAB Il
KONDISI, POTENSI DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Kondisi Umum Wilayah
1. Kondisi Fisik
Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah
317.102 Ha, terletak antara 6° 19’ -6° 47’ Lintang Selatan dan 106° 1’ -
107° 103’ Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Begor berbatasan
dengan Kabupaten Tangeiang, Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok
di sebelah Utara, kemudian dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten
Karawang di sebelah Timur, sedangxan di sebelah Selatan berbatasan
dengan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, sementara di sebelah Barat
berbatasan dengan Kabupaten Lebak Propinsi Banten serta di tengah-
tengah terietak Kota Bogor.

Topaografi wilayah dari Kabupaten Bogor sangat bervariasi, yaitu
berupa daerah pegunungan di bagian Selatan, hingga daerah dataran
rendah di sebelah Utara. Keberadaan sungai-sungai di wilayah
Kabupaten Bogor posisinya membentang dan mengalir dari daerah
pegunungan di bagian Selatan ke aranh Utara.

Di wilayah Kabupaten Bogor terdapat sebanyak 6 (enam) Daerah
Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cidurian, DAS Cimanceuri, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung, Sub DAS Kali Bekasi serta Sub Das
Cipamingkis dan Cibeet. Sungai-sungai pada masing-masing DAS
tersebut nﬁempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis yaitu
sebagai sumber air untuk irigasi, rumah tangga dan industri serta
berfungsi sebagai drainase utama wilayah. Di samping itu, di Kabupaten -
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| Bogor terdapat danau atau situ-situ sebanyak 95 buah dengan iuas
437,3 Ha dan terdapat juga sejumlah maia air. Situ-situ dimaksud
berfungsi sebagai reservoir atau tempat peresapan air dan bebérapa
diantaranya dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat rexreasi dan
budidaya perikainan. |

~ Komposisi pemanfaatan lzhan di Kabupaten Bogor pada tahun
2000 menurut luas wilayah di atas, yaitu untuk pertanian berupa lahan
‘sawah 48.412 Ha, lahan untuk bangunan 41.128 Ha, kebun 67.680 Ha,
padang rumput 820 Ha, kolam 2.323 Ha, hutan rakyat 16.288 Ha, hutan
‘negara 44.587 Ha, perkebunan 26.505 Ha dan selebihnya 69.354 Ha

untuk penggunaan lain-lainnya.

2. Kondisi Perwilayahan

Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri atas 426
-desa/kelurahan, yang terdiri dari 411 desa dan 15 kelurahan serta
tercakup dalam 35 kecamatan. Berdasarkan strategi perwilayahan
:pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencara Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda)
Kabupaten Bogor, maka wilayah Kabupaten Bogor dikelompokkan
kedalam 3 (tiga) wilayah pembangunan, yaitu ; (1) strategi percepatan di
wilayah Bogor Barat mencakup 11 kecamatan, yaitu kecamatan
Nanggung, Leuwiliang, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Rumpin,
Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo dan kecamatan Parungpanjang
J‘meliputi 150 desa dengan cakupan wilayah seluas 128.750 Ha; (2)
,‘strategi pengendalian di wilayah Bogor Tengah mencakup 18 kecamatan,
yaitu kecamatan Dramaga, Ciomas, Tamansari, Cijeruk, Caringin, Ciawi,
Cisarua, "Megamendung, Sukaraja, Babskan Madang, Citeureup,
Cibinong, Bojonggede, Kemang, Rancabungur, Parung, C iseeng dan

kecamatan Gurungsindur meliouti 201 desa dengan cakupan wilayah
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seluas 87.552 Ha; (3) strategi pemantapan di wilayah Bogor Timur
mencakup 6 kecametan, yaitu kecamatan Sukamakmur, Cariu, Jonggol,
Cileungsi. Klapanunggal dan keczmatan Gunungputri meliputi 75 desa
dengan cakupan wilayah seluas 100.800 Ha. ,

Pada tahun yang akan datang, jumlah kecamatan di Kabupaien
Bogor telah direncanakan untuk dimekarkan lagi sebanyak 5 (lima)
kecamatan, sehingga totalnya akan berjumlah sebanyak 40 (empat
puluh) kecamatan. Nama - nama kecamatan baru yang akan dibentuk,
yaitu kecamatan Leuwisadeng (pemekaran dari kecamatan Leuwiliang),
kecamatan Tanjungsari (pemekaren dari kecamatan Cariu), kecamatan
Cigornbong (pemekaran dari kecametan Cijeruk), kecamatan Tajurhaleng
(pemekaran dari kecamatan Bojonggede) dan kecamatan Tenjolaya

(pemekaran dari kecamatan Ciampea).

B. Kondisi Umum Pemerintahan
1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah di Kzbupaten Bogor yang teiéh
dibentuk dengan mengacu’pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yaitu terdiri dari; 1
Sekretariat Dez rsh {dengan 3 asisten dan 8 bagian), 1 Sekretariat
Dewan, 16 Dinas Daerah, 10 Lemtaga Teknis Daerah (4 Badan, 2 RSU
dan 4 Kantor), 35 Kecamatan den 15 Kelurahan. Dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedomén Organisasi
Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor
84 tahun 2000, maka jumlzh maicsimal organisasi perangkat daerah
hanya dibatasi sebanyak 8 unit lembaga teknis daerah (badan can
kantor) dan 18 unit dinas daerah, tidak termasuk Satuan Polisi Pamcng
Praja, karena akan diatur sccara tersendiri. Dengan mengacu pzda
peraturan tersebut, dan bilamana OPD-nya benar-benar ditata dencan
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maksimal, maka pada tahun yang akan datang, jumiah OPD «ci
Kabupaten Bogor maksimal sebanyak 25 unit (tidak termasuk kecamatan
dan kelurahan serta UPT atau pun UPTD), terdiri dari; 1 Sekretaria:
Daerah (dengan 3 asisten dan 12 bagian), 1 Sekretariat Dewan, &
Lemtekda (Badan dan Kantor), 14 Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamonc

Praja, Kec amatan dan Kelurehan.

2. Kewenangan daeran

Sebagaimana telah diietapkan‘ dalam Undang-Undang Nomor
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 avat (1)
menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup }_(éwenangan dalam:
seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang nolitik
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama,
serta kewenangan bidang lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 11 avat (2)
ditegaskan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan olen
daerah kabupaten dan daerah kota, meliputi oekerjaan umum, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industi dan
perdagadgan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertananan,
koperasi dan tenaga kerja. Sementara itu, untuk daerah propinsi telah
diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kewenangan
propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bicang
pemerintanan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan
dalam bidang pemerintzhan tertentu lainnya. Pengaturan lebih lanjut dari
kewenangan propinsi sebagai daerah otonom telah diatur daiam
‘Peraturan Pemerintah Ncmor 25 tshun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
Berkaitan dengan lingkup kewenangan wajib di atas, dan dalam
rangka pengelolaan dan penatausshaan keuangan daerah, rezka
cemerintah telah menetapkan lebih rinci mengenai klasitkast struktur
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APBD beserta kode rekeningnya yang harus disesuaikan dengan macam
dan jenis kewenangan yang dimiliki daeran. Format dan susunan bidang
pemerintahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor
29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Fengawasan Keuangan Daerzh serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD, mencakup ; (1) bidang administrasi umum
pemerintahan; (2) bidang pertanian; (3) bidang perikanar. dan kelautan;
(4) bidang pertambangan dan energi; (5) bidang kehutanan dan
perkebunan(6) bidang perindustrian dan perdagangan; {(7) bidang
perkoperasian; (8) bidang penanaman modal; (9) bidang.
ketenagakerjaan; (10) bidang kesehatan; (11) bidang pendidikan dan
Kebudayaan; (12) bidang sosial; (13) bidang penataan ruang; (14) bidang
permukiman; (15) bicang pekerjaan umum; (16) bidang perhubungan;
(17) bidang lingkungan hidup; (18) bidang kependudukan; (19) bidang
olah raga; (20) bidang kepariwisataan, (21) bidang pertanahan.

Bidang pemerintahan yang berjumlah sebanyak 21 di atas
merupakan pedoman umum bagi setiap kabupaten dan kota. Oleh karena
itu, dengan adanya pertimbangan kondisi, potensi, kekhasan daerah
serta kemampuan dan kesanggupan daerah, keberadaan dari OPD itu
sendiri maupun masih adanya Kketentuan hukum untuk bidang tertentu
yang belum sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah, m}aka Pemerintah
KabupatenuBogor sejak tahun anggaran 2003 telah menetapkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 1 tehun 2003 tentang APBD, dimana setiap
OPD harus melaksanakan bidéng pemerintahan sekaligus bertindak
sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing, maka format dan susunan bidang
pemerintahan di Kabupaten Bogor, vyaitu berjumlah 15 bidang
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pemerintahan, diantaranya : (1) bidang administrasi umum pemerintahan;
(2)‘ bidang pertanian, (3) bidang perikanan dan peternakan; (4) bid;ng
pertemba‘ngan dan erergi; (5) bidang kehutanan dan perkebunan; (S)
bidang perindustrian dan perdagangan; (7) bidang perkoperasian; (8)
bidang ketenagakerjaan; (9) bidang kesehatan; (10) bidang pendidikan
dan kebudayaan; (11) bidang penataan ruang; (12) bidang pekerjaan
umum; (13) bidang perhubungan; (14) bidang kependudukan; (15) bidang

kepariwisataan.

3. Kepegawaian ;

Untuk menjalankan organisasi perangkai daerah 'sehari-hari,l
Pemerintah Kabupaten Bogor memilki aparat sebanyak 16900 orang
PNS berdasarkan hasil pendataan ulang PNS secara nasional pada
tahun 2003, kemudian ditambah dengan tenaga kontrak dae;ah sebanyak
1.810 crang dan guru bantu sebanyak 1.479 orang, serta tenaga sukwan
sebanyak $.393 orang.

Jumlah PNS sebanyak 16.90G0 orang, bilamana di dmhat dari dari
golongan/pangkat, maka golongan IV berjumlah 1.839 orang golcngan il
berjumlah 10.815 orang, golongan Il berjumlah 3.818 orang dan golongan
| berjumlah 428 orang, sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan yang
telah ditamatkan, maks pegéwai dengan strata-3 berjumiah 1 orang,
strata-2 berjumlah 291 orang, sirata-1 berjumlah 3.122 orang, Diploma i
berjumlah 1.688 orang, Diploma Il berjumiah 5.584 orang, Diploma !
berjumlah 224 orang, tamat SMU/sederajat berjumlah 3.682 orang,
SMP/sederajat berjumleh 618 orang dan tamat SD/sederajat berjumiah
645 orang. ‘

Dalam rangka pembinaan aparatur, maka pemerintah daerah
telah melakukan sejumlah diklat strukiural, diklat fungsionai dan diklat

bztantif bagi aparct i seluruh OPD sesuzi dengan kebuluhan pada
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setiap tahun anggaran. Jumlah aparaiur pemerintah daerah yang {elah
mengixuti dikiat strukiural, meliputi diklat Administrasi Dasar Umum
(Adum)/Siaf dan Pimpinan Administrasi Dasar (Spéda) sebanyak 1.185
orang. diklat Administrasi Dasar Umum Lanjutan (Adumla)/diklat Staf dan
Pimpinan Administrasi Dasar Lanjutan(Spala) sebanyak 1.666 orang.
diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (Spama)/Spadya
sebanyak 285 orang, diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat
Menengah (Spamen) sebanyak 22 orang dan Prajabatan 156 orang
hingga tahun 2002. Sementara itu, untuk diklat fungsional, maka jumlah
aparat yang telah mengikuti diklat Bendaharawan sebanyak 214 orang,
diklat atau Kursus Manajemen Proyek (KMP) sebanyak 158 orang dan
diklat fungsional lainnya secara akumulatif veriumlah 975 orang hingga
tahun 2002.

4. Pengawasan daerah

Kegiatan pengawasan semakin diintensifkan dalam rangka
meningkatkan akuniabilitas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan tersebut diaplikasikan dalam bentuk pemeriksaan berkala pada
unit kerja, pemeriksaan insidenti maupun pemeriksaan terpaduy,
pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-wakiu dari unit
keria/satuan keria. Pemeriksaan yang berkenaan dengan evaluasi
proyek serta penanganan kasus yang dilaporkan meialui :!'romol Pos
5000/Non Tromo! Pos 5000. Selama periode 1998/1999 hingga tahun -
2000, hasil pemeriksaan berkala pada unit kerja adalahi berjumlian
sebanyak 1.199 unit, evaluasi proyek sebanyak 469 bual, pemeriksaan
kasus TP Pos/Non TP Pos sebanyak 240 kasus selama 5 (lima). Hasil
pemeriksaan tersebut cituangkan dalam Laporah Hasil Pemeriksanaan
(LHP) dan untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi sebagai tindak -
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lanjut bag! yang diperiksa, agar dilakukan pemutakhiran atas hasil

pemeriksaan tersebut.

5. Perencanaan daerzh

Fenomena baru perencaenaan daerah, yaitu bergesernya
pendekatan perencanaan yang semule dominan dari atas ke baweh
<epada pendekatan perencanaan dari bawah ke atas serla ke parédigmé '
pzarencanaan partisipalif. Upaya yang telah dirintis, yaitu memfasilitasi
mekanisme perencanaan daersh yang partisipatf melalui forum
perencanaan desa, forum perencanaan kecamatan hingga rakerbang
kabupafen. Selain itu, dilakukan pula safari ir)fb rmasi pembangunan
sebagai forurn penyebarluasan informasi pembangunan sekaligus wadah
untuk mendapatkan umpan balik atau koreksi perencanaan dan hasil-
hesilnya dari masyarakat. Sementara itu, dalam rangika penyusunan
dokumen perencanaan daerah, seperti RTRW, Propeds, Renstra,
Rencana Induk bidang pemerintahan, Repetada, Arah dan Kebijakan
Umum APED, Strategi dan Prioritas APBD hingga diaplikasikan dan
dijabark an kedalam dokumen RAPBD, maka Pemerintah Kabupaten
Bogor telah menerapkan pula pendekatan penyusunan perencanaan
daerah yang partisipatif dengah melibatkan peranserta seluruh pihak
yang berkepentingan (stakeholders) daiam proses 'penyusunannya.
Untuk mendukung proses perencanaan daerah yang terarah, valid dan
akurat, telah dibangun juéa pusat data perencanaan dan pengendalian
pembangunan di daerah yang berfungsi sebagai pusat data atau " bank
data’ yang memuat berbagai informasi dan data penting yang relevan
dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Dalam rangka memgeriahankan keseimbangan pemanfaatan
ruang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, maka
ditetankanlah Perda Nomor 17 tahun 2020 tentang RTRW Kabuoaten
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Bogor. Di dalamnya, telah ditentukan tentang komposisi, kebijai<an
pemanfaatan dan - pengcendatan pemaniaatan ruang yang memuat
aranan-arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, kawasan
perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu hingga tahun 2010.
Selain  itu, dalam RTRW berisi juga arahan sistem kegiatan
pembangunan, sistem permukiman perdesaan dan perkotaan, sistem
prasarana iransportasi, energi, pengairan serta sarana dan pracarana
lingkungan lainnya maupun kebijakan struktur ruang Kabupaten Bcgor
- dengan disertai penetapan strategi percepatan di wilayah Bogor Barat,
strategi péngendaiian di wilayah Bogor Tengah dan strategi pemantapan

di wilayah Bogor Timur.

6. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemcrintah
Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan
efisien, efekiif, transparan, tertb dan taat azas serta dapat
dipertanggungjavwabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan. yang berlaku. Untuk itu, pemerintah telah
menyempurnakan dén melengkapi dengan kepmendagri Nomor 29 tahun
2002, agar dapat dipedomani dalam pengelolaan dan penatausahaan
keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Kepmendagri tersebut, Pemerintah
Kabupaten Bogor sejak tahun 2002 telah melakukan upaya persiapan
untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance budget)

melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan, asistensi, pendampingan dan

Rencana Strategis (R enstra )Daerah -9
“Xabupaten Bogor Tafiun 2003 - 2008



pelaksanaan penyusunan anggaran unit kerja atau RASK (Rencanz
~Anggeran Sza‘tuan Kerja) hingga penyusunan RAPBD tahun angga'a;.
2003 berdaserkan anggaran kinerja. Selain itu, untuk melenc«.cpi
ketentuan dalam PP Nomor 105 tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 25
tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Psrdz
Nomor 45 tahun 2002 tentang Pengel olaan dan Pertanggungjaweban
Keuangan Daerah dan Perda Nomor 44 tahun 2002 teniang Pengeloiaan
Barang Daerah, disertai dengan keputusan Bupati tentang Standar Herge
maupun Juklak, Juknis atau pedornan peryusunan RASK dan APBD
Kabupaten Bogor dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Hasil-hasil yang telah dica‘bvai berkenaan dengan kinerja
pendapatan deerah selama periode 1298/1959-20CC 12, telah menunjuk.an
kenaikan pererimaan APBD yang signifikan, yaitu tércapainya kenzxan
APBD dari jumlah sebesar Rp. 248 miliar pada tanun angczran
1998/1299, kemudian naik menjadi Rp. 943 miliar pada tahun anggsran
2002 atau meningkat sekitar 278,32 %, sementara pada tahun anggeran
2003 mengalami penurunan kembali, yaitu sebesar Rp. 810 miliar
(sebelum perubzhan) dengan rencana pembizyaan sebesar Rp. 80
miliar. | :

Pencapaian pendapatan daerah yang meningkat drastis darv
tahun ke tahun tersebut, selain diakibatkan oleh tingginya kontribusi carr
dana perimbangan, juga disebablcan oleh kenakan dari pendapaten asii
daerah Kabupzien Bogor. Sebagai gambaran banwa PAD Kabupzten
Bogor pada tzhun 1998/199¢ adalah berjumlah sebesar Rp. 64 m iz,
kemudian nak menjadi Rp. 123 miliar pade tahun 2002. Nemun
demikian, kenzikan PAD ini hanya mampu memberikan kontribusi ratz-
rata sekitar 16,60 % dari total APBD, sementara dari dana perimban.gan

rata-rata sekitar 72,83 % serta dari pendapatan lainriya sekitar 10,5835
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sebanyak 511 perkara selama periode 1998/1999-2C02. Selain it
dalam rangka penegakan Perda, ielah diaksanakan pula pemeriksaizin
dan penertiban terhadap individu/perorangan serta bacan hukum yar:g
melakukan peianggaran Perda Kabupaten Bogor.

Dalam rangika peningatan pemahaman ternadap procu:
hukum/Perda, telah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum disert=i
denganr pendistribusi;m atau penyebariuasan preduk hukum/Perc=
kepada seluruh instansi pemerintah-hingga desa/kelurah.an, anggota dam
kelompok masyarzkat, LSM dan swasta/dunia usaha. Selain itu, agar
dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan di bidang hukurn, teleh
diterbitkan himpunan produk hukum dan perundang-undangan sebanyzi:
617 buku dan 723 buku himpunan produk hukum daerah.

8. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di wiayar
Kabupaten Bogor selama kurun waktu 1998-2002 menurut laporan dar:
Kepolisian Rl wilayah Bogor menunjukkan situasi yang kondusif,
meskipun kasus-kasus kriminal tetap saja ada, tetapi intensitas
Kejadiannya telah diidentifikasi berlangsung secara merata di setiap
kec amatan, diantaranya kasus pencurian, penganiayaan, pembunuharn, |
pemerasan, perampokan, perkosaan, kasus narkoba, kebakaran,
kenakalan remaja dan kasus uang palsu. Bilamana dibandingkan antarz
jumlah kasus yang dilaporkan oleh masyarakat dengan jumlah yanc
tertangani oleh aparat, terdapat beberapa kasus vang telah tuntas
penanganannya, namun rnasih ada kasus-kasus lainnya yang belur
tuntas seluruhnya hingga akhir tahun 2002

Kondisi ketertiban umum lainnya yang sering dihadapi oleh
aparat, diantaranya adalah kesemrawutan dan tidak tertibnya pedaganc

kaki lima, angkutan kota dan pengguna jalan lainnya di beberana lokasi,
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diantaranya kecamatan Cibinong, Citeureup, Cileungsi, Parung, Ciawi,
Leuwiliang dan xecamiatan lainnya, sshingga menimbulkan kemacetan
dan kesan tidak tertatanya pusat-puszt kota di masing-masing wilayah
tersebut. X

Kondisi lainnya yang senantiasa ade, vyailt masalah
penambangan galian golongan C liar/tanpa ijin di kecamatan Caringin,
Rumpin dan Gunung Putri. Bahkan untuk kawasan penambangan tanpa
ijin di Pasir Buncir - kecamatan Caringin telah menimbulkan korban jiwa,
akibat tgrjadinya longsor di kawasan penggalian liar tersebut. Masalah
lainnya adalah berdirinya bangunan tznpa ijin di kec amaten Cibinong,
Cisarua dan Megamendung, penyidikan pelanggar Perda untuk
perorangan dan badan hukum, kasus sengketa tanah, muncuinya tempat-
tempat hiburan ilegal, warung remang-remang di kecamatan Parung dan
Bojonggede disertai dengan kehadiran WTS yang meresahkan
masyarakat. Sementara itu, kejadian atau kegiatan yang sangat menyita
waktu, tenaga dan biaya selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah
kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa,
pegawai pabrik, warga atau keiomook masyarakat serta anggota
masyarakat lainnya yang berlangsung di komplek perkantoran
Pemerintah Kabupaten Begor atau pun di lokasi kantor DPRD. Intensitas
kegiatan unjuk rasa dan demonstrasi itu akan semazaxin tinggi bilamana
Pemerintah Kabupaten Begor dan DPRD sedang mermasuki masa
pembahasan laporan pertanggungjawabén, proses pemilinan kepala
daerah dan wakil kepala daerah atau pun tuntutan untuk menuntaskan
indikasi adanya kasus KKN di Kabupaten Bogor.

Dzlam rangka mendorong kewaspadaan czan kesiap-siagaan
masyarakat dalam menghadapi bencana alam serta menangkal adanya

ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, Perrsrintah Kabupaten
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Bogor telah membekali pemahaman aparat beserta masyarakat melalui
dikiat hansip/linmas. pengamanan swakarsa dan orientast wawasan
Kebangsaan dengan harapan, agar masyvarakat memiiiki ketahanan

dalam menghadapi hal-hal tersebut pada wilayahnya masing-masing.

<. Pemberdayzan Kecamatan dan I:lurahean

Se;uai den~zn kelenluan (rlam Pasa! 66U can Pesal €7 UU
Normor 22 tahun 18¢2 bahwa cam=i menerima pelimpshan sebagian
kewenangan pemerintahan dari BupatiWalikola dan selanjutnya Lurah
menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerinahan dari camat.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kecamatan hanya memiliki
kewenangan delegatif dan bukan kewenangan atributif dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan kecamatan sehari-hari. Oleh karena ituy,
upaya yang telah diaxkukan oleh PemerintahVKabupatenBogor, yaitu
menetapkan Keputusan Bupati tenwang pelimpahan kewenangan, agar
dapat dijadikan landasan oleh camat dalam melayani warganya. Upaya
lainnya yang telah dilakukan, yaitu meningkatkan nemahaman dan
\‘vawasan, aparat kecamatan dan Kelurahan berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan di tingkat kecamatan
dan keldreghan, telah dilakukan juga rencana pembentukan kecamatar
baru dan pembentukan kelurghan dengan tujuan untuk lebih

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

10. Pemerintahan Desa
Dalam aspek pemerintahan desa, selama ini telah dilakukan
fasilitasi untuk meningkatkan wawasan, kemampuan dan keahlian
terhadap aparat pemerintah desa jan Badan Perwakilan Desa (BPD) di

411 desa. Selain itu, dilaksanakan juga fasilitasi pemilihan kepala desa,

G gizcana Strategis ﬂKenstrd )@aemﬁ - 14
Kaip at en Bogor Takun 2003 - 2008




penertiban tanah kas desa, penataan batas wilayah desa/kelurahan dan
pembentuxan badan useha milik desa. Sejalan dengan upaya penguatan
otonémi desa, Pemeriniah Kabupaten Bogor teiah menetapkan pula
kebijakan uniuk memberikan semacam “dana Perimbangan antara
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa”. Ha!l ini merupakan tindak
lanjut dari Perda yang mengatur mengenai aloxasi hasil penerimaan
pajak dan retribusi daerah kepaua pemerintahan desa pada setiap tahun
anggaran. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberiikan juga
bantuan keuangan bagi aparat desa " beserta BPD, &agar dzpat

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehari-sehari.

11. Hubungan Masyarakat

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor
berkenaan dengan hubungan masyarakat, yaitu pengembangan
operasional penerangan inelalui kerjasama dengan media massa dalam
rangka koran masuk desa, penerbitan buku saku, jumpa pers, pers
release dan pemuatan berita tentang penyelengaraan Pemerintahan
Kabupaten Begor melalui surat kabar lokal. Seiain itu, penyebarluasan
informasi pembangunan dari Kabupaten Bogor dilakukan juga dengan
radio, penyediaan video film, CD dan VCD, pe!iputan’ kegiatan oleh
televisi dan jumpa pers secara berkala dengan Pokja Wartawan/Pers.
Selain itu, daiam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi kehumasan
telah dilakukan juga komunikasi dengan kalangan wartawan/pers yang

tergabung dalam organisasi PWI, Pokja Wartawan/Pers serta KWRI.

12. Kearsipan
Berkenaan dengan peningkatan pelayanan kearsipan,
Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan penertiban &an

penataan arsip pada seluruh organisasi perangkat daerah, kemudian
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dilekukan juga penilaian, pemusnahan dan penyusutan arsip in aktif serta
akuisisi arsin sesuai gengan Keientuan yang berlaku.

Untuk menumbuhkan budaya sadar arsip dan tertib arsip, ai
inokungan Pemerinteh Kabupaten Bogor telah dilaksanakan apresiasi
ke:z:rsipan, pimibingan teknis kearsipan serta pengelolaan kearsipan di
sewrubh organisesi perangkat daerzh dengan tuuan, agar tercapainya

ter.i> administrasi kearsipan pada setiap unit kerja.

C. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayai

1. Kondisi Jalan dan Tranéportasi

Sistem infrastruktur wilayah merupakan aspek yang utama dzlom
pembangunan suatu daerah. Infrastrukiur wilayah tersebut, terdiri cari
serana transportasi, pengairan, listrik, telekomunikasi, sarana dan
presarana perumahan. Kebutuhan akan sa?ana dan prasarana wilayah
ticak terlepas dari fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah,
diantaranya sebagai pengarah pembentukan struktur tata ruang,
pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah, pemacu pertumbuhan suatu
wilayzh dan pengikat wilayah yang bersangkutan.

Kondisi sarana dan prasarana jalan di Kabupaten Bogor, yaitu
tofe | panjangv jalan yang bernomor ruas adalah sepanjang 1.751,75 km,

terdiri dari jalan berstatus negara sepanjang 72,44 km, jalan propinsi

kebupaten tidak bernomor ruas adalah sepanjang 24,02 km. Kondisi
jalen di Kabupaten Bogor sangat dipengaruhi oleh volume penanganan
yeng dapat dilakukan setiap tahunnya. Olenh karena itu, kondisi jalan
pada tahun 2002 delam kondisi baik, vaitu sepanjang 487,58 km, kondisi
sedang sepanjang 250,97 km, kondisi rusak ringan sepanjang 273,75 km
dan rusak berat sepanjang 494,27 km. Dengan demikian, panjang jalan

Keuurzten daiam kondisi baik dan sedang adalan sepaniang 738,77 km
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atau 49,02 % dari total panjang jalan kabupaten. Jumlah jembatan di
Kabupaten Bogor pada tahun 2002 adalah sebanyvak 680 buah, terdii
dari jembatan negara sebanyak 25 buah, jembatan propinsi sebanyek 98
buah, jembatan kabupzten sebanyak 557 buah.

Berkaitan dengan sarana angkutan darat, khususnya angkutan
perumpang orang dan barang di jalan raya, jumiah angkutan yang
beroperasi di dalam wilayah Kabupaten Bogor adalah sebanyak 54 trayex
dengan jumlah kendaraan sebanyak 7.675 kendaraar. Sementara itu,
jumiah sarana angkutan umum antar kabupaten/kcta yang melayani
penumpang di daerah berbatasan dengan Kota Bcygor, Kota Depok,
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tangerang dan DKl
Jakarta adalah berjumlah 26 trayek dengan jumiah kendaraan sebanyak |
6.511 kendaraan. Dengan demikian, jumlah keseluruhan trayek yang
meiewati jalan-jalan di wilayah Kabupaten Bogor adalah berjumlah |
sebanyak 80 trayek dengan jumiah kendaraan sebanyak 14.186
kendaraan. Sementara itu, jumlah terminal di wilayah Kabupaten Bogor,
yaitu terdapat 8 sub terminal yang berlokasi di Kecamatan Citeureup,
Cibinong, Jasinga, Leuwiliang, Jonggol, Parung, Parung Panjang dan
Cijeruk.

P

Kondisi Sarana dan Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi mempunyai peranan penting cdalam mencukung
produksi pertanian, sehingga kontinuitas dan keberadaan distribusi air
irigasi ke lahan-lahan pertanian sangat menentukan tingkat produksi yang
akan dicapai oleh hamparan sawah di wilayah pelayanan irigasi.

Di wilayah Kabiupaten Bogor, jumlah ‘jaringan irigasi yang dikelola
olen pemerintah adalah sebanyak 32 daerah irigasi dengan luas sawan
yang teriayani seluas 12.579 hektar dan sisanya dilayani oieh irigasi

pedesaan sebanyak 794 daerah irigasi dengan luas areal sawah yang
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terlayani adaleh seluas 40.270 hek tar. Panjang saluran induk adalah
1.744,23 km, saluran sekurnder sepanjang 274,64 km, bendung 387 buah,
pintu air 1.1€2 obuah <an bangunan air !ainriya sebanyak 1.754 buah.
Hasil pendataan terhadasp kondisi jaringan irigasi pada tahun 2C02
mengungkapkan bahwa terdepzt 173 daerah irigasi dalam kona'isi baik,
252 daerah irigasi dz'am kondisi s=dang dan 401 daerah irigasi dalam

keadaan rusak ringan dan rusak berel.

Kondisi Sarana, Prasarana-dan Utilitas Umum lainnya

- Kondisi sarana dan prasarana penyediaan air bersih perkotaan,
utamanya oleh PDAM Kabupaten Boger menunjukan bahwa jumiah
sambungan -langganan kepada 'mésyarakat felah mencepai jumlah

sebanyak 79.472 sémbungan langganan pada tahun 2003 dengan

. kapasitas produksi air bersih sebzsar 1.999 liter per detik. Kapasitas

produksi air tersebut berdampak pada kemampuan pelayanan dan

~ distribusi air bersih kepada pelanggan dengan kualitas, kuantitas dan

kontin_uitas pelayanan yang akan qiberikan selama 24 jam kepada

pelanégan.' Bilamana ditinjau dai jumlah wilayah kecamatan dan

desafkelurahan yang telah terlayani air bersih dari PDAM Kabupaten
Bogor, maka cakupan pelayanan air bersihnya, yaitu menjangkau
sebaayak 19 kecamatan atau 54,28 % dari toal 35 kecamatan,
sedahgkan jumlah desa/kelurehzn hanya mencapai 80 desa/ielurahan
ateu 18,91 % dari total 426 cesa/kelurahan. Kondisi ini disebabkan

konsentrasi pelayanan air bersih dari PDAM Kabupaten Bogor pada awal

'berdir_‘inya lebih bar}yek berkonsenirasi di wilayan kecamatan dan

kelurahar/desa vang saat ini wilayah kecamatannya telah menjadi
wilayah Kota Depok. -
~Sarana pelayarian jaringan listrik PLN telah menjangkau seluriuh

~ vilayah kecamatan di Kztupaten Bocor, namun demiian masih terdapat
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sejumiah rumah dan permukiman penduduk pada beberapa desa yang
belum menikmati aliran listrik karena Kkurangnya kemampuan untuk
membiaya pemasangan aliran listrik tersebut Demikian juga dengan
jaringan telepon telah tmenjangkau seiuruh kota-kota kecamatan, namun
sambungan ke rurnah-rumah penduduk belum seluruhya terlayani.

Untuk sistem jaringan drainase - di Kabupaten _Bogor dapat
dikelompokan dalam dua sistem drainase, yaitu jaringan drainase alami
perdesaan dan jaringan drainase perkotaan. Jaringan drainase alami
perdesaan masih menggunakan saluran-saluran badan air yang ada
seperti sungai dan parit/saluran yang tersebar di setiap kawasan-
kawasan perdesaan, sedangkan untuk drainase perkotaan meliputi
sistem saluran primer (badan air/sungai), saluran sekunder dan saluras
tersier. Untuk saluran sekunder dan tersier pada umumnya masih
menyatu dengan drainase jalan yang terdapat pada sisi Kiri dan kanan
dari jalan tersabut.

Pengolahan air kotor/tinja di Kabupaten dilai<ukan secara on site
systam berupa septic tank, baik air kotor/tinja dari kegiatan jasa industri
dan perdagangan maupun perumahan dan permukiman. Selanjutnya air
kotorftinja tersebut diangkut dengan menggunakan vacum tank truck ke
lokasi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). IPLT di Kalimulya yang
dibangun dari alokasi dana bantuan ADB melalui program BOTABEK-
UDP tahun 1396 pada awal pengoperasian dilakukan oich Pamerintah
Kabupaten Bogor, selanjutnya sstelah Kota Depok berdiri sandiri
mengingat lokasi v!PLT berada pada wilayah Kota Depok, maka
pengelolaan saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, sehingga
Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini tidak memiliki IPLT (Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja).
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Kondis: pengeloiaan persampahan di Kabupaten Bogor, Covenage
pelayanan saat ini mencapai 19,2 % dari jumiah timbun an sampah yang
terjadi di Kabupaten Bogor, sedangkah sisa timbunan yang belum
terlayani dilakuk an secara swakelola oleh masyarakat. Untuk pengelolaan
pengangkutan sampah lersebut, Pemerintah Kabupaten Bcgor telah
memiliki kendaraan Truck sampah sebanyak 43 unit dan beberapa lokasi
TPA yang tersebar di wiiayah Kabupaten Bogor, yaitu : (1) TPA Pondok 7
Rajeg dengan luas 92 Ha dan kondisinya sudah hamgir penuh; (2) TPA
Galuga dengan luas 1,25 Ha dan pengclahannya secara bersama
dengan Pemerintah Kota Begor serta pada awal tahun 2005 rencahanya
akan ditutup; (3) TPA Waru, Parung dengan luas 0,75 Ha can
keberadaannya di tengah pemukiman/perumahan serta kondisinya sudah
harus ditutup; (4) TPA Sukasima, Jonggol dengan luas 1.025 Ha dan
masih dapat dipergunakan untuk menampung sampah dari Wilayah
Jonggol; (5) TPA Tajur, Citeureup dengan iuas 2 Ha dan saat ini sudah
ditutup dan tidax dipergunakan lagi. -

Hal ini perlu dipertimbangkan untuk pengadzan beberapa TPA
pengganti, hal mana telah diprogramkan dalam tahun 2004 dan
seterusnya, yaitu TPA Nambo di Klapanunggal dan rencana TPA di
Wilayah Bogor Barat yang terletak di lokasi / Kecamatan Cigudeg seluas
10 Ha den di lokasi / Desa Gorowong Kecamatan Parung Panjang
cengan luas 10 Ha.

Prasarara lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupzien
Bogor adalah pengelolaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang
terada di S5 Kecamatan, . penataan ruang terbuka hijau, pengelolaan
tamen dan reklame berbagai bentuk dan jenis yang tersebar dl seluruh

Wilayah Kabu paten Begor.

R gicana Sira tegis (R enstra )Daeral: -20

Kab.upaten Bogor Tahun 2003 - 2008




Pengelolaan prasarana Fenerangan Jalan Umum (PJU) telap
diprioritaskan pambangunanrnya pada daerah-daerah tertentu di
Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan lo#asi das rah-daeran rawan
sosial yang sampai dengan saat ini baru mencapai 24,39 % atau 4.391
titik lampu dari rencana jumlah titik lampu 18.000 titik. Kegiatan ini akan
secara terarah dilaksanakan pembangunannya termasuk
pemeiiharaannya. -

Kondisi yang berkenaan dengan kinerja penataan ruang, yaitu
telah tersedianya produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bogor dan Rencana Detail Tata Ruang (R['TR) kawasan
puincak yang telah ditetapkan dengan Perda, sedangkan kawasan Bogor
Barat, Bogor Tengah dan Bogor Timur serta Kawasan Gunung Salak
Endah sudah tersedia konsep rencana tata ruangnya, namun naskah
perdanya sedang dipersiapkan untuk diajukan kepada DPRD.
Sementara itu, produk rencana tata ruang Kota/wiiayan kecamatan® yang
telah ditétapkan dengan Perda adalah sebany_-a.’k 9 kecamatan,
,éedangkan konsep rencana taia ruang kota/wilayah kecamatan lainnya
sebanyak 26 kota/wilayah kecamatan  sedang dilakukan revisi atas
naskahnya, agar sesuai dengan kondisi terakhir dari wilayah yang
bersangkutan. Untuk pengaturan pemeanfaatan ruang pada 26
kota/wilayah kecamatan tersebui, yaitu dengan menggunakan ketentuan
dalam RTRW, RDTR atau pun RUTRK dari kota kecamatan/wilayah
kecamatan yang telah ada.

Kondisi yang berkenaan dengan lingkungan hidup, yaitu hingga
saat ini Kabupaten Bogor telah mengidentifikasi rona awal lingkungan
dengan menyusun neraca kualitas lingkungan hidup daerah, kemudian
dilanjutkan dengan upaya pembinaan dan pemantzuan pengelolaan

lingkungan hidup pada berbagai jenis kegiatan dan usaha masyarakat
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serta swasta/dunia usaha dengan menerapkan ketentuan AMDAL, UKL
dan UPL sesuai dengzn keientuan yang berlaku. Dalam rangka
pengendaitan pencemaran di sungal, teiah  diupayakan dengan
menerapkan Program Prokasih, sementara untuk pengukuran kuzlitas
udara dengan melaksanakan Program Langit Biru. Program lainnya yang
telah ditempuh, yaitu dengan meningkatkan wawasan peleku dan
mencegah bahaya pencemaran lingkurigan melalui kegiatan penyuluhan,
penanganan pada sumber pencemar disertai dengan upaya untuk untuk
mempersiaoikan pelak u pencemar lingkungan untuk beralih profesi ke
kegiatan lain yang ramah lingkungan &tau pun dengan upaya rekayasa

teknologi penanggulangan pencemaran lingkungan.

D. Kondisi Perekonomian Daerah dan Masyarakat
1. Periumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat

Ketika terjadi krisis moneter dan berlanjut menjadi krisis ekonomi
pada tahun 1998, ‘perekonomian Kabupaten Beogor dihadapkan pada
masalah makro ekonomi yang sangai pelik, yaitu laju pertumbuhan
ekonomi turun menjadi minus 17,17 % (-17,17 %). Penurunan laju
pertumbuhan ekonomi tersebut, menyebabkan jumlah penduduk miskin
meningkat tajam, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dalam
keadzan serba krisis tersebut, pemeriniah meluncurkan program jaring
pengaman sosial dengan tujuan untuk segera memulihkan kembali
kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat krisis meneter
dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kemudian memasuki tahun
1999, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor rmengalami sedikit
kenaikan, yaitu sekitar 1,61 %. ondisi ini disebabkan masih adanya
beberapa lapangan usaha rill masyaraks!, seperti usaha kecil menengah
dan pertanian yang cukup tangguh mengatasi situasi kfsis dengan

memanfaatkan sumber daya lokal.
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Selain  mengandalkan program jaring pengaman  sosial,
Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan juga program sirategis
lainnya dalam rangka penyelamatan dan pemulihan perekonomian
dengan memberikan bantuan mocal, pemberian keria sementara,
penciptaan lapangan kerja atau kesempatan kerjg bagi penganggur
akibat PHK atau akibat kekeringan melalui kegiatan pemanfaatan lahan
dan kegiatan usaha produktif lainnya. Pada tahun 2600, usaha-ursaha |
yang telah ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat mulai
menampékkan hasil, terlihat dar: mehingkatnya léjfj pertumbuhan
ekonomi menjadi 220 %. Perbaikan kondisi perekonomian makro
Kabupaten Bogor terus berlanjut hingga tahun 2001 “dan tahun 2002,
terfihat dari laju pertumbuhan ekonomi sekitar 3,61 % pada tahun 2001
dan mencapai 446 % pada tahun 2002. Sementara pada tahun 2003,
diperkirakan akan mengaiami peningkatan laju pertumbuhan  ekonomi
ningga mencapai sekitar 5 %.

Sejalan dengan terjacinya peningkatan laju pertumbuhan
ekonomi, mska pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bogor yang
dihitung berdasarkan data PDRB per kapita, juga mengalami kenaikan
dari jumlah sebesar Rp. 2,78 juta pada tahun 1998, kemudian naik
menjadi Rp. 3,53 juta pada tahun 2002 (menurut data PDRB berdasarkan
harga berlaku). Bersamaan dengan perkembangan tersebut, struktur
perekonomian Kabupaten - Bogor juga mengalami pergeseran yang
diindikasikan dengan prosentase atau kontribusi dari sektor sekuncer dan
sektor tersier yang lebih cdominan dibandingkan dengan kontriousi dari
sektor primer menurut nilai total PDRB Kabupatenn Bogor. Hal ini
menunjukkan bahwa perekonomian Kabupateﬁ Bogor tidak lagi
didominasi oleh sektor tradisional, melainkan mulai berge‘sel"”ke arah

sektor modern atau sektor tapangan useha perdagangan dan jasa.
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Pergerakan ekonomi Kabupaten Bogor dapat juga diperhatikan
dari nilai PDRB berdasarkan harga beriaku maupun bercasarkan harga
konstan.  Berdasarikarnn data dari Kantor Statistik Kabu;;aten Bogor,
diketahui bahwa PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku,
yaitu sebesar Rp. 9,2 triliun pada tahun 1998, kemudien nzik meniadi Rp.
12,7 triliun pada tahun 2002. Demikian juga dengan nilai PDRB
berdasarkan harga konstan, yaitu mengalami péningkaten dari Rp. 4,1
triliun pada tahun 1988, kemudian berubah menjadi Rp. 4,6 triliun pada
tahun 2002

2. Kondisi Pengangguran Terbuka dan TPAK.

Jumiah pengangguran terbuka dari tahun ke tahun mengalami
penurunan, yaitu semula berjumlah sebanyak 206.288 orang, kemudian
menurun menjadi 85430 orang pada tahun 2001 serta pada tahun 2002
diperkirakan menurun lagi dan berada dibawah jumiah 80.000 orang
penganggur terbuka. Pencépaian penurunan jumlah pengangguran
terbuka itu, menimbulkan dampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) yang semula pada tahun 1998 adalah 46,28 % dari total
angkatan keria, kemudian naik menjadi 53,85 % pada tahun 2002.

Z. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat
1. Kondisi Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Bogor hingga tahun
2002, yaitu: (1) jumlah SD/MI Negeri sebanyak 1.564 unit, Ml Swasta
sebanyak 524 unit dan 'SD Swasta sebanyak 37 unit, sehingga total
jumlah SD/M! sebanyak 2.123 unit; (2) jumlah SLTP Negeri sebanyak 65
unit, SLTP Swasta sebanyak 165 unit, MTs Swasta sebanyak 180 unit,
sehingga total jumiah SLTP/MTs sebanyak 420G unit; (3) jumlen SMU
Negeri sebanyak 20 unit, SMU Swasta sebanyak 72 uriit, SMK Negeri 2
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unit, SMKK Swasla sebanyak 7S urst dan MA Swasta sebanyak €5 unt,
sehingga total jumlah SMU/SMK/MA sebanyak 238 unit.

rondisi ruang keles dari tingkat SD/MI hingga SMU/SMK/MA
hingga tahun 2002, yaitu: (1) ruang kelas SD/M! dalam kondisi baik
adalah 34,84 %, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak sedang dan
rusak berat sekitar 65,16 % dari total jumlah ruang xelas; (2) ruang kelas
SLTP/NiTs dalam kondisi baik adalah 73,23 %, sedangkan sisanya dalam
kondisi rusak sedang dan rusak berat sekitar 26,77 %; (3) ruang kelas
SMU/SMK/MA dalam kondisi baik adalah 88,32 %, sedangkan sisanya
dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat sekitar 11,68 %.

Kondisi guru dengan kategori layak mengajar hingga tahun 2002,
yaitu : (1) guru iayak mengajar untux SD/M! sekitar 68,82 %, SLTP/MTs
sekitar 63,18 % dan SMU/SMK/MA sekitar 67,32 %, sedangkan sisanya
masih termasuk kategori guru semi layak mengajar dan guru tidak layak
mengajar dari total jumlah guru sebanyak 10.576 orang; (2) mulai tahun

~ anggaran 2003, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengangkat guru
baniu untuk SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA adalah sebanyak
1.479 guru. |

Kondisi mutu atau kualitas pendidikan bilamana dilihat dari nilai
Ujian Akhir Semester (UAS) pada tahun 2002 masih termasuk kategori
rendah, yaitu SD/M!I adalah 34,00 point, SLTP/MTs adalah 33,60 point
dan SMU/SMK/MA adalah 25,20 point. Demikian juga, bilamana ditinjau
dari indikator makrc pembangunan, yaitu angka melek huruf penduduk
Kabupaien Bogor hanya mencapai rata-rata 91,83 % dan belum
mencapai 100% atau bebas dari tiga buta, yaiiu bebas buta pengetahuan
dasar, buta bahasa Indonesia dan bebas buta aksara latin, sedangkan

menurut rata-rata lama sekolah yang telah diselesaikan, Kabupaten
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Bogor baru mencapai rata-rata 8,19 tahun atau belum tuntas wajar

dikdasnya hingga menc apal rata-rata € tahun.

2. Kondisi Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat berdasz-kan indikator makro
pembangunan, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) telah menunjukkan
peningkatan dari 65,50 tahun pada tahun 1998, nzik meniadi 66,87 tahun
pada tahun 2002. Demikian juga dengan Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu
mengalarmi penururian dari 420 per 100.000 K elahiran hidup pada tahun
1992, menurun menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun
1995 serta diperkirakan akan turun lagi menjadi 250-300 per 100.000
kelaniran hidup bilamana cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga
kesehatan di suatu daerah telah mencapai cekupan di atas 60 %.
Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) juga mengalami penurunan dari
61,71 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1998, menjadi 52,74 per 1000
kelahiran hidup pada tahun 2002.

Jumiah sarana pelayanan kesehatan di Kebupaten Bogor hingga
tanun 2002, yaitu : (1) Puskesmas 101 unit, 12 diantaranya Puskesmas
dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP), Puskesmas pembantu
(Pustu) 63 unit, Puskesmas keliling 29 unit, Ambulance 24 unit, Pondok
persalinan desa (Polindes) 73 unit, Posyandu 3.825 unit dan Rumah Sakit
Umnmum Pemerintah 4 unit, Ruman Sakit Swasta 4 unit; (2) Balai
Pengobatan 232 unit, Rumah bersalin 32 unit , pos obat desa 75 unit,
pondok bersalin 90 unit, gudang farmasi 2 unit, toko obat bérij in 62 unit,
apotik 79 unit dan Dokter umum praktek 359 lokasi. Dokter Gigi 79 lokasi
dan Dokter spesialis lainnya 52 lokasi praktek.

Jumlah tenaga kesehatan, terdiri dari : (1) Dokier- spesialis 46
orang, Dokter umum 173 orang dan Dokter gigi 56 orang; (2).' perawat 486

orang, bidan 509 orang dan apoteker 9 orang; (&) sarjana kesehzatan
g d P g oy J
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masyarakat 17 orang, paramedis non-perawatan 188 orang dan tenaga
non-medis 52 orang.

Upaya perurunan AKI berkaitan erat dengan kesadaran dari ibu
hamil untuk memeriksakan dirinya minitnal 4 kali selama kehamilan,
dimana cakupannya pada tahun 1998 adalah 74,10 %, kemudian
meningikat menjadi 86,10 % pada tshun 2002. Sementara itu, cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, yaitu sebesar 44,30 %
pada tahun 1998, kemudian meningkat menjadi 60,90 % pada tahun
2002. Sedangkan pelayanan neo-natal terhadap bayi umur 0-28 hari
telah mencapai sebes'ér 72,40 % pada tahun 1994, kemudian meningkat
menjadi 93,50 % pada tahun 2002. Jadi, peningkatan pemeriksaan ibu
hami! minimal 4 kali selama kehamilan dan cakupan pelayanan neo-natal
bagi bayi 0-28 hari diperkirakan sangat berpengaruh terhadap penurunan
AKl dan AKB di Kabupaten Bogor.

Selain itu, Perbaikan indikator dari derajat kesehatan di atas,
diperkirakan a'ipengaruhi juga oleh peningkatan pelayanan khusus bagi
Keluarga miskin, baik melalui pelayanan kesehatan dasar di puskesinas
maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit melalui program
kartu sehat. Sampai dengan tahun 2002, jumlah keluarga miskin yang
teleh dilayani melalui program kartu sehat adalah sebanyak 113.277 KK
atau 62,91 % dari sasaran sebanyax 180.086 KK.

Berkenaan dengan peningkatan status gizi pada ibu dan anak,
Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengupayakan inelalui pernberian
makanan tambahan bagi Balita dengan cakupan sebesar 14,25 % pada
tahun 1998, kemudian meningkat enjadi 2265 % dari kelompok
sasaran pada tahun 2002. Demikian pula dengan pemberiar vitamin A
pada bayi, hingga akhir tahun 2002 telah mencapai 100 %, sedangkan

pada anak balita mencapai 67,2% pada tahur 1999, meningkat menjadi
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86,14 pada tahun 2002 Peningkatan pemberian PMT dan Vitamin A
pada balita berpengaruh terhadap perbaikan .status qizi balita y%ng
ditunjukkan dengan status gizi baliia sebagai berikut . Kategori gizi buruk
sekitar 1,01%, gizi kurang 12,81 %, gizi lebih 1,80 % dan status gz.i baik
mencapai 84,38 %. Sementara peningkatan status gizi pada ibu
diupayakan melalui pemberian \iiamin A pada Bufes, dengan cakupan
mencapai 34,10% pada tahun 1889, meningkat menjadi 76,37% pada
tahun 2002, pemberian Fe pada Bumil mencapai 78,25% pada tahun
1999 meningkat menjadi 93,46% pada tahun 2002. Pemberian Vitamin A
pada Bufas dan Fe pada Bumil memberi dampak pada peningkatan
status gizi Bumil yaitu: Prevalensi Bumil Anemia ’tahuh 1987 sebesar
57,5% menurun menjadi 48,7 % pada tahun 2002.

Dalam rangka meningk atkan kesehatan lingkungan atau
perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten 3ogor
telah mengupayakan dengan meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi
dasar berupa air bersin dan jamban keluarga. Cékupan pelayanan air
bersih, baik di perkotaan maupun di perdesaan pada tahun 1998 baru
mencapai sekitar 36,54 %, kemudian meningkat menjadi 53,84 % pada
tahun 2002, sementara itu, untuk cakup;n jamban keluarga pada tahun
1998 edalah sebesar 37,80%, meningkat menjadi 37,84% pada tahun
2002. Pencapaian kinerja dari pelayanan kesehatan lingkungen atau
sanitasi dasar tersebut berpengaruh terhac'ap penurunan angka kejadian
diare, yaitu dari 1,06% pada tahun 1998, menurun menjadi 0,35% pada
tahun 2002.

Upaya berikut yang berkenaan dengan peningkatan derajat
kesehatan adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit menulzsr
dengan cara mencegah, menurunkan dan memberantasnya, bak yang

dapat dicegah melzalui imunisasi, penanganan pada penyakiinya sec &e
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langsung maupun penangana~ pada penyakit vang psEtoyet oz
bersumber dari binatang dan dilakukan melalui pengamatan, cemaniz.z-
serta pengendalian secara terus-menerus.

Cakupan imunicasi lengkap campak pada tahun 9SZ:i::
adalah sebesar 95,56%, kemudian meningkat menjadi sebesar ¢ 7 Y
pada tahun 2002. Demikian juga dengan cakupan pekan imiuT.szs
nasional pada tchun 2002 untui< putaran | adalah sebesar 1.C420%: zz-
putaran kedua mencapai 102,67 %.

Berkenaan dengan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sa«it
Cibinoing dan Rumah Sakit Ciawi, telah tercapai peningkatan pelayanzn
yang diindikasikan dengan adanya peningkatan kunjungan pasien rawat
inap, rawat jalan, kunjungan instalasi gawat darurat, pemerik sazsn
laboratorium atau instalasi penunjang medis dan operasi, sehirngga kedua
rumah sakit tersebut mendapatkan sertifikat akreditasi penuh untuk
penilaian standar pelayanan minima! bagi 5 (lima) pelayanan dasar caii

rumah sakit menurut ketentuan Departemen Kesehatan.

[&N]

Kondisi Kesejahteraan Sosial

Selama lima tahun terakhir ini, Pemerintan Kabupaten Bogor telzh
berupaya memberikar bantuan, santunan dan modai usaha kepada pzra
penyandang masalah késejahteraan sosial, baik di panti sosial maupun di
luar panti pada acara-acara tertentu. Kegiatan tersebut telah mamgpu
menanggulangi sebagian kebutuhan hidup para penyandang masz zh
kesejahteraan sosial dan membangkitkan motivasi mereka uniuk
berusaha mandiri serta berwiraswasta demi perbaikan kehidupan sosial
ekonomirya. Sementara itu, jumlah penduduk miskin mengaiemi
penurunan dari 735.200 jwa pada tahun 1998, kemudian merwuun
menjadi 451 3C0 jiwa pada tahun 2002.
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Dalam rangka pembangunan bidang keagamaan, maka upaya -
yang senartiasa dilekukan oiein Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu
meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama
yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan
ketagwaan umatnya diantaranya dengan menvelenggarakan MTQ
Tingkat Kabupaten Bogor yang diikuti oleh qori/qbriah dari 35 kecamatan
serta pembinaan aan seleksi qori/gorian yang akan dikirim sebagai
peserla ke MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional Seiain itu, pelayanan
kegiatan keagamazn yang selaiu diperhatikan oleh Pemerintah
Kabupaten Bogdr, yaitu pelayanan untuk mendukung kelancaran

~ pelaksanaan ibadain haji bagi jama’ai haji dari Kabupaten Bogor pada
sefiap musim haji.

" Kinerja lainnya pada aspek keagamaan ini adalah upaya untuk
meningkatkan kualitas sarana agama dan sarana peribadatan melalui
pemAberian bantuan stimulan pembangunan/rehabilitasi sarana agama,
antara fain untuk mesjid, pondok pesantren, musinolla/langgar, majelis
ta’lirj], madrasah, yayasan pendidikan Islam, serta taman pencdidikan Al
Qurfan—, sehingga pada tahun 2002, jumlah mesjid adalah sebanyak 2.803
unitﬁ'}fgian mushclla/langgar sebanyék 6.183 unit. Sementara ity, jumilah
sarané peribadatan lainnya yaitu gereja sebanyak 29 unit dan viharalpura
sebanyak 15 unit pada tahun 2002.

\ Kkuran pencgpaian taraf kesejahteraan rakyat secara makro
dinilai. berdasarkan angka indeks pembangunan manusia yang dicapai
oleh - Pemerintah Kabupaten Bogor. Pada tahun 1998, indeks
pemv_‘b_angunan manusia di Kabupaten Bogor telah mencapai angka
sebdsar 65,86, kemudian meningkat meniadi 66,62 pada tahuri 2002.
Pencapaian angka IPM tersebut menurut kategori dari UNDP termasuk

. dalam kiasitikssi tingkat kesejahteraan menengah atas. -
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F. Potensi Daerah
1. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumb er dayea manusia merupakan salzh satu fakltor dominar
dalam pelaksanaan pembangunan, bailz sebagai subyek pembangunar.
maupun sebagal obyek pembangunan. Bercasarkan hasil Sensus
Penduduk tahun 2000 bahwa penduduk Kabuoaten Bogor berjumlah
sebanyak 3.508.826 jwa. Jumlah tersebut mengalami pen;urdnan yang
drastis menjadi 3.352.490, karena adanya pembentukan Kota Depok
pada tahun 2001, dimana penduduk yang bermukim di wilayah Kotz
Depok secara administratif langsung tercatat sebagai penduduk Kotz
’Depok. Oleh karena itu, laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2001
adalah menurun 1,32 % (-1,32), kemudian mulai meningiat kembali
menjadi sebanyak 3.599.462 jiwa pada tahun 2002. Kenaikan jumlah
penduduk pada tahun 2002 itu, bilamana dibandingkan dengan tahur
2001 berarti telah terjadi laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 %.

Berdasarkan pembagian kelompok umur nenduduk dan jenis
kelamin, maka jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang 'berjumlah
sebanyak 3.599.462 jiwa pada tahun 2002, yaitu terdiri dari kategori umur
muda (kelompok umur 0 — 14 tahun) adalah sebanyak 1.171.070 jiwa,
kategori umur produktif (kelompok umur 15 — 64 tahun) berjumiah
2.321.013 jiwa dan kategori umur tua (kelompok umur 64 tahun ke atas)
adalah berjumiah 107.379 jiwa. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin,
maka jumlah penduduk Kabupaten Bogor terdiri dari laki-laki sebanyak
1.878.601 jiwa dan perempuzan sebanyak 1.720.861 jiwg, yang berarti
rasio jenis kelaminnya lebih banyak jumiah laki-laki dibandingkan jumlah

perempuan.
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2. Potensi Pertanian

Pctensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bogor cuiéup

beragam, baik dilinat dari jenis tanaman, tingkai produksi maupun tingkat

produktivitasnya dengan rinciannya pada tahun 2002 sebagai berikut :

1).

2).

3).

Tanamaii padi sawah dangan tingkat produksi mencapai 462.540 ton
per tahun dan tingkat produktivitas telah mencapai 52,74 kwintal/Ha;
Tanaman padi gogo dengan tingi<at produksi mencapai 13.633 ton per-
tahun dan tingkat produktivitas telah mencapai 2€,17 kwintal/Hg;
Tingkat produktivitas tanaman palawija, diantaranya tanaman jagung
mencapai 30,63 kwintal/Ha; kedelai 11,75 kwintal/Ha; kacang tanah
11,83 kwintal/Ha; ubi kayu 173,00 kwintal/Ha; ubi jalar 163,00
kwintal/Ha; dan kacang hijau 9.11 kwintal/Hg;

. tingkat produktivitas sayuran yang terdiri dan kacang panjang

346.843 ton/tahun; mentimun 203.882 tcn/tahun; bawang putih
110.230 ton/tahun; kangkung 178.394 ton/tahun; bayam 95.231
ton/tahun; tomat 57.144 tonftahun: sawi 44.093 tonftahun dan

~ tanaman sayuran lainnya;

2

. Jumlah tanaman buah-buahan yang menghasiikan terdiri dari alpukat,

belimbing, duku, durian, jambu biji, jambu air, jeruk, mangga,
manggis, nangka,Vnenas, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo,
sirsak, sukun dan melinjo dengan jumiah pohon sebarnyak 2.649.5S6

pohon dengan produksi 1.638.506 ton setiap tahun;

. Pemenuhan kebutuhan sumber Kkarbohidrat dari berbagai jenis

tanaman padi, palawija, sayuran dan buah-buzhan berdasarkan
tingkat produksinya maka akumulasi hasil tersebut diperhitungkan
mampu mencukupi kebutuhan karbohidrat sebanyak 76,03 % sampai
dengan 93,28%.
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3. Potensi Perikanan dan Peternakan
Seoerti halnya tanaman pangan, maka poctensi periikanan dan
peternekzt di Kabupaten Bogor cucup beragam, baik ditinjau  dari
populasi zrnak dan ikannya maupun tingkat produksi yang dihasilkannya,
yaitu:

1). Popuizsi ternak sapi potong adalah 11426 ekor, sapi perah 5.095
ekor, xerbau 20.965 ekor, kambing 105.888 ekor, domba 216.127
ekor, ¢k 121.100 ekor, ayam buras 1.543.333 ekor dan ayam ras
10.713.585 ekor; ‘

2). Perkembangan produksi daging yang berasal dari sapi potong,
kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam buras dan itk, yaitu dari
19.532.974 kg pada tahun 1998, naik menjadi 39.118.001 ‘kg pada
tahun 2002;

3). Perkembangan poduksi telur dari ayam ras, buras dan itk, yaitu dari
20.751.912 kg pada tahun 1998 menjaci 34.657.412 kg pada tahun
2002; ;

4). Perkembangan produksi susu, yaitu sebanyak 7.392.338 liter pada
tahun 1998, kemudian naik menjadi 10.785.707 liter pada tahun 2002,

5). Tingkat produksi ikan pada kolam air tenang 3.760,36 ton; kolam air
deras 1.653,52 ton; karamba 61,42 ton; jaring apung 118,39 ton;
perairan umum 268,10 ton, perikanan sawah 853,91 ton; ikan nias
56.382.000 ekor dan pembenihan ikan 630.819.600 ekor;

6). Perkembangan konsumsi protein hewani asal ternak pada tahun
1998 sebesar 3,03 gr/kap/hari, pada tahun 2002 nak menjadi
3,87 grikap/hari.

7). Perkembangan konsumsi ikan penduduk Kabupaten Bogor selama
tahun 1988 -~ 2002, yaitu dari 13,75 kg/kapita/tahun menjadi 15,29
kg’/kapita/ tahun pada tahun 2002
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4. Potensi Pertambangan dan Energi \
Potensi pertambangzn dan energi di Kabupaten Bogor C}JKL;p
beragam, baik ditinjau dari jenis bahan galian maupun produksi yang
dihasilkannyea, yauu:

1). Behan g=iian golongan C beradasarkan ijin pertambargan yjyang
Cikeluarken, terdiri dari batu kapur, tangh liat, andesii, pasir, kerikil,
{cldspar, tras dan tanzh urug dengan totai produksi pada tahun 1998
berjumlah *3.687.159 ton, kemudian raik lagi menjadi 18.467.607 ton
pada tahun 2002,

2). Produksi bahan galian golongan B, terdiri dari emas setanyak 1.568
kg pada tehun 1998, kemudian naik menjadi 3.813 kg pada tehun
2002, sedangkan produksi perak sebanyak 12.391 kg, kemudian naik
menjadi 25.397 kg, yang dihasilkan oleh PT Aneka Tambang, Tk,
unit pertambangan Pongkor Kecamatan Nanggung;

3). Tingkat pengambilan air bawah tanah, baik oleh industri, niaga besar,

~ niaga kecll, pertanian maupun PDAM adalah sebanyak 22.279.284 m’
pada tahun 1998, kemudian meningkat menjadi 25.149.445 m® pada
tahun 2002.

Potensi Kehutanan dan Perkebunan

¢

Potensi kehutanzn dan perkebunan di Kabupaten Bcgor cukup
beragam baik dilihat dari jenis tanaman, produksi dan produk :ivitas

dengan rincian pada tahun 2002 sebagai berikut :

1). Produksi tanaman cengkeh, pala, kopi, karet dan kelapa pada tehun
1998 adalah sebanyak 6.888,64 ton, kemudian naik menjadi 8.243,61
ton pada tzhun 2002,
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2).

Produksi tanaman obat-obatan, terdiri dari jahe, kapulaga, kencur,
flengkuas dan kunyit adalah sebanyak 1.712,42 ton pada tahun 192,

kemudian naik menjadi 1.948,7 ton pada tahun 1999;

. Produksi kayu rakyat terdiri dari kayu bakar dan kayu rimba

mengalami perkembangan dari 126350 m’ pada tahun 1998,
kemudian naik menjadi 133.000 m® pada tahun 2002;

. Potensi kehutanan dan perkebunan lainnya, yaitu adanya sistem

pengeloiaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di 22 kecamatan
dengan luas areal yang ditangani adalah seluas 5.186,05 Ha oleh 30

kelomgok tani hutan.,

6. Potensi Perindustrian dan Perdagangan

Potensi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bogor,

diantaranya :

1.

Industri kecil non formal sebanyzk : 705 unit usaha meliputi jenis,
industri dodol, keripik singkong/pisang, nata de coco, nata de soya,
emping melinjo, kerupuk, manisan palg, sari buzh, manisan buah;

2). Jenis industri kimia dan bahan bangunan non formal meliputi industri
genteng, batako dan bata merah sebanyak 856 unit usaha;

3). Jenis industri logam non formal sebanyak 693 unit usaha pandai
besi, alat rumah tangga dari logam dan komponen kendaraan
bermotor;

4). Jenis industri kerajinan, meliputi anyaman bambu, kerajinan kayu
dan meubel kayu sebanyak 913 unit usahag;

5). Jenis industri kecil sandang dan kulit meliputi konveksi, tas, sepatu,
sandal dan jaket sebanyak 1.236 unit usaha;

6). Jumlah industri xecil Kabupaten Bogor sebanyak 1.035 unit usaha
terdiri dari industri kecil logam, mesin dan elektron’'k 196 unit usaha,
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9).

10).

11).

12).

13},

14).
- meningkat menjadi 1.029 buah pada tehun 2002;
15).

R encana Strategis (‘Renstra )Daeral

industri kecil kimia agro hasil hutan 389 unit usaha dan indus tr
aneka 454 unit usahsz;

Sedangkan industri menengah besar Gi Kabupaten Boger sebanyak
386 perusahaan terdiri dart industri menengah besar logam, mesin
dan elekironika 121 perusahaan, incustri menengan besar kimia
agro hasil hutan 200 perusahaan dzn industri menengah besar
anexa 65 perusahaan

Jumlah PMA mengalami perkembangan dari 49 buah pads tahun
1998 kemudian naik menjadi 61 buah paaa tahun 2002;

Jumlah PMDN mengalami perkembangan dari-54 buah pada tahun
1998, kemudian naik menjadi 119 buah pada tahun 2002;

Realisasi ekspor pada tahun 2002 dengan nilai ekspor sebesar
US $ 150,312,155.90; :

Jumian pererbitan Tanda Daftar Perusahaan padé tehun 1998
sebanyak 443 buan dan mengalami peningkatan sebenyak 1.757

.buah pada tehun 2002,

Jumiah sarana perdagangan di Kabupaten Bogor terdapat 23 unit
pasar tradisionial, 105 grosir/agen, 65 penyalur/suplier,'3.877 warung
pengecer, 89 gudang, 1 pasér modern dan 43 oepartemen
store/swalayan;

Jumlah alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya)
yang telah ditera ulang pada tahun'2002 sebanyak 15.511 unit;
Jumlah penerbitan SIUP pada tahun 1998 sebanyak 734 buah

Potensi pasar Kabupaten Bogor sedanyek 23 unit pzsar yang

terbagi atas tiga kelas pasar, yaitu 8 unit pasar ke!as I, 10 unit pasar

kelas Il dan 5 unit pasar kelas llil. Dani 23 pasar tersebut terdapat
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7.967 kios, 4€04 los, 1.413 toko/kios radius 300 meter, 3.470
pedacang K-5 dan 31 unit MCK;
18). Potensi sarana kebersihan pasar terdapat 14 unit Dam Trux dan 2

unit kontainer.

7. Poiensi Kcperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Potensi kcperasi dan usaha kecil dan menengsh d Kabupaten

Bogor, yaitu : .

1). Jumlah koperasi mengalami peningkatan dari 987 unit pada tahun

1998, kemudian naik menjadi 1.355 unit pada tahun 2002:

2). Jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatari dari £6.430
orang pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 137.033 orang pada
tahun 2002; ,

3). Jumlah tenaga kerja yang bekerja di koperasi adalah berjumiah
sebanyak 4.086 orang pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 5.051
orang pada tahun 2002; _ |

4). Jumlah koperasi yang mencapai kelas A, yaitu sebanyak 125 buah
pada tahun 2000, kemudian naik menjadi 132 buah pada tahun 2002;

5). Jumiah koperasi yang mencapai kelas B, yaitu sebanyak 287 buah
pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 294 buah pada tahun 2002;

6). Jumlah koperasi yang mencapai kelas C, yaitu sebanyak 452 buah
pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 467 buah pada tahun 2002,

7). Jumlah UKM yang dibina oleh BUMN, yaitu sehanyak 294 UKM pada
tahun 1998, kemudian naik menjadi 475 UKM pada tahun 2002.

8. Potensi Kepariwisataan
Potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bogor, meliputi

potensi obyek wisata dan potensi usaha pariwisata sehagai berikut :
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2).

4).

10).

11).

12).

13).
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. Potensi obyek wisata yang berada di kawasan pariwisata Puncak,

diantaranya perkebunan teh Gunung Mas, Riung Gunung, Talagé
Warna, dan Taman Safari Indonesia yang te.'ieték'di Kecamatan
Cisarua;

Potensi obyek wisata yang berada di Kecamatan Megamendung,
dianteranya Teman Rekreasi Air Terjun Curug Cilember dan

M.z :gamendung Permai,

. Pntensi obyek wisata yang berada di Kecamatan Cijeruk, diantaranya

adalah Taman Rekreasi Lido;

Potensi obyek wisata di Kecamatan Pamijahan, diantaranya adalah
Air Terjun atau Curug Cigamea, Curug Ngumnet, Curug Seribu,
Kawah Ratu dan Air Panas GSE;

. Potensi obyek wisata di Kecamatan Cigudeg, yaitu Gua Gudawang;
. Potensi obyek wisata di Kecamatan Ciomas/Tamansari, yeitu Curug

Nangke;

. Potensi obyek wisata di Kecamatan Cibungbulang, yaitu Batu Tulis

Ciaruteun;

. Potensi obyek wisata di Kecamatan Dramaga / Ciampea, yaitu Curug

Luhur dan Petkampu ngan Wisata Altam,

. Potensi cbyek wisata di Kecamatan Parung/Ciseeng, diantaranya

Padang Buah Inagro; Air Panas Ciseeng dan Silu Lebak Wang;,
Potensi obyek wisata di Kecamatan Babakan Madang, yailu Sumber
Air Panas Gunung Pancar dan Rekreasti Panorama Gunung;

Potensi obyek wisata di Kecamatan Gunung Putri, yaitu Taman
Rekreasi Gunung Putri dan Kota Wisate; ‘
Potensi obyek wisata di Kecamatan Cileungsi, yaitu Taman Buah
Mekarsari;

Potensi obyak wisata di Kecarnaian Cariy, yaitu Penangkaran Rusa.
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G. Anaiisis Lingkungan Strategis
1. Analisis Lingkungan Internal

Anz sis lingkungzn internal meliputi kekuatan dan kelemahan dari
suatu aga r.sasi. Kekuzian adalah sesuatu yang paling baik diiakukan
oleh organisasi atau sustu karakteristik yang memberikan kemampuan
yang sangat besar kepzda organisasi, diantaranya berupa keterampilan
dan kompetensi aparat. sumber daya organisasi yang sangat bernilai
atau kemampuan kompetitif atau keunggulan komparatif maupun hesil
kerja dari organisasi yzng menempatkan pada posisi yang superior,
‘misalnya mutu pelayanan atau produk yang lebih baik, adanya
pengakuan dari pelanggan atau publik, sedangkan kelemahan adzleh
sesuatu yang membuat suatu organisasi sangat lemah, miskin,
berpenampilan atau kinerja yang buruk, atau pun suatu kondisi yang
menempatkan suatu organisasi pada posisi ketidak beruntungan dan
tidak kompetitif. Rincian dari masing-masing kekuatan dan kelemahan

organisasi adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strenghts), yaitu:
1). Letak geografis Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan pasar
potensial atau Ibukota Negara Jakaita;
2). Potensi dan keanekaragaman obyek wisata, sumber daya zlam,
industri, peitanian dan pariwisata {intanpari) yang cukup beragam;
3). Ketersediaan infrastruktur jaian tol dan prasarana untuk akses ke
wilayah lainnya atau kemudahan ke wilayah lainnya;

. Ketersediaan anggaran dzaerah yang relatif memadai,

LG
R

. Komitmen dari seluruh stakeholders untuk menegakkan supremasi
hukum, otonomi daerzh, reformasi dan demokratiszasi;
6). Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban mesyarakat yang

kondusif di seluruh wilayah;
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7). Kesemarakan kehidupan keagamaan yang berlangsung dengan
baik;

8). Sumber daya aparatur dan kelembagaan dari Pemerintah
Kabupaten Bogor yang sejalan dengan semangat otonomi daerah

atau reformasi pelayanan publik.

b. Kelemahan (Weaknesses), yaity;

1). Belum tuﬁtasnya pemberantasan KKN;

2). Beium sinerginya antara Rencana Tata Ruang Wilayah, Kota dan
Kawasan dengan rencana pengisiannya dari berbagai bidang
pemerintahan;

3). Adanya ketimpangan perkembangan wilayah di Kabupaten Bogor,
diantaranya Bogor Barat, Begor Tengah dan Bogor Timur;

4). Profesionalisme aparat dan kualitas -pelayanan aparat kepada
publik belum memenuhi ke puasan puldlix;

5). Masih lemahnya jaringan usaha dengan perilaku ekonomi lainnya;

*  6). Belum optimalnya pendayagunaan seluruh potensi daerah dan

segenap potensi peranserta masyarakat untuk memajukan daerah.

2. Analisis Lingkungan Eksternal.

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari dua faktor strategis yaitu
Qeluang (opportunitiesy dan ancaman atau tantangan (threats). Peluang
é;dalah situasi dan faktor-faiktor eksternal dari Pemerintah Kabupaten
Bgogor yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sedangkan ancaman atau
tantangan adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi
tidak dapat mencapai tujuan dan sasérannya. Berkenaan dengan faktor
iE rtentu, ada beberapa bidang/sektor yang bisa menéiptakan peluang

'a'tau sepaliknya merupakan ancaman, misalnya perkembangan teknologi,
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perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan atau situasi
keuangan dan moneter, yang kesemuanva dapat saja memberikan
kemanfaatan atau pun kerugian bagi organisasi. Selain itu, peluang dan
ancaman atau tantangan senantiasa hadir pada setiap saat dan seringkali
me‘.a‘mpaui sumber daya organisasi yang tersedia, artinya bahwa
kekuatan organisasi selalu berada pada posisi lebih lemah dalam
menanggulangi ancaman atau tantangan, bahkan dalam mengejar dan
memanfaatkan peluang sekalipun. Rincian dari masing-masing peluang

dan ancaman ateu tantangan adalch sebagai berikut:

a. Peluang (Oppurtunities), yaiiu:
1).-Minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bogor
cukup tinggi,
2). Citra dari pihak luar terhadap Kabupaten Bogor cukup baik; -
3);. Adanya pengaruh tatanan perekonomian pasar bebas atau
. globalisasi ekonomi yang merambah ke setiap daerah;
4) Kdanya ketergantungan DKI Jakarta terhadap Kabupaten Bogor
- sebagai daerah penyangga atau penerima limpahan
- pembangunan dari DKI Jakarta;
5).'Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mengoptimalkan
- pelaksanaan agenda reformasi dan otonomi daeraih;

6). - Tingginya peranserta masyarakat untuk memajukan daerahnya.

b. Ancaman | Tantangan (T hreats)
1). Ketidakstabilan kondisi perekonomian nasional dan regional,
2) Adanya fenomena atau euforia reformasi dan demokratisasi;
3).:Masuknya budaya luar vang negatif yang dapat merusak tatatan

.~ budaya daerah yang sudah ada
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H. Asumsi dan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Asumsi dan faktor-faktor kunci keberhiasilan adalah sebagag berikut
Stabilitas politik aan keamanan;
Tegaknya supremas! hukum;

Terpeliharanya nilai meral, agama dan etike,

AW N~

Pulihnya keperc ayaan terhadap pemerintah daerah dan mantapnya peran

DPRD sebagsi badsn Legislatif Daerah;

[

Relatif tingginya kualitas sumber daya manusia dan semakin cerdasnya

macyarakat, ‘ | '

6. Penguasaan ilmu dan teknologi sesusi dengan tingkat kemajuan
masyarakat;

7. Penguatan jaringan informasi dan harmonisasi hubungan antar warga
Kabupaten Bogor; '

8. Pemanfaatan sumber daya alam rasional dan oeikelanjutan;

9. Ketersediaan infrastruktur perekonomian, sosial dan budaya dan
infrastruktur wilayah;

10. Pemerataan akses terhadap sumber days ekonomi;

1.Meningkatnya peran dunia usaha dan partisipasi masyarakat;

12. Meningkatnya pangsa pasar produk-produk Kabupaten Bogor;

13.Keterpaduan perencanaan nasional, propinsi, kabupaten dan Kots,

terutama untuk wilayah Jabodebek (DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor,

Kota Depok dan Kabupaten/Kots Bekasi).
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BAB i
VISI, MISI DAN NiLAI-NILAI ORGANISAS!

A. VISI

Menurut Inpres Nomer 7 tahun 1999 teritang Axurnitabiiitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) dinyatakan bahwa visi adalah cara pandang
jauh ke depan kemana instansi pemerintan harus dibawa, agar dapat
eksis, antisipatif dan inovatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa visi adalah
suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
dinginkan oleh instansi pemerintah atau suatu 'organisasi pemerintah.
Pada tataran pemerintah daerah, berarti pernyataan visi menunjukkan
arah pembangunan daerah yang ingin dituju dalam jangka waktu tertentu
sekaligus menggambarkan kondisi yang diharapkan akan dicapai dan
telah menjadi komitmen semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)
dalam pembangunan daerah. Jadi, visi yang dimaksud dalam Renstra ini
adalah cara pandang, cita-cita dan gambaran menantang tentang masa
depan yahg menunjukkan arah yang ingin diraih, dicapai atau dituju dalam
jangka waktu tertentu oclenh semua pihak yang berkepentingan
(Stakeholders) dalam rangka pembangunan daerah.

Aiur penyusunan visi Pemerintah Kabupaten Bogor berikut ini
adalah bertititik-tolak, terinspirasi den berorientasi pada pernyataan visi
daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalem  Progrem
Pembangunan Daeran (Propeda) tahun 2002-2006, yang berbunyi
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor. yang Maju, Mandiri,
Sejahtera Berlandaskan Iman dan T.agwa’.

Dengan berlandaskan pada visi daerah can dipadukan cengan
hasil perenungan dan pemikiran yang dalam mengenai arah yang akan
dicapai pada lima tahun yang akan datang, permasalahan yang belum

terselesaikan, kemudian memperhatikan perkembangan  tuntutan,
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kebuiuhan serta aspirast masyarakat serta rencanz cencapaian kinergg,
maka setelah dida!ami, ditelagh dan dikaji secara s=ksama dan dengan
ikhtiar yang panjeng, akhirnya terwuwudiah rumuszn visi Pemerintah
Kabupaten Bogor yang merupakan perpaduan dari visi Kepala Daerah
dengan Perangkat Daerahnya untuk Tahun 2003-2008, vyaitu
“Tercapainya Pelayanan Prima demi Terwtjudnya HMasyarakat
Kabupaten Bogor yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berfandaskan Iman
dan Tagwa’.

Kata kunci yang berkenaan dengan pernyataan visi di atas,
adalah : Kata Tercapainya Pelayanan Prima, yaitu wujud konkrit dari
upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan terbaik (exce;f(enf service),
bermutu dan berkualitas untuk semua jenis petéyanan dari Femerintzh
Kabupaten Bogor (Bupati beserta Perangkat Daerahnya) Kepada
masyarakat, seningga pelayanannya menjadi lebih baik (befter), lebih
cepat (faster;, lebih murah (cheaper) dan memenuhi tuntutan, kebutuhan
serta kepuasan publik (public satisfaction) sebagaimana standar
pelayanan yang ‘telah dibakukan menurut Ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. ‘

Sementara itu, kata kunci lainnya yang berkenaan dengan Visi
Deerah Keabupaten Booor, yeaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Bogor yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa
adaleh mengikuti batzsan pengertian yang telah ditetapkan dalam

Propeda, yaitu :

1. Kata Masyarakat Ke-upaten Bogor, adalah sejumiah manusia dalam
arti seluas-luasnya czn terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka

anggap sama daiam batas administratif Kabupaten Bogor,
2. Kata Maju, berarti masyarakat ielah mencapai atau berada pada
tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke

arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik;
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3. Kata Mand:ri, bererti masyaiakat telah mencapai keadaan caps:! berdini
sendiri atau tidak bergantung pada orang lain yang < ncixasikan
dengan kemampuan mendayagunakan dan mengoplime <an segala
potensi daerah dan segenap potensi masyarakat ses.al dengan

sumber daya yang dimiliki oleh daerah sendiri;

4. Kata Sejahtera, berarti masyarakat telah berada dziam Kkondisi
‘makmur, aman dan sentosa ataupun masyarakat telah berada dalam
kondisi selamat serta terlepas dari segala gangguan, kesukaran dan
sebagainya menurut ukuran tertentu yang disepakati cieh seluruh

pihak yang berkepentingan (stakeholders),

5.Kata Iman, berarti kepercayaan yang berkenaan dengan agama atau
keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, Kitab Sud dan lain
sebagainya yang menunjukkan ketetapan nati, keteguhan batin dan

keseimbangan batin;

6. Kata Tagwa, berarti terpeliharanya sifat diri untuk tetap taat
melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya
atau keinsyafan yang dikuti dengan kepatuhan dan ketzatan dalam
melaksanakan perintah Aliah dan menjauhi larangarinya maupun yang

berkenaan dengan kesolehan hidup.

Dengan Tercapainya Peiayanan‘Prima, rmaka pada &inir cealisasi
visi atau akhir tahun 2008 diharapkan akan terwujud kondisi masyarakat

Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Pulihnya kembali kepercayaan masyarakat atas penyelenggarazn
pemerintahan Kabupaten Bogor;

2. Terpenuhinya seiuruh tuntutan, kebutuhan dan kepuasar masyarakat
akan jasa publik yang lebih baik (better), lebih éepat (faster) dan lebih
murah (cheaper) yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
Bogor;
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Tercapainva perbaik an kondis! perekoncmic .1 masyarakat dan taraf

w

keseiahteraan masyarakat ssta pembancuian yang berwawvasan
lingk ungan;

4.  Terhindarnya atau tidak ekan terjadi lag: prai<tek KKN dan tuntasnya
penegakan supremasi hukum atau kepzsiian hukum atas berbagai
kasus penyalahgunaan wewenang olen aparai, seiingga tenvujud

pemerintah yang bersih, jujur dan berwibav./a (clean government),

o

Terbentuknya aparat yang memiliki kualiikasi. kompetensi atau

aparat yang profesional sesuai dengan iunictan tugas pokok dan

fungsinya serta pelayanan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh
masyarakat Kabupaten Bogor; '

6. Tingginya dukungan can peransenta masyarakat serta dunia
usaha/swasta sebagai pelaku utama pembangunan 'di Kabupaten
Bcgor, sementara Pemerintah Daerah telah menempatkan perannya
sebagai fasilitator, katalisator dan dinamisator serta regulator
pembangunan di Kabupate'n Bogor;

7.  Akhirnya, secara kumulatif diharepkan terwujudnya @ taraf

kesejahteraan yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Bogor menurut

ukuran tententu disertai dengan kemampuan mendayagunakan dah
mengoptimalkan segala potensi daerah dan segenap potensi
masyarakat secara berkelanjuian sesuai dengan sumber daya yang
dimiliki oleh daerah dengan tetap berlandaskan | léeyakinan,

kepercayaan, ketaatan dan kepatuhan kepade Allah SWT.

B. MISI
Visi di atas kemudian dijabarkan sec ara konkrit kedalam misi, yaitu
sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instnasi pemerintah, agar tujuan
dan sasaran organisasi aapat terlzi<sana dan berhasill dengan baik. Oleh
Karena iy, misi menunjukken  pula suvatu  pernyataan  yang

mengungkapkan kewajban yang senantiasa diemban oleh Pemerintah
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Kabupaten Boacr (Bupali Bogor teserta Perangkat Daerahnya) selama

-

Tahun 2063-20C5  Pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Begor, yaitu:

1. Melakuk 2n Reformasi Peiayanan Publik menuju Tata Pemerintahan

yang Baik (good governarice)

Makna Reformasi yang dimaksud disini adalah periubahan mendasar

atau perombakan atas peiayanan publik yang berpengaruni terhadap

tata pemerintahan yang baik (good governance) maupun aspek
kehidupan masyarakat dan swasta /- dunia usaha yang berkenaan
dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sementara itu,
makna dari “Governance” adalah proses penyelenggaraan xekuasaan
pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyediaan jasa dan
barang publik (public goods and services), sedangkan praktek
terbaiknya disebut dengan “good governance” atau tata pemerintahan

yang baik.

- Meningkatkan Profesionalisme Aparatur daiam Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidixkan dan Kesehatan;
Menumbuhkembangkan Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata
secara Optimal dan Lestari; | |

Meningkatkan Kualitas dan Menata Sarana, Prasarana dan
Infrastruktur Wilayah;

Memajukan  kehidupan  Keagamaan  dan  Kendisi Scsial

Kemasyarakatan.

C. Nilai — nilai Organisasi

1.

Berlandaskan Hukum (Rule of Law) atau Kepastian Hukum atas

seluruh jenis pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor;

2. Mengutamakan Kepentingan Publik (Putting People First) dan
berfokus kepada Kepuasan Publik (Custumer. Satisf.action),
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2 Prinsipnya adalah melayani rakyat dan bukan dilayani oleh raiyat;

4. Memberikan layanan dengan sepenuh hati dan dengan niat beribadah
kepada Allah SWT;

Memiiiki etos kerja; hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari

@2}

esok harus lebih baik dari hari ini.
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BAB IV
TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi yang telah dikemukakan di atas, agar dapat dinilai
-dan diukur tingkat bencapaiannya selama Tahun 2003-2008 yang akan
détang, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu kedalam rumusan tujuan
dan sasaran. Yang dimaksud dengan tujuan adalah penjabaran atau
impiementasi dari pernyataan misi. Dengan kata lain bahwa tujuan
adalah pernyataan kebutuhan, keinginan atau sesuatu keadaan (apa)
yang akan dicapai atau pun sesuatu yang akan dihasitkan pada jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) :2hun yang akan datang, bersifat
ideaiistik dan umum serta mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan
yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan yang
akan menjedi aran perjalanan Pemerintahan Kabupaten Bogor selama
Tahun 2003-2008. Sementara itu, sasaran adalah penjabaran déri tujuan,
yaitu sesuatu yang aken dicapai atau dihasilkan secara spesifik atau
harus fokus selama jangka waktu tahunan dan rumusannya diusahakan
agaiam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Rumusan sasaran atau
beberapa sasaran dari setiap tujuan harus saling terkait satu dengan
lainnya. Oleh karena itu, agar rumusan sasaran dapat dicapai secara
efektif harus memenuhi kriteria yang dising'kyét dengan isiti'léh "SMART,
yaitu (1) harus fokus atau bersifat spesifik (Spesiiic), (2) dapat
diukur/dinilai (Measureable), (3) menantang tetapi dapat dicapai
(Attenable or Achieveable), (4) berorientasi pada hasil (Result or
Relevant), (5) namun dapat dicapai dalam rentang/batas waktu tertentu

(Time related).
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Dengan demikian, rumusan tujuan dan sasaran vang berkenaan
dengan masing-masing pernyataan misi di atas, yaitu :
1. Misi Pertama, yaitu : ”"Melakukan Reformasi Pelayanan Publik
menuju Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”.

a. Tujuan pertama adalah melakukan reformasi kelembagaan
{nstituforiai rerorm) dan  perombakan  kullur atau  bucaya
pelayanan dari Dbirokrasi Pemeriniah  Kabupaten Bogor.

| Sasarannya, yaitu ; (1) Terbentuknya organisasi perangkat daerah
yang ramping struktur tetapi kaya fungsi, namun efisien dan efektif
dalam pelaksanaannya serta mampu memenuhi tuntutan dan
kebutuhan pelayanan kepada masyarakat; (2) Tersedianya
peiangkat hukum mengenai standar pelayanan minimum bagi
setiap organisasi perangkat daerah beserta perbaikar: tata laksana
dan oprosedur tetap untuk aplikasinya dalam pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat; (3) Tercapainya kedekatan
pelayanan kepada masyarakat ke tingkat kecematan sesuai
dengan batasan kewenangan yang diiimpahkan oleh Bu pati Bogor;

b. Tujuan kedua adalah melakukan reformasi yang berkenaan
'denga,n instrumen manajemen penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Bogor, mencakup reformasi perencanzan (planning
reform), keuangan dan anggaran (financial end budgeting rerorm),
pelakSanaan, pengawasan dan pemerikszan (zctueating, control
and audit reform), dan reformasi pertanggungiawaban kinerja
pemerintah daerah (accountability reform). Sasaranrya, yaitu ; (1)
Terwujudnya perencan@an daeran yang periisipatf dan
mengutamakan pendekatan dari bawah (bottom-up epproach), (2)
Terlaksananya anggaran berbasis kinerja; (3) Tercapainya
pengawasan dan tindak lanjutriya beserta penvelesaian kasus-

kasus KKN di lingkungan Pemerintah Kabupzsten Bogor;
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d.

{4) Terlaksananya pengendalian dan tertib administrasi
pelzksanaan pem bangunan di Kabupaten Bogor; (5) Tercapainya
peningkatan mobilisasi sumber-sumber keuangan daerah dan
sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya untuk
peningkatan PAD maupun APBD setiap tahun anggaran, (6)
Terpenuhinya akuntabilitas kinerja dari setiap organisasi
perangkat daerah; (7) Tersedianya produk hukum daerah / perda
untuk  kelancaran pglaksanaan kewenangan daerah; (8)
Terlaiksananya ffasilitas!i uniuk perbaikan kinerja pemerintah‘an '
desa dan lemmbaga-lembaga desa lainnya; (9) Terlaksananya
penyeparluasan informasi pembangunan dan kegiatan kehumasan
lainnya,

Tujuan ketiga adalah memberdayakan sistem dan mekanisme
kontrol masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Bogor. Sasarannya, yaitu: {1) Tenwujudnya perangkat
hukum, mekanisme dan prosedur yang menjamin kemudahan dan
akses bagi masyarakat atau pun pihak-pihak diluar Pemerintah
Kabupaten Bogor, LSM maupun lembaga pengawas independen
lainnya untuk melakukan kontroi atas penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Bogor; (2) Terwujudnya pénegakkan
nukum bagi setiap aparat yang terbukti melakukan praktek-praktek
KKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor; (3)
Terleksananya secara sistematis dan  berkesinambungan
“Gerakan Bersama Memberantas KKN” di Kabupaten Bogor,
hingga tercapai pelayanan yang lebin murah (cheaper), lebih cepat
(faster) dan iebih baik (befter} serta tercegah dari muncuinya atau
terulangnya kembali praktek KKN dalam segala bentuknya.

Tujuan keempat adalah menciptakan sistem pengeioiaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah yang taat dan tunduk pada
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ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sasarannya, yaitu ; {1) Terwujudnya penatausahaan Keuangan
cdaerah yang memenuhi prinsip ekonomis, efisien, efeklif (value for
money), tertib, transparan dan keterbukaan, keadilan, kepatutan
dan kepantasan menurut standar yang beriaku; (2) Tercapainya
perencanaan, pelaksanaan atau pengaturen dan pemanfaatan
keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik
(public oriented);

e. Tujuan kelima adalah meniagkatkan tertib pengelolaan arsip.
Sasarannya, yaitu : (1) Tertatanya arsip di seluruh organisasi
perangkat daerah; (2) Terlaksananya pembinaan bagi arsiparis di
selurt'h unit kerja; (3) Terlaksananya akuisisi arsip sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

f.  Tujuan keenam adalah membangun sistem keamanan lingkungan
secara terpadu dalam rangka memeiihara keamanan dan
ketertiban masyarakat. Sasarannya, yaitu : (1) Terwujudnya
suasana aman tentram dan damai dalam kehidupan sehari-hari
warga masyarakat serta terhindarnya gangguan dan konftk
berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat; (2) Terwujudnya
sistem keamanan lingkungan secara swe karsa di tenygah-tengan
lingkungan Kerja, tempat pemukiman den lingkungan strategis
lainnya. ‘

g. Tujuan ketujuh adalah meningkatkan kerjasama dengan aparat
penegak hukum dalam mengantisipasi munculnya ancaman,
géngguén, hambatan dan tantangan. Sasarannya yaitu; (1)
Terlaksananya penertiban secara kontinyu atau berkaia pada
lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gar gguan Ketentraman
dan ketertiban masyarakat; (2) Terlaksananya penegakér: hukum

dan pengenaan sanksi bagi individu, kelompok atau badan usaha
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yang jelas-ielas terbukii melanggar perijinan dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku; (3) Terlaksananya kerjasama
antar Pemerintah Kabupaten Bogor dengan aparat penegak
hukum dalam penanganan kegiatan unjuk rasa, demonstrasi dan
kegiatan sejenis lainnya; (4) Terwujudnya keamanan swakarsa
dari masyarakat serta perlindungan masyarakat akbat dari

bancana sosial maupun bencana alam lainnya.

2. Misi Kedua, yaiiu : “Meningkatkan Profesionalisme Aparatur
dzalam Penyelenggaraan Peimerintahan Daerah”.

a. Tujuan pertama adalah membangun kapasitas aparatur beserta
lembaganya (capacity building), sehingga sesuai dengan tuntutan,
perkembangan dan tingkét kemajuan masyarakat. Sasarannya,
yaitu : (1) Terpenuhinya jumlah dan kualitas aparatur yang
profesionél sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya dari
masing-masing organisasi perangkat daerah; (2) Tersedianya
pedoman mengenai pola pengembangan karir PNS Kabupaten
Bogor sesuai dengan pola dasar karir dari pemerintah;

b. Tujuan kedua adalah membangun sikap mental, disiplin dan etia
pelayanan PNS sesuai dengan ketentuari yang berlaku.
Sasarannya, yaitv : (1) Terwujudnya sikap mental, perilaku dan
tindakan dari aparat yang senantiasa mengutamakan kepentingan
publik (pufting people first) menempatkan posisinya sebagai
pelayan publik (public servant) dan bukan sebaliknya dilayahi oleh
publik; (2) Tegaknya ketentuan hukum secara adil dan konsisten
bagi aparatur yang teat atau pun yang menyalahi ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (rewads and
punishment),  (3) Terwujudnya praktek ~terbaik  atas
penyelenggaraan Pemerintzhan Kabupaten Bogor yang memenuhi

prinsip-prinsip *Good Governance’, diantaranya, yaitu prinsip
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transparan, akuntabel, peranserta atau partic pziif, supremas!
hukem atau kepastian hukum, professonal dan kompetern
responsii, efisien dan efektif, bak psca taiaran perumusan
kebijakan, implementasi kebijakar maupun pada tataran evaluasi
hingga pertangocungjawaban kebijekan atau pun penilaian étas
pencapaian kinerja yang telah dihasixan cleh Pemerintah
<abupaten Bogor.

¢. Tujuan ketiga adalah meningkatken kesejahteraan PNS sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.  Sasarannye, yaitu’ )]
Tercapainya perbaikan kesejahteraan aparat, (2) Terlaksananya
pemberian penghargaan bagi PNS purnabakti maupun PNS yang
berprestasi. ‘

3. faisi Ketiga, yaitu® "Meningkatkan Kuaiitas Pelayanan Pendidilc an
dan Kesehatan”.

a. Tujuan pertama adalah meningkatkan pariisipasi pendidikan
masyarakat. Sasarannya, yaitu; (1) Tercapainya peningkatan
Angka Partisipasi Kasar (APIK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
murid sekolah dasar dan menengah; (2) Tercapainya Rata-Rata
tama Selkolzh (RRIQ) hin gqa mencapai 9 tahun; (3) Tercapainya
Angika Melek Huruf (AMH) bagi seiuruh penduduk vang berumur
15 tahun ke atas ; (4) Tercapainya penurunan jumleh anak yang
putus sekoiah dan yang terancam putus sek oleh (drop out).

b. Tujuan kedua adalah meningkatkan kualitas sarana pendidikan
dasar dan menengah. Sasarannya, yeitu : (1) Tuntasnya
penanganan seluruh sarana fisik bangunan pendidikan dasar
hingga kondisi baik pada akhir tahun 2008; (2) Terpenuhinya
sarana meubelair yang layak pakai dan sazrana belzjar-mengajar

‘ainnya sesuai deingan standar vang berlal-w.
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c. Tujuan ketiga adalah meningkatkan mutu guru vyang layak
mengajar beserta pemerataan penyebarannya di  sekciah
Sasarannya, yartu: (1) Seluruh guru yang belum layak mengajar
telah mengikuii pendidikan penyetaraan; (2) Tercapainya rasio
guru dengan sekolah yang merata di setiep sekolah sesuai dengan
standar yang berlaku

d. Tujuan keempat adalah mewujudkan /ink and match antara dunia
pendidikan dengan dunia kerja. Sasafannya vaity; (1) Terjelinnya
kerjasama dan kemitraan antara lembaga pendidikan dengan
swasta / dunia usaha maupun dengan instansi pemerintah /
BUMN, BUMD untuk meningkatkan mutu lulusan sekolah
menengah agar siap kerja; (2) Terlaksananya kesepakaten dan
dukungan dari swasta / dunia usaha mauoun instansi pemerintah
untuk membantu melaksanakan pendidkan sistein ganda bagi
murid sekolah menengah.

e. Tupan kelima adalah iieningkatkar kondisi hidup sehat
masyarakat, utamanya bagi ibu dan anak. Sasarannya, yaitu: (1)
Menurunnya angka kematian bu (AKI); (2) Menurunnya angka
kematian bayi (AKB). ‘

f. Tujueh keenam adélah meningkatkan status gizi atau keadaan gizi
ibu dan balita. Sasarannya, vaitu : (1) Menurunnya jumlah dan
prosentase kasus Aremia ibu hamil; (2) Menururnya jumiah dan
prosentase balita kurang energi protein; (3) Bertambahnya jumlah
dan prosentase balita gizi baik atau tertanganinya‘seluruh balita
gz buruk;

g. Tujuan ketujuh adalah meningkatkan upaya pencegahan penyakit
dan pemenuhan cakupan lingkungan sehat. Sasarannya, yaitu:
(1) Meningkatnya cakupan imunisasi; (2) Meningkatnya caxupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; (3) Meningkatnya
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cakupan sanitasi dasar untuk air bersih dan jamban keluarga; (4)
Mer ngkainya pemanfaatan pelayanan keschatan/puskesmas.

h. Tui.an kedelapan adalan meningkatkan kemampuan sarana
peiayanan kesehatan rujukan. Sasarannya, yaitu : (1)
men:ngkatnya status akreditasi pelayanan rumah sakit Cibinong
dan Ciawi; (2) Terpenuhinya sarana, prasarana dan kelengkapcn
pelayanan medis dan non medis di rumah sakit sesuai dengan

statusnya.

4. Wiisi Keempat, yaitu : "Menumbuhkembangkan Potensi Industri,

Pertanian dan Pariwisata seéara Optimal dan Lestari”.

a. Tujuan pertama adalah memberdayakan potensi industri kecit dan
menengah yang meynjadi unggulan daerah. Sasarannya, yaitu: (1)
Tercapainya peningkatan produi<si dan produk {awvitas hasil usaha
industri kecll dan menengah; (2) Bertambahnyva jumlah kelompok
wirausaha industri kecil dan menengah yang berkembang menijadi
sentra industri; (3) Bertambahnya jumleh investasi dan
penyerapan tenaga kerja di lingkup industri kecii dan menengah.

b. Tujuan kedua adalah meningkatkan jumlah dan kualitas sarana
perdagangan dan jasa Serta sarana perekonomian lainnya.
Saszarannya, yaitu ; (1) Terpenuhinya jumlah sarana pasar dan
sarana perdagangan lainnya di kota-kote kecamaten; (2)
Terciptanya sentra-sentra wusagha mandiri dan  pusat-pusat
perdagangan baru di masing-masing wilayah Bogor Barat, Tengah
dan wilayah Bogor Timur;

c. Tujuan Kketiga adalan meningkatkan kesempétan beruszha
masyarakat dan kemampuan daya beli masyarskat. Sasarannya,
yaitu; (1) Terbukanya akses atau kemudahan usana, modal dan
pemasaran untuk berbagai jenis lapangan usana ril rnasvarz&at,

baik di sektor informal maupun formal, (2) Terwuucnya
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pemberdayaan ekonomi kerakyatan wuntuk lingkup industr,
pertanian, panwisata, UKM dan Koperasi, perdagangan dan jasa
serta petambangan rak .yat‘

d. Tujuan keempat adalah memberdayakan masyarakat petani untuk
memajukan usaha taninya. Sasarannya, yaitu: (1) Tercapainya
peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman padi,
palawija dan hortikultura yang menjadi unggulan daerah; (2)
Bertambahnya jumlah kelompok usaha tani yang terorientasi
agribisnis; (3) Tercapainya peningkatan kontribusi tanaman
pangan untuk kebutuhan konsumsi

e. Tujuan kelima adalah mengembangkan komoditas perkebunan'
dan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan pasar !okal dan
ekspor. Sasarannys, yaitu : (1) Tercapainya peningkatan produksi
komoditas  unggulan  kehutanan dan  perkebunan;,  (2)
Bertambahnya jumlah kelompok wusahatani perkebunan dan
kehutanan yang berorientasi agribisnis; (3) Bertambahnya luas
areal tanaman yang tumbuh-kembang (revegetasi) pada lahan
kritis

f.  Tujuan keenam adalah meningkatkan usaha tani termnak dan ilen
serta pemenuhan kebutuhan Kkonsumsi protein hewani.
Sasarannya, yaitu: (1) Tercapainya peningkatan produksi daging,
telur, susu dan ikan; (2) Tercapainya peningkatan konsumsi
protein hewani asal ternak dan konsumsi ikan; (3) Tercagainya
nencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan
zoonosis pada dacrah yang termasuk kategori daerah terancam,
endemis dan daerah tertular.

g. Tujuan ketujuh adalah mendayagunakan potensi pertambangan
rakyat dan memanfaatkan potensi air bawah tanah secara optimal

dan lestari. Sasarannya, yaitu : (1) Tercapainya peningkatan
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uszha pertambangan rakyat dan hasil-hasil pertambangan um:m

lzinnya; (2) Tercapainya pengendalian dan penertiban

penambangan tanpa iin; (3) Terkendalinya jumiah dan kapasitas

pemanfaatan air bawah tanah baik cleh inu’ividu/kelompok maupun
~ cleh dunia usaha/swasta;

h. Tujuan kedelapan adalah meningkatkan cakupan dan jangkauan
pelayanan listrik pedesaan. Sasarannya, yaitu :(1) Terpenuhi‘nya
cakupan aliran listrik pedesaan pada desa-desa tertinggal: (2)
Tarcapainya peningkatan jumlah masyarakat yang lelah
memanfaatkan penerangan listrik alternatif.

i. Tujuan kesembilan adalah meningkatkan usaha koperasi dan
usaha kecil menengah (KUKM) uniuk kemajuan perekonomian
daerah. Saserannya, vyaitu : (1) Bertambahnya jumlah
kelemnbagaan Kopéxasi yang memenuhi klasifikasi dan kelas
kcperasi tangguh, mandiri dan unggul;, (2) Bertambahnya juiniah
KUKM yeng telan diadvokasi; (3j Bertambahnya jumlah koperasi
yang mendapatkan bantuan dana bergulir dan kredit lunak BUMN/
Perbankan untuk menambah modal usahanya;

] Tujuan kesepuiuh adalah meningkatkan kuaiitas, kuantitas dan
fasilitas pelayanan wisatawan di Kabupaten Bogor. Sasarannya,
yaitu : (1) Tertatanya obyek wisata di Kabupaten Bogo: (2]
Berkenibangnya obyek dan atraksi wisata yang sudah ada: (3)
Tercapainya diversifikasi obyek wisata dan eziraksi wisata vang
sama sekali baru atau berbeda dengan yang sudah ada; .

k. Tujuan Kkesebeles adalah meningkatkan pangsa pasar deri
kuniungan wisatawan ke berbagai obyek wisata di Kabupaten
Bogor. Sasarannya, yaitu: (1) Terlaksananya promosi wisaie di
dalam negeri dar: luar negeri; (2) Tercapainya peningkatan jurnlzh

Kuniungan wisatawan setiap tahun; (3) Terseaianya aksesibiitas,
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fasiltas dan daya tarik pariwisata pada kawasan pariwisata
Gunung Salak Endaii (CSE}, kawasan Punczk, kawasan wisata

alam dan wisalza tirta serta kawasan iertentu annya.

5. Misi Kelima, yaitu: ”"Meningkatkan Kualitas dan Menata Sarana,

Prasarana dan !nfrastruktur Wilayah®.

Tujuan pertama adalah mengoptimalkan ketersediaan sarana,

prasarana dan infrastruktur wilayah untuk pemenuhan pelayanan

di setiap wilayah. Sasarannya, yaitu; (1) Bertambahnya panjang

jalan  Kabupaten dan jembatan dalam kondisi bak; (2)
Bertambahnya jumilah jaringan irigasi pemerintah dan jaringan

irigasi desa dalam kondisi baik; (3) Berfungsinya kembali seluruh

situ atau danzu di Kabupaten Bogor; (4) Bertambahnya'jumlah

P3A Mitra Cai yang termasuk klasifikasi kelembagaan yang sudah

berkembaing dengan baik.

Tujuan kedua adalah memenuhi jumlah sarana perkantoran dan

fasilitas umum pemerintah lainnya. Sesarannya, yaitu : (1)

Bertambahnya jumlah sarana perkantoran unit kerja kabupaten,
kecamatan dan kelurahan; (2) Bertambzhnya jumlah fasilitas
umum berupa sarana olahraga dan sarena umur pemerintah
lainnya

Tujuan ketiga adalah meningi<atkan ketersediaan sarana,
prasarana dan infrastruktur wilayah sesuz: dengan standar
pelayanan yang berlaku. Sasarannya, yeitu : (1) Terpenuhinya
jaringan penerangan jalan umum di selurch kecamatan; (2)
Bertambahnya jumlah TPA sampah dan serena pengangkutan di
masing-masing wilayah Barat, Tengah czn wilayah Timur; (3)
Tertatanya jumlah taman dan media luar ruang kota pada lokasi-

lokasi strategis; (4) Bertambahnya dan tertatenya tempat-tempat
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pemakaman umum di masing-masing wilavah Barat, Tengah dan
wilayan Timur. )

d. Tujuar keempat adalah meningkati<an pen enuhan cakupan rumah
sehat dan layak huni serta sanitasi dasar perumahan, bak di
perkotaan maupun di pedesaan. Sasarannya, yaitu : (1)
Tercapainya peningkatan jumlah dan kualitas rumah beserta
lingkungannya yang' sehat dan layak huni; (2) Tercapainya
peningkatan cakupan sanitasi dasar berupa air bersih perkotaan
dan perdesean , jamban keluarga dan sarana lingkungan
perumahan iainnya yang memenuhi standar pelay'anan yang
berlaku.

e. Tujuan kelima adalah meningkatkan ketersediaan sarang,
prasarana dan infrastruktur perhubungan. Sasarannya, yaitu: (1)
Bertambannya jumlah terminal di wilayah Barat, Tengah dan
wiiayah Timur serta tertatanya jumlah terminal yang telah adg; (2)
Bertambahnya dan tertatanya fasilitas lalu-lintas jalan raya dan
sarana perhubungan lainnya

f.  Tujuan keenam adalah meningkatkan kelancaran lalu-lintas dan
distribusi orang, barang dan jasa. Sasarannya, yaitu : (1)
Tertatanya arus lalu-lintas pada kawasan puncak dan wilayah-
wilayah kecamatan l!ainnya yang mengalami kemacetan, (2)
Tersedianya jalur alternatif dan kantong-kantong parkir pada
kawasan dan wilayah tertentu yang mengalami kemacetan.

g. Tujuan ketujuh meningkatkan cakupan pelayanan perijinan usaha
angkutan umum dan usana telekomunikasi. Sasarannys, vyaitu
(1) Bertambahnya jumlah kendaraan umum yang laik jalan; (2)
Berambahnya jumlah trayek angkutan umum pada masing-masing

wilayah.
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h. Tujuar xedelapan adalah melaksanakan secara konsisten prinsip
pempbz ~gunan yang berwawasan lingkungan. Sasarannya, yaitu;
(1) Terwujdnya keseimbangan pemanfaatan ruang sesuai
dengar: ketentuan yang telah ditetapk an dalam rencana taia ruang
wiiayan dan rencana tata ruang kota atau kawasan yang berlaku;
(2) Terlaksananya rencana pemanfaatan--dan pengendalian
peman-aatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang
berlake; (3) Terpenuhinya produk rencana tata ruang wilayah
maupun produk rencana tata ruang kota untuk seluruh kecamatan.
i. Tupan kesembilan adaiah memenuhi ketentuan pengelclaan
sumber daya alam dan sumber daya buatan maupun sumber daya
“lainnya sesuai dengen daya dukung lingkungannya. Sasarannyz,
yaitu; {1) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, sumber
daya b:.atan dan sumber daya lainnya dengan memperhatikan
xaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL; (2)
Tercapainya pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan
dan sumber daya lainnya dengan memperhatikan kemampuan
daya pulih maupun tidak pulih kembali dari sumber daya
- dimaksud; 7
} Tujuan kesepuluh adalah mewujuckan pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan kondisi lingkungan hidup akibat
terjadinya gangguan dan pencemaran lingkungan. Sasarannya,
yaitu ; (1) Terwujudnya xepedulian lingxungan di antara anggota
atau kelompok masyarakat di masing-masing wilayah;, (2)
Terwujudnya prenegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar
atau pencemar lingkungan; (3) Tercapainya kembali pemulihan
pada lirgkungan yang telah tercemar sesuai standar baku mutu

lingkungan yang beriaku.
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6. Misi Keenam, yaitu : "Memajukan Kehidupan Keagamaan dan

Kondisi Spsial Kemasyarakatan”.

a. Tuuan pertama adalah memfasilitasi kebutuhan pembangunan
sarana peribadatan dan mendorong kelancaran pelaksanaan
syiar-syiar keagamaan. Sasarannya. yaitu : (1) tertambahnya
jumlah dan kualitas sarana peribadatan, meliputi mesjid, pondok
pesantren, majelis ta'lim, musholla/langgar, tempat pendidikan al-
Qur'an dan madrasah sesuai dengan standar pelayanan yang
dicutuhkan oleh umat beragama; (2) Terselenggarahya
MTQ/LPTQ setiap tahun dan pengiriman Qori/Coriah ke MTQ
tingkat propinsi dan nasional; (3) Tercapainya kelancaran
penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun; (4) Terlaksananya
syiar-syiar keagamaan untuk peningkatan kualitas iman dan taqwa
dgari umat teragama.

Tujuan kedua adalah meningkatkan keriasama dan kemitraan

‘CT

antara pemerintah daerah dengan para ulama, kyd dan tokoh
agama untuk meningkatkan harmonisasi dan kerukunan hidup
sesama umat beragama dan antar umat beragama. Sasarannya,
yaitu : (1) Terlaksananya dialog antar umat beragama tentang
kerukunan hidup umat beragamé; (2) Terlaksananya pembinaan
bagi Da'l dan tckoh agama untuk memelihara keharmonisan
hubungan antar umat beragama.

c. Tujuan ketiga adalah menekan jumiah pengangguran di wilayah
Kabupaten Bogor. Sasarannya, yaitu; (1) Terbukanya peluang
kerja atau penciptaan lapangan kerja baru dan pemberian kerja
sementara, baikk di perkotaan maupun di perdesaan;, (2)
Tercapainya penambahan jumlah penyaluran tenaga kerja ke

dunia usahal/swaste dan usaha-usaha mandin lainnya; (3)
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Tercapainya pengembangan karir dan jasa ketenagakerjaan bagi
penganggur kaum miuda di Kabupaten Bogor. )

d. Tujuan keempat adaiah menekan laju pertumtunan penauduk can
meningkatkan keluarga sejahtera. Sasarannya, vaitu ; (1)
Tercapainya peningkatan jumlah pengiriman transmigran lokal

- maupun transmigran swadaya mandiri dari Kabupaten Bogor; (2)
Tercapainya pengendalian penambahan jumlah penduduk dengan
‘menggalakkan kembali program keluarga berencana;. (3)
Terwujudnya keluarga sejahtera melalui bina keluarga sejahtera
‘dan upaya peningkatan pendapatan keluarga.

e. Tujuen Kkelima adalah meningkatkan tertib administrasi
Kependudukan.  Sasarannya, yaitu : (1) Bertambahnya jumiah
penduduk yang wajb memili<i KTP dan akte catatan sipil; (2)
Terbentuknya sistemm informasi can administrasi kKependudukan
nasional di Kabupaten Bogor

t.  Tujuan keenam adalah menciptakan suasana atau iklm yang
kondusif bagi berkembangnya potensi serta kemampuan yang
dimiliki olen masyarakat. Sasarannya, yai'tu: (1) Terlaksananya
pembangunan sarana, >prasarana dan infrastruktur desa dengan
program Imbal Swadaya;, (2} Tercapainya pembercayzan
kelembagaan masyarakat desa dan oote:'si ekonomi desa.

g. Tujuan ketujuh adalah memenuhi kebutuhan dasar (basic neegs)
masyarakat berupa ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga,
ketahanan pangan ci tingkat daerah dan kebutuhan pokok !ainnya
untuk hidup layak.  Sasarannya, yaitu ; (1) Terpenuhinya
kebutuhan beras murah bag keluarga miskin dan kelompok
masyarakat rawan sosial ekonomi lainnya; (2) Tersedianya secara

merata pangan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnyz di
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setiap wilayah, (3) Terpenuhinya kebutuhan hidup bzgi.
penyanceng masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bogcr.

n. Tujuan ~edeiapan adaiah menekan jumiah penduduk miskin
melalui gerakan masyarakat mandin. Sasarannya, yaitu : (1)
Terlaksananya upaya terpadu atau lintas bidang dalam mengatzsi
masalah kemiskinan; (2) Terciptanya peluang-peluang usaha bagi
keiuarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

i.  Tujuan kesembilan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhah
hidup bagi penyéndang masalah  kesejahteraan  sosial.
Sasarannya, vyaitu : (1) Terlaksananya pembérian bantuan atau

- santunan bagi fakir miskin. anak terlanter, lanjut usia, yatim piatu
' dan penyandang rmasalah kesejahteraan sosiai lainnya, baik yang

ada dalam panti sosial maupun di luar panti sosial, (2)

th

Terlaksananya bimbingan sosial dan keterampilan untuk anzk
cacat bagi kemandirian hidupnya.
j.  Tujuan kesepuluh adalah meningkatkan peran serta pemuda, dzn

e gy (18

wanita dalam pémbangunan daerah. Sasarannya, yaitu : (1)

o

Terlaksananya pembinaan olahraga, seni dan kreativitas lainnya
N bagi nemuda dan wanita; (2) Terlaksananya bimbingan dan
7 pendampingan untuk kemampuan wirausaha mandiri Kaum mudg;

(3) Terlaksaranya peran seta wanita dalam pembangunan.

B. CARA MENCAPAINYA
) Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten
épgor' yang telah ditetapkan pada uraian di atas, diperlukan serangkai:zn
érategi pembangunan. Strategi yang .dimaksud disini adalah rencana
y;ng cermat untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada tataran
é})!‘:kasi, strategi seringkali dmaksudkan sebagai suatu pendekatan, cara
atau metode tertentu yang akan diterapkan untuk memperlancar atau
mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran hingga akhirnya
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berakumulasi pada pencapaien Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Bogor. Selain itu, strategit vang dinvatakan berikut ini {elah
mempertimbangkan berbagai glternatii untuk mengatasi masalah, kendala
dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh
karena itu, perumusannya ‘elah memadukan seluruh kemampuan
sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan/teknologi,
dana dan sumberdaya lainnya yang tersedia serta kondisi lingkungan
strategis yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintzhan
Kabt ipaten Bogor.

Oleh karena itu, strategi atau cara mencapai tujuan yzng
dikemukakan di bawzh ini dijabarkan kedalam rumusan kebijakan bidang
kewenangan dan program pembangunan, sedangkan rumusan Kegiatan
pada setiar program belum citentukan secara khusus, karena terkait
dengan target pencapaian kinerja / tolok-ukur kinerja sebagaimana telah
ditentukan daiam Bab V. Adapun rumusan Kkebijakan dain program untuk
masing-masing bidang kewenangan adalah sebagai berikut.

a. Melakukan Reformasi Pelayanan Publik menuju  Tata
Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
1). Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

' Ruang lingkup kebijakan dan program dari Bidang

Administrast Umum Pemerintahan, vaitu :

z). Peningkatanv koordinasi, pengendalian dan penatausahaan
administrasi kebiiaken Pemerintan Kabupaten Bogor, dengan
program sebagai beril<ut:

(1). Program penatazn kelernbagaan dan  pedoman
ketatalaksanaar organisasi perangkat daerah;
(2). Program peningkaten pengelolaan dan penatausahaan

keuangan daerzh,
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(3). Program penataan dan pengembangan sistem informasi
kehumasan . dan penyebariu asan infcrmasi
pembangurian, _

(4). Program pengendailan adminisirasi dan ketatausahaan
sekretariat dasrah;

(8). Program pengendalian administrasi dan kocrdinasi
pelaksanaan ekonomi dan pembangu nar;

(6). Program pengendalian administrasi dan kocrdinasi
penanganan lingkup kesejahteraan sésia!,
pemberdayaan perempuan, pemuda dan. olahraga,

(7). Program peningkatan pengelolaan aset, perlengkapan
dan kekayaan daerah lainnya;

(8). Program peningkatan pengelolaan dan koordinasi
pelaksanaan pemerintahan umun; |

(9). Program peningkatan catur tertib pertanahan;

(10). Program pengendalian  administrasi  pelaksanaan
program dan kegiatan daerah dari APBD,;

(11). Program peningkatan fasilitasi dan perbaikan kinerja
pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa lainnya.

b). Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah untuk
kelancaran pelaksangan otonomi daerah dengan program
sebagai berikut:

(1).  Program pembentukan produk hukum daerah;,

(2). Program penyebarluasan produk hukum daerah;

(3). Program advokasi dan perlindungan hukum.

C). Peningkatan efektifitas kinerja lembaga pemerintahan daerah
dan DPRD dengan program sebagai berikut :

(1). Program ceningkatan kinerja kelembagaan pemeriniahan
daerah dan DPRD:; ‘
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(2). Progran peningkatan fasilitasi dan dukungan untuk
kelancaran pelaksanaan fungsi DPRO.

d). Peningkatan  profesionalisme  pelayanan  perencanaan
pembangunan daerah; pemantapan mekenisme dan prosedur
perencanaan pembangunan daerah yang partisipaiif, serta
penataan dan pengendalian perencanaan pembangunan
wilayah, dengan program sebagai berikut:

(1). Program pemantapan  perencanaan umum
pembangunan daerah; |

(2). Program penelitian dan pengembangan kinerja
pembangunan daerah;

(3). Program penguatan data, monitoring dan evaluasi
pembangunan daerah. ;

e). Peningkatan pengawasan kinerja aparatur Pemerintah
Kabupaten Bogor; peningi<atan kualitas aparatur pengawasan
daerah, peningkatan ketatalaksanaan, mekanisme dan
perangkat pengawasan daerah dan peningkatan kesinergian
pengawasan daerah dengan program sebagai berikut
(1). Program optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan berkala

tahunan;

(2). Program peningkatan ketatalaksanaan pengawasan

daerah;
(3). Progream peningkatan fasilitasi pengawasan dazrah;
(4). Program peningkatan kesinergian pengawasan daerah;
(5). Program peningkatan pembinaan disiglin aparatur;

(6). Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;
(7). Prcgram pemasyaraxatan hasil-hasil kinerja pengawasan

daerzh.
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f). Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan _
pelayanan administrasi pemungutan perncapatan asl daerah‘;
yang efisien, efeicif dan taat pada Ketentuan yang berlaky,
dengan program sebagai berikut :

(1). Program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD,;

(2). Program peningkatan pelayanan administrasi
pemungutan PAD;

(3). Program peningkatan pemahaman dan kesadaran
masyarakat dibidang pendapatan daerah.

g). Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelamatan arsip
daerah, dengan program-program :

(1). Program penataan sistern kearsipan dan dokumentasi
arsip;-

(2). Program pembinaan dan asistensi pengelolaan
Kearsipan unit kerja;

(3). Program akuisisi arsip.

h). Peningkatan penegakan dan kepastian hukum, perwujudan
ketentraman dan ketertiban dan fasilitasi perlindungan
masyarakat serta peningkatan wawasan kebangsaan dan
kehidupan yang demokratis, derigan program-program :

(1). Program penegakan Perda dan peraturan perundang-
undangan lainnya;

(2). Program peningkatan ketertiban umum;

(3). Program - peranserta masyarakat dalam memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat;

(4). Program peningkatan wawasan kebangsaan dan

kenidupan yang demokratis
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b). Meningkatkan Prcfesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1). Bidang Administrasi U/mum Femerintahan
Ruang lingkup kebijakan dan program dari Bidang

Administrasi Umum Pemerintahan, vaitu:.

a). Peningkatan kompetensi dasar dan prcfesionalisme aparatur
pemerintah; peningkatan pengelolaan dan penatalaksanaan
kepegawaian; serta bemenuhan kebutuhan pegawai sesuai
dengan formasi atau standar pelayanan yang berlaku, dengan
_ program sebagai berikut :

(1). Program pendidikan dan latihan PNS Kabupaten Bogor:;

(2). Program pengembangar  karier dan perbaikan
kesejahteraan PNS Kabupaten Bogor,

(3). Program pengeliolaan sistem informasi kepegawaian dan
pelayanan administrasi kepegawaian lainnya;

(4). Program pembinaan disiplin, sikap rnental dan etika
pelayanan yang profesional dari aparatur Kabupaten
Bogor.

¢). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
1). Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari  bidang

pendidikan dan kebudayaan, yaitu : '
a). Peningkatan pendidikan masyarakat atau peningkatan Angka
Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)
hingga mencapai 9 tahun; peningkatan dar perluasan
kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar

dan menengah, deng an program sebagai berikut :
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(1). Prooram peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan
rendidikan;

(2). Program penuntasan wajar dik ¢as 9 tehun;

(3). Program manajemen berbasis sekclah dan manajémen
berbasis masyarakat;

(4). Program peranseria masyarekai dalam penyelenggaraar
pendidikan.

b). Pengembangan bahasa darn nilai-nilai luhur budaya daerah-
untuk kemajuan daerah, dengan program sebagei berikut :
(1). Program pengembangan bahasa dan budaya daerah;

(2.). Prooram penanaman nilai-nilai luhur budaya daerah

2). Bidang Kesehatan
Ruang lingkup kebijaken dan program dari bidang
kesehatan, yaitu :

a). Peningkatan derajat kesehatan masyarakat atau peningkatan

Angka Harapan Hidup (AHH) maupun Umur Harapan Hidup
(UHH) penduduk Kabupaten Bogor, melalui  peningkatan
pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh
masyarakat, penihgkafan lingkungan dan perilaku hidup bersih
dan sehat; perb:aikan ststus gizi masyarakat, utamanya untuk
" ibu dan anak serta peningkatan manajemen dan sumber daya
_kesehatan dengan program sebagai berikut :
(1). Program peningkatan pelayanan kesehatan;
(2). Program peri!aku hidup bersih dan sehat;
(3). Program perbaikan gizi masyarakat;
- (4). Program peningkatan efektlivitas manajemen pelayanan
kesehatan.
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b). Pencapaian status akreditasi 12 jenis pelayanan rumzah sakit
atau pemenuhan siandar pelayanan untuk. mercapai rumah
sakit tipe B, dengan program sebagai berikut :

(1). Program peningkatan mutu pelayanan medis dan non-
medis;

(2). Program peningkaten pengelolaarn atau  efektivitas

manajerﬁen rumah sakit.
d). Mlenumbuhkembangkan Potensi Industri, Pertanian dan

| Pariwisata secara Optimal dan Lestari “
1). Bidang Pertanian
Ruang iingkup kebijakan dan program bidang pertanian,
yaitu:

a). Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi unggulan
tanaman Padgi, Palawija dan Hortikultura untuk perbaikan
pendapatan petani, dengan program sebagai berikut :

(1). Program peningkatan ketahanan pangan;
(2). Program pengembangan agrobisnis

b). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan
pertanian yang berorientasi agrebisnis, dengan program
sebagai berikut :

(1). Program peningkatan keterampilan sumber daya
manusia pertanian;

(2). Preram pengembangan usaha tani yang berorientasi
agrobisnis

C). Peningkatan penguasaan jaringan informasi dan inovasi
teknologi pertanian, dengan program sebagai berikut:

(1). Program penyebarluasan informasi dan teknologi

pertanian;
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(2). Program pengembangan kelembagaar penyuluhan

pertanian.

2). Bidang Perikanan dan Peterﬁakan
Ruang lingkup kebijakan dan program bidang perikanan
dan peternakan, yaitu :
a). Peningkatan produksi ternak dan ikan, dengan program
sebagai berikut : '
(1). Program Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia
dan Kelembagaan Usaha Peternakan dan Perikanan;
(2). Program Pengembangan Agribisnis Bidang Perikanan
dan Peternakan.
b). Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian
penyakit hewan/ikan, dengan program sebagai yaitu Progfam
B Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan
Kesehatan Masyarakat Veteriner;

3). Bidang Pertambangan dan Energi
| Ruang lingkup kebijakan dan program  bidang
pertambangan dan energi, yaitu : . ’

a). Peningkatan pemanfaatan potensi bahan gaiian secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan program
sebagai berikut :

1). Program pengembanrgan usaha pertambangan umum;
2). Program pengendalian dan penertiban penambangan
tanpa ijin

b). Peningkatan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah, agar

R

tetap terjaga ketersediaan dan  keberlangsungannya

(sustainabilty) bagi keperluan masyarakat, dengan program
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penataan dan pengendaian pemanfaztan/persamblian  air
bawah tanah;
¢). Peningkatan pemenuhan kebutuhan dan jangkai.an pelayanan

energi listrik di perdesaan dengan program listrik masuk desa.

4). Bidang Kehutanan dan Perkebunan
Ruang lingkup kebijakan dan program bidarg kehutanan
dan perkebunan, yaitu:

a). Peningkatan mutu dan produisi komoditas unguian kehutanan
dan perkebunan untuk kebutuhan domestik dan ekspor,
dengan program sebagai berikut :

(1). Program peningkatan kualitas sumber daya manusia
bidang kehutanan dan perkebunan;

(2). Program pengembangan agrobisnis btidang kehutanan
dah perkebunan

b). Peningkatan Mpsrtumbu'rian vegetasi tanaman lingkup bidang
kehutanan dan perkebunan untuk mengurangi atau menahan
laju erosi dan sedimentasi pada kawasan lahan kristis, dengan

program rehabili tasi lahan kritis dan konservasi tanah.

5). Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Ruang lingkup kebijakan dan program vidang perindustrian
an perdagangan, yaitu ©-

a. Pengembangan industri yang bertumpu pada sumber daya
lokal untuk memajukan daya saing daerah, dengan program
sebagai berikut : ‘

1). Program  peningkatan  produktivitas  industri  dan
perdagangan;
2). Program peningkaian kemampuan dan Sumber Daya

Manusia (SDM) industri dan perdagangan;
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3). Program peningkatan premesi hasil industri daya saing
dan pengembangan jaringan pemasaran;

4). Program kemitraan dan pengembangan iklim usahg;

5). Program periguatan teknologi dan permodalan;

6). Program pemetaan potensi investasi Kabupaten Bogor.

b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dengan memenuhi
kebutuhan infrastruktur serta akses pemasaran industri dan
perdagangan, dengan program sebagai berikut : ‘
1). Program pembangunan, pembinaan, pengembangan dan

peningkatan sarana dan prasarana perdagangan,
2). Program peningkatan fasilitas dan pengembangan
penanaman modal di daerah;
3). Program pembinaan dan pengembangan fasilitas hasil
~ industri kecil dan kerajinan;
4). Program perlindungan konsumen dan pemaniauan barang
beredar dipasaran. |

6). Bidang Perkoperasian ,

Ruang lingkup kebijagkan dan program  bidang
perkoperasian, yaitu peningkatan peranserta Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (UKM) dalam memajukan perekonomian daerah
agan pendapatan masyarakat, dengan program sebagai berikut :

1). Program peningkatan kemampuan manajerial dan perkuatan
permodalan Koperasi dan UKM,; '

2). Pregram perfgembangan kelembagaan dan jejaring kemitraan
Koperasi dan UKM dengan dunia usaha/swasta lainnya.

7). Bidang Kepariwisataan
Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang
kepariwisataan, yaitu :
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a). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat disertai
dengan penggalian dan pengembangan potensi pariwisata
untuk memacu perkembarigan perekonomian masyaraxat,
dengan program sebagai berikut :

(1). Program p'.enataan obyek wisata;

(2’),v Program pengembangan kawasan wisata andalan;

(3). Program peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan;

(4). Program pernigembangan dan promosi pariwisata, seni
dan budaya

b). Pelestarian dan pengembangan potensi seni dan budaya

 sebagai daya tarik wisata atau atraksi wisata, dengan program
sebagai berikut :
(1). Program rpelestarian dan pengembangan kesenian
daerah;
(2). Program peningkatan kualitas sumber daya / pelaku
bidan g kepariwisataan, seni dan budaya.

e). Meningkatkan Kualitas dan Menata Sarana, Prasarana dan
Infrastruktur Wilayah
1). Bidang Penataan Ruang
Ruang lingkup kebijakah dan program dari bidang penataan
ruang, yaitu :

a). Peningkatan penataan ruang pada kawasan yang berkembang
dengan pesat dan kawasan strategis lainnya yang berperan
datam memacu pertumbuhan wilayah, dengan program sebagai
berikut:

(1). Program penataan ruang;

(2). Program peranserta masyarakat dalam penataan ruang
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b).

Peningkatan pengelolaan sumber daya elam den lingkungan

hidup sesuai dengan standar baku mutu lingkungan‘ yang

berlzku, dengan program sebagai berikut : _

(1). Program pencegahan dan penanggulangan dampak
Jingkunga n; ’

(2). Program pengendalian dan pemulihan kualitas
lingkurigan )

2). Bidang Pekerjaan Umum

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang

pekerjaan umum, yaitu :

a). Peningkatan pengeloiaan tata bangunan, perumahan dan
permukiman serta keselamatan bangunan, dengan program
sebagai berikut : _

(1). Program pembangunan dan rehabilitasi bangunan;
(2). Program pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran

b). Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang
memenuhi persyaratan konstruksi dan layak huni, dengan

" program sebagai berikut : w
(1. Program penataan dan perbai<an kawzsan kumuh
perkotaan;
(2). Program perbaikan perumehan dan lingikungan desa
terpaduy;
(3). Program pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di
perkotaan dan perdesaan.

C). Peningkatan pengelolaan dan pelavanan sarana serta
prasarana lingkungan maupun utilitas umum, dengan program
sebagai berikut : ‘
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d).

(1). Program pembangunan dan rehabiiiiasi ruang terbuka
hijau, pertamanan dan TPU/Pemakaman,;

(2). Program penataan media luar ri;ang dan panggung
reklame;

(3). Program peningkatan peiayanan kebersihan,
persampahan, éir kotor dan tinja;

(4). Progiram pengelolaan penerangan jalan umum

Peningkatan kelancaran pergerakan orang dan barang serta

peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi dan

kawasan wisata, dengan program sebagai berikut : |

(1). Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan
penggantian sarana jalan dan jembatan;

(2). Program pembangunan sarana penunjang jalan dan
jembatan;

(3). Program pemeliharaan jalan dan jembatan

. Peningkatan penyediaan air irigasi untuk kebutuhan pertanian,

dengan program sebagai berikut :

(1). Program operasional dan pemeliharaan sarana irigasi;

(2). Program rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan
irgasi; |

(3). Program pemberdayaan 23A Mitra Cai;

(4). Program pengelolaan pemanfaatan air permukaan,

(5). Program normalisasi dan rehabilitasi sarana dan

prasarana sumber daya air lainnya.

3). Bidang Perhubungan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang

perhubungan, yaitu :
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a). Peningkatan kelancarap, kescelamatan !alu lintas dan distribusi
orang, barang dan jasa untuk mendorong keiancaran usaha
masyarakat, dengan program sebagai berikut :

(1). Program pengeiclaan pembpinaan péngenda!ian teknik
lalu-lintas;

(2). Program pengawasan dan penertiban angkutan orang
dan barang;

(3). Program pengadaan dan perawatan sarana lalu-lintas;

(4). Program pembinaan dan pengéwasan perparkiran ‘

b). Pengaturan dan pembinaan pengusaha angkutan umum,
terminal, pos dan telekomunikasi, dengan program sebagai
berikut: ‘
(1). Program pengelolaan pembinaan pengusaha angkutan

umum;
\ (2). Program penfmgkatan‘ pelayanan pengujian angkutan
umum, pos dan telckomunikasi;
(3). Program pembangunan dan pengelolaan terminal dan
sarana prasarana perhubungar.

c). Pembinaan teknik kendaraan dan keselamatan, dengan

progc-am sebegai beriiut :
«1). Program peningkatan pengujian kendaraan bermotor;

(2). Program pembinaan perbengkelan.

f}. Memajukan Kehidupan Keagamaarn dan Kondisi Sosial
Kemasyarakatan.
1). Bidang Agama
Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang agama,
- yaitu:
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a). Peningkztan fasilitasi pelayanan untuk kelancaran kehidupan
keagamaan dengan program sebagai berikut :

(1). Program peningkatan pelayanan kehidupan keagamaan,
(2). Program pembinaan' lembaga sosial keagamaan.

b). Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah
Daerah dengan ulama, kyai dan tokoh agama dalam
meningkatkan harmonisasi serta kerukunan hidup umat
beragama dengan program sebagai berikut :

(1). Program peningkatan kerukunan hidup antar umat
beragama ‘ , 7

(2). FProgram peningkatan  pelaksanaan syiar-syiar'
keagamaan.

2). Bidang Ketenagakerjaan : ,
Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang
ketenagakerjaan, yaitu ..

a). Peningkatan kualitas tenaga kerja untuk memasuki-pasar kerja
dan wirausaha mandiri; peningkatan fasilitasi untuk penciptaan
peluang kerja dan perluasan kesempatan kerja; serta
peningkatan peransertz pelaku industri untuk mewujudkan
harmonisasi hubungan industrial, dengan program sebagai
berikut:

(1). Program peningkatan keterampilah dan produktivitas
tenaga kerja;

(2). Program perluasan dan penciptaan kesemgatan kerja;

(3). Program peningkatan hubungan industrial yang

harmonis.
b). Peningkatan  pelayanan  bagi penyandang masalah

kesejaihteraan sosial, korban masalah sosial dan keluarga

miskin, dengan program sebagai berikut :

Rencana Strategis (‘Renstria JDaerah IV-31
Kabupaten Bogor Tahun 2003 - 2008




(1). Program pemenuhan _kebutuhan hidup  kelompokx

penyandang masaiah kesejahteraan scsial dan keluarga

miskin;

(2). Program bimbingan dan fasilitasi untuk usaha mandiri

3). Bidang Kependudukan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang

kependudukan, yaitu :

a).

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan aki2

catatan sipil, dengan program sebagai berikut :

(1). Program peningkatan peiayanan administrasi
kepandudukan dan akte ¢ atatan sipil;

(2). Program pengezmbangan sistem administrasi dan
dokumentasi kependudukan.

. Pengendalian pertumbuhan penduduk ~dan pembangunan

keluarga sejahtera, dengan program sebagai berikuti :
(1). Program optimalisasi pelayanan keluarga berencanag;
(2). Program pengarahan mobilitas penduduk;

(3). Program bimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera.

.Pehingkatan pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaén

'segenap potensi masyérakat, dengan program sebagai berikut:

{1). Program pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan

sarana dan prasarana desa;
(2). Program pendayagunaan potensi ekonomi desg;
(3). Program pemberdayaan kelembagaan masyarakat dssa;

(4). Program kesetaraan dan keadilan gender.
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BABV
PENGUKURAN KINERJA

A. Penetapan Indikator Kinerja atau Tolok Ukur Kinerja
77 Kinerja merupakan = kondisi yang haius diketahui dan
dinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders)
untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil kerja dari suatu instansi
pemerintah dihubungkan dengan tujuan, sasaran hingga ke visi dan mis
yang harus diempan oleh organisasi yang bersangkutan. Kinerja dapat
juga diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalem
suatu periode waktu tertentu. Prestasi dimaksud adalah tampilan
organisasi dalam menjalankan kegiatan dan program kerjanya atau
gambaran yang menunjukkan mengenai tingkat pelaksanaan sustu
kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan
misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstranya.
Indikator kinerja zdalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif
‘yang inenggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan
sesuatu yang aikan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar
untuk menilai atau meiihat tingkat kinerja dari pemerintah daerzh.
Dengan adanya indikator kinerja, pemerintah daerah mempunyai wahana
yang jelas bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah akan
dikategorikan telah berhasil atau belum berhasil pada masa yang akan
datang.
Terdapat 3 (tiga) macam ukuran yang dapat digunakan untuk
~mengukur kinerja secara kuantitatif , yaitu : ukuran kriteria tunggal, ukuran
kriteria beragam dan uikuran kriteria gabungan. Ukuran kriteria tunggal
adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan 1 (satu) tolok ukur,
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sedzngkan ukuran kriteria beragam adalah ukuran Kinerja yang |
menogunakan berbagai nec am tolok ukui untuk menilai  kinerja
organisasi. Hanya saja ukuran kriteria beragam harus dikuti dengan
penentuan bc ot dari tiap-tiap tolok ukur yang digunakan. Sementara ity,
ukuran gabungan acalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai
macam tolok ukur sekaligus menghitung bobot masing-masing tolok ukur
beserta rata-ratanya sehingga menjadi ukuran Kinerja secara
Keseluruhan.

Dalam kerangka {nanajer;nen strategis, meskipun seluruh
perencanaan strategis yang meiiputi penentuan visi, misi, tujuan dan
sasarah., strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang mencakup
kebijakan, program dan kegiatan seluruhnya telah dibahas- dalam
dokumen Renstra, namun untuk kebutuhan pengukuran kinerja harus
ditentukan atau ditetapkan indikator kinerja yang benar-benar relevan
atau yang sesuai dengan harapar yang ingin dicapai oleh organisasi
perangkat daerah, kemudian selanjutnya dinilai dan dibahas bagi ukuran
keberhasilan atau ketidakberhasilan dari pemerintah daerah tersebut.
Penetapan indikator kinerja, umumnya didasarkan pada upaya
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur
Kineria dimaksug, diperlukan indikator kinerja yang terbagi dalam S {lima)
kelompok indikator kinerja, yaitu : indikator mesukan (inputs), Keluaran
(outputs); hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Kelima indikator Kinerja tersebut dalam penyusunannya terikat
dalem suatu kerangka kerja logis (/ogical frame work) 4étau hirarki proses
yang penilaiannya dimulai dari indikator masuk an dan berakhir pada
indikator dampak. Khusus untuk indikator proses, seringkali jarang
digunakan meskipun hal tersebut sangat penting dan dibutuhkan untuk
menilai suatu kinerja kegiatan, pregram dan kebijgksn yang sedang

dilaksanakan. Selain itu, indikator proses merupakan ukuran yang paling
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dominan untuk menilai k uaitas proses pelayanan yang telah diberikan
kepada masyarakat. Untuk itu, penetapan indikator kineria calam-
dokumen Renstra ini pada beberapa kegiatan peleyanan akan
dimasukkan indikator proses bersama-sama dengan-: indiivator lainnya.
Untuk memudahkan penilaian, maka tolok-ukur kijnerja yang akan
digun‘akan,uyaitu, tolok-ukur kinerja berdasarkan indikatcr makro dan

indikator mikro/ bidang kewehangan pemerintahan

B. Rencana Pencapaian Kiner ja atau Telok Ukur Kinerja

Peinentuan rencana pencapaian kinerja atau toiok ukur kinerja
harus dapat dikaitkan dengan kemampuan dan kesanggupan dari unit
kerja atau organisasi perangkat daerah untuk merezlisasikannya.
Rencana pencapaian kinerja  dimaksud harus  menunijui<kan
kesinambungan dan konsistensi kinerja yang relevan dengan tugas pokok
dan fungsi menurut bidang kewenangan pada seluruh crganisasi
perangkat daerah yang pada akhirnva berakum ulasi pada suatu ukuran
indikator kinerja yang menunjukkan keberhasilan dari unit kerja atau
‘organisasi perangkat daerah yang bersangkutan maupun pemerintah
daerah. OQieh karena itu, dalam dokumen Renstra ini telah ditentukan
rencané pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten
Bogor yang menuriukkan rencana kirerju kumuiatif dari ssiuruh bidang
kewenangan, sedangkan indikator yang terangkum dalam masing-masing
bidang kewenangan menunjukkan realisasi dari hasil kegizian, program,
kebijakan secara tersendiri dari masing-masing unit kerja menurut bidang .-
kewenangannya. Rencana pencapaian kedua jenis incikator Kinerja
dimaksud akan digunakan untuk penilaian dan pertanggungjawaban
kinerja tahunan (LPJ Akhir Tahun Anggaran) dan kinerja lima tshunan
(LPJ Akhir Masa Jabatan) dari Pemerintah Kabupaten Bcgor. Rincian
dari rencana pencapaian kinerja Pemerintan Kabupaten B:agor disajikan

pada tabel 5.1 sebagai berikut.
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Tabel 5.1. Rencana Pencapaian Kinerja atau Tolok Ukur Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bogoor

Rencana Strategis (Renstra) aerah
Kabupaten Bogor Tahun 2003 - 2008

. Situasi Rencana 2004 - 2008 1
INDIKATOR KINERJA
. A 2003 2004 2005 2006 2007 2008
i ; | MENURUT INDIKATOR MAKRO T
PEMBANGUNAN _
A KONDIS| PEREKONOMIAN
DAERAH DAN MASYARAKAT
1 Nilai PDRB : |
a Harga Berlaku (Rp. Triliun) 13,99 15,39 16,93 18,62 20,48 22,53
b Harga Konstan (Rp. Triliun) 5,126 5,638 6,201 6,821 7,503 8,253
c Kontribusi Sektor/Lapangan
Usaha Riil
- Primer (%) 13,19 13,08 12,97 12,86 12,75 12,84
- Sekunder (%) 56,66 56,86 57,06 57,26 57,46 _ Mﬂmm-
- Tersier (%) 30,15 30,06 29,97 29,88 29,79 29,7C
‘9 Pendapatan per Kapita atau
- PDRB per Kapita
a Harga Berlaku (Rp. Juta) 3,81 4,10 4,43 4,77 515 555
b Harga Konstan (Rp. Juta) 1,39 1,50 1,62 1,75 1,88 2,03
3 _A.QM_.V: Pertlumbuhan Ekonomi (LPE) 4, 46 4.91 536 581 6 26 6,71
V-4




Tingkat Konsumsi dan Investasi

- |

Pemerintah Menurut Total APBD 632,049 849,399 878,852 910 244 943,643 079,226
(Rp. Milyar)
TARAF KESEJAHTERAAN
RAKYAT _
Indeks Pembangunan Manusia w .
(oA Karanasi 67,70 69,41 73,05 74,95 76,91 78,93
a Indeks Pendidikan 75,72 76,00 76,28 76,56, 76,84 77,15
b Indeks Kesehatan 70,37 71,08 71,79 72,51 73,23 T 73.96
c__Indeks Daya Beli 62,13 66,53 71,08 7578 80,65 85,67
B Komponen IPM
Angka Harapan Hidup N
3 (ALED Qahon) 66,80 67,22 67,65 68,51 68,94 69,38
b s Meleskbuni (AR 92,80 92,91 92,97 93,11 93,16 93,25
Rata-rata Lama Sekolah :
¢ ®ROL) (tahun) 6,10 | 6,20 6,41 6,52 6,63 6.74
Kemampuan Daya Beli O
d (PPP = Purchasing Power 550,44 568,84 607,58 | 627,94 648,97 670,71
Parity) _
Jumlah Penduduk (jiwa) 3.671.451 | 3.744.880 3.819.777| 3.896.172| 3.974.095 4.053.576
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,28 2 2 2 2| _ 2
G ergERgguHI T 67.316|  60.584 54.526 49.073 44,166 39.748
g o PRIgpes! Ainghatan Rotia 55,50 57 15 58 86 60,45 62,10 6375
Jumiah Penduduk Miskin Gjiwa) 445730 440.160 434.590 429.020 423.450 417.880
I MENURUT INDIKATOR BIDANG
KEWENANGAN
BIDANG ADM. UMUM
PEMERINTAHAN
Rencana Strategis (Renstra) Qaerah V.§
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- Fasilitasi Perubahan desa
menjadi kelurahan

- nwaumzmmz dan
mm:am__m: SmEB
mmm pesa

55

55

55

55

55

55

_um_.:_umacxm: amz
PC€Nyebarluasan Produk
Hukum Daerah

a. Peraturan Daerah

20

25

20

20

20

b. Keputusan

351

384

384

384

384

¢. Instruksi Bupati

d. Perjanjian

14

18

18

18

18

e. Penyebarluasan Produk
hukum daerah _

- Dinas, Badan, _Amaoq .

175

70

70

70

70

- Kecamatan

175

80

80

80

80

- Kelurahan dan Desa

466

466

466

466

- Masyarakat

125

125

125125

125

1256

Advokasi dan Perlindungan
Hukum

a. Perkara Pidana

N

b. Perkara Perdata

35

niN

1N

. PTUN

12

15

oI

c
d. Perkara Khusus
e

. Penanganan diluar
Pengadilan

85

127

135

w—
o R 4
o

150

7.

Pemberdayaan Perempuan,

Pemuda dan Pembinaan
Olahraga

Rencana Strategis (Renstra) Daerah
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a, Perumusan xoc_..mxm:

Kegiatan wmacm._amﬁm:
Perempuan

b. Penyusunan Pola
Pembin@ndal .
- Pengembangan Pernuda’

c. Pelatihan Kepsmimpianan
dan Manajemen Organisasi
Kepemudaan

70

80

80

d. Pemiiihan Pemuda Pelopor

6

e. Pelatihan Kewirausahaan
Pemuda

25

40

40

40

40

f. Pelatihan Penyuluh
Penanggulangan Narkoba
Bagi Generasi Muda

70

80

80

80

80

30

. Pengembangan Olah Raga

Kemasyarakatan

40

40

40

42

h. Pelatihan Instruktur Senam

50

40

40

40

i. Peringatan Hari Besar
Nasional

j. Peringatan Hari Jadi Bogor

Peningkatan Pelayanan dan
Kerukuhan Hidup Beragama

a. Bantuan pembangunan
dan rehabilitasi sarana
keagamaan

- Mesjid

426

447

468

489

510 |

- Musholia

852

894

926

968

1.000 |

- Pondok Pesantren

426

447

458

489

510

- Majclis Taklim

426

447

468

489

510

Rencana Strategis (Renstra) Daerah
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- TPQdan TPA 105 115 125 135 145
b. Bantuan kelancaran

ibadah haji dan

penyelenggaraan

MTQ/LPTQ
- Jemaah Haji 29 31 33 35 37 —39- ._
- MTQ/LPTQ 84 84 84 84 84 84
¢. Peringatan Hari Besar Islam 6 6 6 6 6 6 ._
d. Penyelenggaraan Dialog T T

Interaktif Intern dan antar 1 1 1 1 1 1

umat beragama
e. Penyelenggaraan Pengajian 32 32 32 32 32 32
f. Sertifikasi Tanah Wakaf 0 30 30 30 30 30 +
Pembinaan Lembaga Sosial b
Keagamaan . _
a.Penyelenggaraan Pembinaan
Da'l dan Mubalig >o 40 40 40 40 ) 40
b. Bantuan kepada Bazis Bogor 1 1 1 1 1 B 1
mm@&gzmm: kepada Pengurus 0 80 80 80 80 80
d.Pembinaan Pimpinan . T -
Pompes 0 50 50 50 50 50
Pengendalian Penanganan |
Kesejahteraan Sosial -
a. Banluan kepada penyandang —
masalah sosial dan korban 1.600 1.750 1.750 1.750 1.750 )
masalah-masalah lzinnya 1.75(
b.Bantuan penyaluran Beras
kepada Keluarga Miskin 35 40 40 4C 40 40

Rencana Strategis (Renstra) Dacerah
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10.

Peningkatan Kinerja
Pengelolaan APBD

a. Pengendalian dan Moniloring
Kegiatan-kegiatan bersumber
dari APBD

32

23

23

23

23

b.Pemantauan dan
Pengendalian Kegiatan-
kegiatan Kerjasama antara
Pemerintah Daerah dengan
Swasla (pihak ke I11)

10

10

10

10

10

c.Penyusunan Software
Penyedia Jasa Konstruksi

d.Penyusunan Software
Pengendalian Kegiatan-
kegiatan APBD

0

e.Penyusunan Pedoman
Penilalan Kinerja Pengusaha
Jasa Konstruksi

fPendataan dan  evaluasi
kinerja  Pengusaha Jasa
Konstruksi

g.Penyusunan JUKLAK
Pengelolaan APBD

h.Penhyusunan Penatausahaan
APBD

i.Bimtek  Penyedia  Jasa
Konstruksi Bidang Bangunan

200

200

jBimtek  Penyedia  Jasa
Konstruksi Bidang Jalan

o O] o

200

200

o }loOo ;O

k.Bimtek Manajemen
Pelelangan

75

75

75

75

l.Penyusunan Standar Harga
Jasa Konstruksi &

Rencana Strategis (Renstra) Dacrah
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Konsultansi

11

Peningkatan Potensi Daerah

a. Penyelenggaraan Pameran
dan Promosi Daerah

b. Pendataan dan Penyusunan
Software & Hardware Izin
Gangguan

¢. Pembinaan dan Pengawasan
PDPK / PD BPR

14

14

14

d. Pembinaan dan Monitoring
Pengendalian Dana Bergulir
dan Kredit

14

14

14

14

e, Pengembangan dan
Fasilitasi Penanaman Modal

160

150

150

150

f. Ketahanan Pangan

30

30

30

30

12.

Penataan Kinerja dan
Organisasi Kehumasan

a. Paparan visualisasi
Kabupaten Bogor

150

150

150

b. Dialog siaran radion:
1agani masalah, saba desa,
kuliah subuh

400

400

400

400

400

c. Dialog interaktif birokrat,
pers dan dunia usaha
tentang peran

d. Pengadan sarana
visualisasi dan dokumentasi
liputan

125

125

27

27

e. Jumpa pers

12

~
L

24

24

f. Penyebaran informasi
melalui radio diluar jam kerja

4.586

4.586

4.586

4.586

4.586

g. Pembuatan buku saku
dan buku kaleidoskop

500

2.000

2.000

2.000

2.000

Rencana Strategis (Renst ra) Qaerafi
Kaoupaten Bogor Tahun 2003 - 2008




h. Visualisasi hasil-hasil
pembangunan Kab, Bogor

40

40

40

40

13,

Penataan Kelembagaan dan
Pedoman Ketatalaksanaan

a. Penyusunan
penNgempangan dan
pembentukan organisasi

19

b. Pengkajian pembentukan
BUMD

C, Pgnyusunan konsepsi
Pros dJur tetap dokumentasi
pelaganan umum

d. Pgpyustnan konsepsi
ta,a naskah dinas OP

e, PFlaksanaan analisis

u"@jan tugas dan jabatan

OPD

USRS S —

f. Penyusunan standar
pelayanan prima

14.

Pengelolaan Keuangan
Sekretariat Daerah

a. Penyusunan anggaran
Setda

b. Penatausahaan
keuangan Setda

¢. Penyusunan laporan
keuangan Setda

-

d. Penyusunan neraca awal
Setda

Rencana Strategis (Renstra) Daerah
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15 Badan Perencanaan Daerah

A Produk Perencanaan

Rencana 5 Tahunan

- Renstra (buah) 1 - - - 1 -

- Rencana Induk Bidang
Perencanaan (buah) 5 3 3 3 3 2

Rencana Tahunan
Repetada (buah) -
AKU (buah)

S & P (buah)

RAPEBD (buah)

Mekanisme dan Proses
Perencanaan Daerah
- Forum Perencanaan Desa ,

(Kal) 1 1 A 1 1 1
- Forum Perencanaan

Kecamatan (kali) 1 1 1 1 1 _ 1
- Forum Perencanaan

Kabupaten (kali) T 1 1 1 1 ‘_I‘
. - Safar Informas; ‘

Pembangunan (kali) 1 1 1 1 1 __ 1
- Survey Usulan (kali) 1 1 1 1 _ 1 [
- Survey Penentuan DSP , .

(kali) 1 1 1 ‘ 1 B 1 o 1
- Monitoring Pelaksanaan :

APBD (kali) 1 1 1 L 1 1
Pengendalian Umum A
Pembangunan Daerah ‘ ]
~ . Evaluasi Kinerja (kali) 1 1 1 1 1 1

[ Ny S gy

el I N I N I N
[ N s N e R
-t | ] | w)
e N I NN B N RPN
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- Evaluas; Program don
Kegiatan (kali)

- }

- Penyusanan LPJ Akhir
Tahun Anggaran (kali)

-

- Penyusunan LPJ akhir
Masa Jabatan (kali)

PDPAD atau Bank Data

D Perencanaan Daerah (unit)

-

E  Aplikasi Hasil Litbang

- Program imbal Swadaya
(konsep)

- Program Gerakan
Masyarakat Mandin
(konsep)

- Program Bersama
Memberantas KKN
(konsep)

16 Badan Pengawasan Daerah

1. Laporan Hasil
Pemeriksaan dan
Pemutakhiran

a. Berkala (LHP)

299

300

300

300

300

300

b. Kay Uji Laporan Unit
xmrm (LHP)

94

124

124

124

124

124

_C. Pemutakhiran (LHP)

62

62

62

62

[P S———C———

d. Evaluasi Waskat
(LHP)

64

62

62

62

62
62

e Raksa Desa (LHP)

40

40

40

40

40

49

2. Fasilitasi Pengawasan
Daerah

—

- I

a, Asistensi SAKIP
L ILAKIP (Ang/Org)

2180

1310

Rencana Strategis (Renstra) Daerah
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b. Forum Pemberanta

san KKN (keg) - 6 6 6 6 ‘ 6
3. Penanganan Kasus-kasus P
tertentu (LHP) 60 55 50 45 40 35
4. Pemasyarakatan Hasil T
Pengawasan Daerah
{keg) R
a. Safari Dialogis 11 62 62 62 62 -
b. Gelar Pengawasan 1 1 1 1 1 |
17 Badan Kepegawaian Daerah i
1. Diklat PNS Daerah : -
a. Struktural 791 226 117 115 85 92
b. Fungsional 115 29C 380 430 450 480
¢. Substantif 250 440 470 500 510 5507
2. Tersedianya pedoman 4
pola karir PNS (Point) 0 1 1 1 1 I_.
3. Terpenuhinya kebutuhan M -
NS | 400 400 400 400 490
4. Terpenuhinya —
kesejahteraan PNS 206
a. Bantuan Kesehatan (Rp) 200.000 200.00 200.000 200.000 200.000 —
b. Uang Duka (Rp) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 200.000
¢. Cuti (mg) 4 4 4 4 4 .00é
d. Sakit 500/th 5C0/th 500/th 500/th 500/th 50 T
5. Terbentuknya kelompok , b
kerja terpadu dalam rangka 0 25 50 75 100 125
budaya kerja (unit) :
5. Sosialisasi peraturan IS
disiplin PNS (0rq) 0 3.000 4.000 5.000 5.000 | 5.000
V-15
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Penjatuhan sanksi/hukuman : :
dicinin riagan (0ra) 0 300 250 200 150 100
Penjatuhan hukuman disiplin ——-
sodang (or0) 0 40 35 . 30 25 20
Penjatuhan sanksi hukuman - :
disiplin berat (0rg) 0 10 8 6 4 2
. |
18  Dinas Pendapalan
et 142,756 | 156,311 171,942 |  189,136| 208,050 228,655
m 1 F
.Wmmnmgmmzo%m Milyar) 681,102 691,088 704,910 719,008 733,388 748,056
Pelenmaan Lajn-1ain
Pendapatan Yang Sah 8,190 2,000 2,100 2,205 2,515 2,431
(Rp. Milyar) e o]
B BIDANG PERTANIAN ]
1 Produksi komoditi unggulan T
a, Padi . T
- Padi Sawah (Ton) 415,281 418.096 421.714 424126 425.734 | 427.342 |
- Padi Gego (Ton) 11,017 11,074 11.131 11140 11.167 11.202
b. Palawija _ _ ,
- Jagung (Ton) 12.062 12.242 12 427 12.529 12576 12.566
- Kedele (Ton) 525 532 £41 5471 = 551 557
- Kacang Tanah (ton) 3.693 3.749 - 3.806 3.862 3.904 3.651
- UbiKayu (Ton) 175.036 177 661 180.332 181.395 181 712 182.018
Ubi Jalar (Ton) 67.476 68.487 69.516 69.820 70.296 7G.711
- Talas (Ton) 3.610 3.653 3.694 3.736 3.753 3.768

FUmEE .

Rencana Strategis (Renstra) Daeraf
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c. Sayuran

- Petsai (Ton) 7.798 7.875 7.954 7.968 8773 9650 |
-~ Tomat (Ton) 8.792 8.875 8.974 9.056 9.964 11.960
-~ Cabe Merah (Ton) 13.597 13.735 13.879 | 13.904 15.269 16.864
- Bawang Daun (Ton) 8.704 8.804 8898  8.942 9.834 10.817 |
- Wortel (Ton) 13.539 13.698 13.831 13.966 15.361 16.901

= Ke. Panjang (Ton) 17..95 17.672 17.752 17.929 19,707 21.604
= Buncis (Ton) 8.995 9.094 9184 9,282 10.236 11259
= Ketimun (Ton) 25.310 25.569 | 25.830 26.214 28.901 37,792
- Kangkung (Ton) 11.247 11.370 | 11,495 11 59€ 12.754 14.030
- Bayam (Ton) 6.076 6.110 6.202 6.237 6.890 7.579 |

B d. Tanaman Buah-buahan , ; !
- Alpukat 5157 5.414 5.683 5883 6471.3| 71184
- Belimbing 1.498 1.573 1.651 1,751 1.226 | 2119
-~ Dunlan 11,558 12.134 12.738 12.938 142320 15.655,0
- Jambu 5278 5541 5817 5917 6.509,0 71600 |
- Manggis £04 844 886 890 979,0 1.077,0 |
- Nangka / Cempedak 9.078 9.758 10.488 9866 10 875,0 119625
- Nenas 299 32 345 367 404,0 444 4
- Pepaya 36.673 38.502 40419 42415  46.656,5 513221
- Pisang 54942 . 57.682 60.553 62820 691020 760122
-~ Rambutan 15.488 16.648 17.893 17 926 19.719,0 21691,0
- salak 111 119 128 130 | 143,0 157,3
Rencana Strategis (Renstra) Daerah v-17
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Produktivitas Komoditi

2 Unggulan -
Ummw L m. 15
T T Padi Sawah (Kwita) 51,65 52.00 52,45 5275 52.95 3
- Padi Gogo (Kw/Ha) 25,01 25,14 2527 25.29 25,35 25431
Palawija L u
R - Jagung (Kw/Ha) 28,15 28 57 29,00 29,24 29,35 29,55
- Kedele (Kw/Ha) 12,23 12,41 12,60 12,75 12,85 10 %8
- Kacang Tanah (Kw/Ha) 13,10 13,30 13,50 13,70 13,85 — 7593
- Ubi Kayu (Kw/Ha) 154,68 157,00 159,36 160,30 160,58 160,85
- Ubi Jalar (Kw/Ha) 146,21 148,40 150,63 151,29 152,32 153,22
- Talas (Kw/Ha) 90,25 91,32 92,35 93,41 93,82 94,20
Sayuran
- Petsai (Kw/Ha) 134,22 135,54 136,90 137,15 151,00 166 10 |
- Tomat (Kw/Ha) 100,59 101,55 168 103,62 114,00 125,40
- Cabe Merah (Kw/Ha) 109,65 110,77 11193 112,13 123,30 138,00
- Bawang Daun (Kw/Ha) 224,91 227,49 559,93 231,05 254,10 279,50
- Wortel (Kw/Ha) 507,08 513,02 518 03 523,08 575,30 633,00
- Kc. Panjang (Kw/Ha) 95,42 96,39 .7103 98,35 108,10 119,00
- Buncls (Kw/Ha) 134,45 135,94 137,28 138,75 153,00 168,30 |
- Ketimun (Kw/Ha) 152,38 153,94 15551 | 157,82 174,00 191,40 |
- Kangkung (Kw/Ha) 188,71 190,77 192,87 194,56 214,00 235,40 |
- Bayam (Kw/Ha) 77,6 78,03 79,21 79,65 88,00 96,80
= som J
V.18
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Usahatani berorientasi
agribisnis

- Pembinaan dan
penumbuhan model
agribisnis berbasis
pertanian terpadu (unit)

10

Kelembagaan Pertanian

a. Kelompok tani

1.577

1.580

1.600

1.600

1.600

(kelompok)
b. Kelas kemampuan
kelompok tani

- Pemula (kelompok)

605

563

530

455

- Lanjut (kelompok)

698

687

680

670

- Madya (Kelompok)

2256

260

290

350

Utama (Kelompok)

49

70

100

125

¢. Gabungan kelompok tani
{(Kelompok)

119

150

175

200

d. P4S (P4S)

10

13

e. Kelompok petani kecil

(KPK)

464

464

464

470

Informasi dan inovasi
teknologi pertanian

a. Brosur, leaflet, folder dan
poster (exp)

9.250

10.750

15.850

15.850

b. Siaran pedesaan (kali)

52

52

e e o]

¢. Pengkaijian teknologi (pkt)

d. Diseminasi (kali).

N

e.
Demplot/dempond/demcar
(unit)

f. lokakarya (kali)

80

143

Rencana Strategis (Renstia) Daerah
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BIDANG PERIKANAN DAN
PETERNAKAN

1. Produksi mmﬁmﬂsmxm:

A

AT A

4

T43.029. 801

T47.332.781

52.066.059

57.272.665

62.999.931

‘Kabupaten Bogor Tahun 2003 - 2008

69.299 924
- Telur (Kg) 38.816.301 | 43.474.257 48.691.168 | 54.534.108 | 61.078.201 | 68 .:ﬁ.mmm
- Susu (Liter) 11.324.992 | 11.891.241 12,485.804 | 13.110.094 | 13.765.598 KHHWW.IQle
2 poal Temak (arkapiainar) 4,07 427 4,48 4,71 4,94 515
Pencegahan dan
3 Pemberantasan Penyakit
Hewan Menular dan
Zoonosis -
- Rabies (Zoonosis) 0] 0 0 0 0 0
- Anthrax (Zoonosis) 0 0 0 0 0 - 0
- Brucellosis 20 10 0 0 0 0
- SE 0 0 0 0 0 0]
- ND 0 0 0 0 0
4. Produksi Perikanan - ol
- Ikan Konsumsi (Ton) 6.984 7.264 7.554 7.856 8.171 8.498 |
- lkan Hias (RE) 60.329 64.552 69.070 73.905 79.079 ma.mfml
- Benih (RE) 649.744 669.235 589.312 709.992 731.292 753.231 |
5 %mmwwm Homen) 16,47 16,96 17,47 18,00 18,54 19,09
Rencana Strategis (Rensira) Daerah - V- 20
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BIDANG PERTAMBANGAN DAN
ENERGI

1. Pertambangan Umum

Jumlah Izin Usaha
Pertambangan

Produksi Pertambangan
Umum Golongan B

* Emas (Kg)

3.831,80

3.850,94

3.870,19*

3.889.54

3.908,9¢

———]

3.928,54

* Perak (Kg)

25.523,49

25.651,11

25.779,37

25.908,26

26.037,80

26.167,99

Produksi Pertambangan
Umum Golongan C (Ton)

18.559.945,43

18.652.745,15

18.746.008,88*

18.839.738,92

18.933.937,62

19.0:28.607,31

Reklamasi Lahan Bekas
Tambang

279,01

292,96

307,70

316,82

336,13

Penanganan PETI

-

326,34

2.  Air Bawah Tanah (ABT)

Jumlah Izin Pemanfaatan
ABT .

510

585

650

695

740

775

Penataan Pengambilan
ABT

S (kec)*

3 (8)

3(11)

3(14)

3 (17)

2 (19) X

Produksi ABT (M%)

14.321.902

14.465.121

14.609.772

14.755.869

14.903.428

15.052.452

3. Listrik

-

Jumlah Izin Usaha
Pertambanan Sendiri

25

75

125

175 |

225

Jumlah Izin Usaha
Pertambangan Umum

6

7

8

9

Listrik Masuk Desa

126

175

200

200

250

4. Migas

1zin Operasional SPBU
(perusahaan)

43 |

46

49

52

55

Rencana Strategis (Renstra) Daerah
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- lzin Operasionai Depot

Keterangan :

XX = Rekap

]

* Existing

BIDANG KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN

Produksi Komoditas
1. Unggulan Kehutanan dan
Perkebunan

- Cengkeh, Pala, Kopi,
Karet & Kelapa (Ton)

9.706,34

10.191,65

10.701,24

11.236,30

11.798,11

12.338,02

- Jahe, Kapulaga, Kencur,
Lengkuas dan Kunyit

(Ton)

2.100,99

2.206,04

2.316,34

2.431,16

2.553,76

2.681,45

- Produksi Kayu Rakyat
(M3)

236.481,91

248.306,01

260.721,31

273.757,38

287.445,24

301.817,51
i

- Produksi Bambu (Batang)

983.016,00

1.007.591,4
0

1.032.781,19

1.058.600,7
1

1.085.065,7
3

1.112.192,38

- Produksi Sutera
Alam/Kokon (Kg)

3.096,00

3.328,20

3.577,82

3.846,15

4.134,61

4.444,71

- Produksi Jamur Kayu (Kg)

4.848,00

4.896,48

4.945,44

4.994,90

5.044,85

5.095,30

Usahatani Berorientasi
Argobisnis (Kel)

2

2

2

2

2

2

/

Revegetasi Tanaman pada
Lahan Kritis (Ha)

35,00

85,00

100,00

100,00

100,00

100,00

BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Produktivitas unggulan
1. industri dan perdagangan
(1K)

120

160

200

220

. 240

Rencana Strategis (Renstra) Daerah
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Kemampuan dan
Keterampilan SDM Industri,
Perdagangan & Penanaman
Modal (Ogr)

Penguatan Teknologi
Industri Kecil (Kip)

Penguatan Permodalan (IK)

200

250

300

20

40

40

25

25

45

30

Kemitraan Industri (IKM)

10

60

60

65

I R

Ketertiban dan Kebersihan
Pasar (%)

70

80

85

90

Perkembangan dan -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pasar (%)

10

10

10

10

10

| preenr

Pembinaan Pedagang Pasar

(org)

200

200

200

200

200

200

Perlindungan Konsumen
{erhadap Barang dan Jasa
serta UTTP (Ukur, Takar,
Timbang &

Perlengkapannya) (Org)

(6]

10.

Peningkatan Jumlah
P=dagang dan Sarana
Perdagangan & Ekspor
berdasarkan SIUP (%)

BIDANG PERKOPERASIAN

A

Kelembagaan Koperasi dan
UKM

Jumlah koperasi
diklasifikasi dan

- kelasnya (A,B,C,D),
RAT, Anggota, Volume
usaha, Modal & SHU

100

150

200

Rencana Strategis (Renstra) Daerah
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Jumlah Koperasi aktif

100

100

100

100

Tingkat kesehatan
KSP/USP

175

175

200

225

250

Tingkat Pengetahuan
Manajemen

80

160

80

200

120

280

~ Tingkat Keterampilan
Akuntasi KUKM

80

80

140

160

160

Jumlah Koperasi yang
mendapat Bimtek Audit

60

40

40

40

40

40

Kemampuan manajerial
koperasi dan UKM

Jumiah KUKM yang
diadvokasi

150

200

250

300

350

- Jumlah Sentra Binaan

(O]

.
.

Jumlah KUKM yang
- mengembalikan
fasilitas kredit

100

105

110

115

120

Jumlah UKM yang
diklasifikasi (Tangguh,
Mandiri, Unggul) dan
dievaluasi

100

125

150

175

200

Perkutan modal koperasi
dan UKM

Jumiah KUKM yang
- mendapat bantuan
dana bergulir

10

10

12

14

16

Jumlah KUKM yang
mendapat kredit lunak

30

40

50

60

BUMN/Perbankan

H BIDANG KETENAGAKERJAAN

1 Penambahan tenaga

80

200

380

440

tarampll {org)




Penciptaan atau periuasan

686

2. xmmmm%ms: kerja (org) 202 300 500 611 684
Jalinan hubungan industrial

3, (perusahaan) 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941
Santunan bagi kelompok Tt

4. penyandang masalah kesos 1.240 2.250 3.678 2.810 2.763 3.625
(org)

| BIDANG KESEHATAN ]

Dinas Kesehatan

1. Angka Kematian {bu (AKI) 370 366 358 350 340 335

2. Angka Kematian Bayi (AKB) 52,74 51,04 48,74 46,79 45,62 45,16

3.  Status Gizi o
- Ibu (Anemia Ibu Hamil) 48,7 48,2 47,7 47,2 46,6 46
- Balita (KEP) 13,8 13,7 16,6 13,4 13,2 1 wa.
- Balita Gizi Baik 85,2 85,3 854 85,6 85,8 860
- Balita Gizi Lebih 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0]
Cakupan imunisasi .

4 (campak) 96,80 97,0 97,5 98,0 98,0 om_o,, |
Cakupan Persalinan Tenaga

5, Kesehatan 62 | 66 70 73 .75 80

6.  Cakupan Sanitasi Dasar _
- Sarana Air Bersih 55 56 57 58 59 60 |
- Jamban Keluarga 38,34 38,84 39,34 39,84 40,34 40.84

., Pemanfaatan Pelayarian : A o

7. Kesehatan Qucmxmm_ﬂ.mmmv 20 22 25 27 28 30

RSD Cibinong )

1. Rumah Sakit Tipe B RSD Cib. (1) | - W - - -

Rencana Strategis (Renstra) Daerah
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Status Akreditasi mcam.s

2. Sakit g
a. 5 Pelayanan Dasar U
b. 12 Pelayanan RS - RSD Cib T
Jumlah Kunjungan pasien T m
Poli P. Dalam, P. Anak, P. , . i
3 eghidanan. . Bodah dan 10 107.170 117.887 129.675 142 643 156.907 172 508
Poli Spesialis lainnya -
Jenis Pemeriksaan pada R o
4 pelayanan penunjang 107.170 117.887 129.675 142,643 166.907 :\w_c.WL
Jumlah kunjungan rawat
inap instalasi gawat darurat -
5 4an instalasi Kamar operasi 72,30 79,53 83,50 87,70 €7,70 87,70
(% BOR Rumah Sakit) , . \g
6.  Jumlah tempat tidur (TT) 152 192 - 220 250 280 300
Jumlzh tindakan operasi di . - R - -
7. tuang operast 1.788 1.966 M.‘__ON 2.378 2615 m.mwm:
Jumiah kunjungan pasien di , .
8. instalasi Gawat Darurat 16.272 16.799 18.479 20.325 22.357 24.592
Rumah Sakit Daerah Ciawi ;
Status Akreditasi : .
T (Pelayanan) o 5 5 5 12 12 HW
2. Kunjungan Rawat Jalan 44,950 47.200 49.560 52.040 54.640 57.370
3. Kunjungan Gawat Darurat 37.800 39.680 41.675 43.760 45950, 48,240
4. Kunjungan Laboratorium 11.845 12.440 13.060 13.715 ' 14 400 15.120
5. Kunjungan Radiologi 8.556 | 8980 9.430 9.900 10400 10.910
6. Pelayanan Bedah Sentral 945 993 1.045 1.095 1.200 1.265
7. Kdnjungan Rehabiltast 2.473 2.596 2.725 2.863 3.150 3.306
8.  Perawatan Jenazah 97 107 115 134 140 182 |
Rencana St rategis (Renstra) Daeral V-6
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9.  Kapasitan tempat tidur 125 125 200 200 200 - 200
10, (omanfastan tempat tidur 66,69 69,37 70,07 70,77 71,48 72.20
11. Jumlah pasien rawat inap 7.665 7.820 8.05 8.375 8.545 8.970
J BIDANG PENDIDIKAN T
1" Angka Melek Huruf 183 sw“u_%mw 92,75 93,67 94,60 95,54 96,49
2 Angka Ratarata Lams 8,19 8,27 835 8 44 8,52 861

3 APK:
B SD Vi 110,92 112,02 113,14 114,27 115,41 116,56
[ SMP / MTs 35,01 35,36 45,71 56,06 66,42 7678
SMU 11,50 12,61 15,72 19,83 23,94 2505
SMK 9,25 9,44 95,34 96,29 9725 98 22
APM : | o o
SD /MI 93,05 93,98 94,91 95,65 %680 9776
SMP 34,40 34,74 45,08 55,43 56,78 60,13
SMU 11,50 12,61 1472 16,83 2194 2305
SMK 925 - B - N
4, Angka Drop Out (DO) . _ _
SD /MI 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,01 A
SMP 0,68 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 |
SMU B 0,18 018 016 014 012 40
SMK 0,19 0,19 0,17 0,15 013 011,

Rencana Strategis (Renstra) Daceral
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9. Kapasitan tempat tidur 125 125 200 200 200 200
10, Mm%mv:ama: tempat tidur 68,69 69,37 70,07 70,77 71,48 7220
11.  Jumlah pasien rawat inap 7.665 7.820 8.05 8.375 8.545 8.97J |
BIDANG PENDIDIKAN ]
1 Angka Melek Huruf (91,83 th 2000 92,75 93,67 54,60 95,54 96,49
2 wmm”_wmms-ss Lame 819 8,27 8.35 8.44 852 861
3 APK :
B SD /NI 110,92 412,02 113,14 114,27 115,41 116,56
T SMP / MTs 35,01 35,36 45,71 56,06 66,42 76,78
SMU 11,50 12,61 15,72 19,83 2394| 2505
SMK 9,25 9,44 95,34 96,29 97,25 98,22
APM : i
SD /M 93,05 93,98 94,91 95,85 96,80 97,76 |
SMP 34,40 34,74 45,08 55,43 56,78 60,13
SMU 11,50 12,61 | 14,72 16,83 21,94 23,05
SMK - 9,25 - ) - ; -
4. Angka Drop Qut (DO) .A
SD /M 0,06 0,06 0,05 0,04 003 001
SMP 0,68 0,68 0,66 0,64 0,62 0,66
SMU 0,18 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 |
SMK 0,19 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11

Rencana Strategis (Renstra) Daerah
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Angka Terancam DO

SD /M 0,12 0,10 0,09 0.05 0.05 0,04

i SMP 0,026 0,024 0,022 0,017 0,015 0,010 |
SMU / SMK 0,47 0,44 042 040| 039 . 036
Nilai Rata-rata UASIUAN , T T | |
s/ 35,05 35,40 35,75 36,10 36,46 | 36,62
SMP 34,65 34,99 35,33 35,68 36,00| 3636
SMU / SMK 25,50 25,75 25,00 26,26 26,52 26,78
Kondisi Sarana Fisik ’
Sekolah

- SD /M 75,60 77,81 79,35 80,14 8094 81,74 ]
SMP - 7453 76.30 78 20 78,98 7976 80 55
SMU /SMK 89,40 90,01 90,27 01,17 9208 9300
Guru Layak Mengajar ' B
SD 6456 65,20 66 35 68,10 6975 = 7181]
SMP 65,70 66,10 67.70 68,70 7062| 7325
SMU 7120 72.72 7320 74,90 76,15 7835
Rasio Guru dan Sekolah -ll..alll .
sD 126 1,20 1,18 1,76 115 1,14
SMP 0,97 045 0.44 0,42 0,41 0,41
Stau 0,45 0,43 0,42 0,32 0,38 70,36

Tencana Strategis (Renstra) Daerah
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K BIDANCG PENATAAN RUANG

1. Rencana Tata Ruang (bh) 1 1 1 1 1 1
Izin Peruntukan -

2. Penggunaan Tanah (IPPT) 455 455 448 450 453 456
(berkas)

3. Site Plan (berkas) 90 88 89 89 90 9
Penilaian UKL/UPL. T , -

4, (keglusaha) 75 79 83 &7 1 o6

5. Pelatihan Kader (Orang) 150 150 150 150 150 150
Penilaian AMDAL _

6. (Keglusaha) 8 8 9 10 11 1?2
Penerapan UKL/UPL - . .

7 (Keglusaha) 132 207 266 369 456 547

8. Penerapan RKURPL 38 46 54 63 73 84
Pemantauan Perusahaan

9. (Keglusaha) 0 .._um 145 155 165 175
Pemantauan Kualitas Air _

10. Sungai (iitik) 74 28 45 62 74 80
Pemantauan Kualitas Udara

11 Ambient (titik) 24 12 18 24 26 28
Izin Pembuangan Air p

12 imbah (berkas) 124 139 50 124 139 50

i_. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Kondisi Jalan (Km) _
- Baik - Sedang 855,00 915,00 980,00 -1.050,00 A.,‘_MA.OO 1.204,00
- Rusak 652,00 592,00 527,00 457,00 383,00 303,00

Rencana Strategis (Renstra) Dacrah
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Kondisi Jaringan Irigasi
i Pemerintah (B V

- Baik - Sedang 16,00 17,00 19,00 22 00 26,00 30,00 |
- Rusak 16,00 15,00 13,00 10,C0 6,00 2,00
Kondsi Jaringan Irigasi
Desa (Bh) _
- Baik - Sedang 429,00 450,00 473,00 500,00 523,00 557,00
- Rusak 365,00 344,00 321,00 294,00 271,00 ww.\.oo,x
Kondisi Situ atau Danau
(buah) -
- Baik - Sedang 79,00 81,00 81,00 82,00 83,00 84,00
- Rusak 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00
Kondisi P3A iitra Cai __
- Sudah Berkembang 149 154 159 165 170 175 |
- Sedang Berkembang 234 239 244 248 ) 253 mm.m |
- Belum Berkembang 50 40 30 20 10 .
Kebersihan den Sanitasi : |
- Pelayanan kebersihan/ 19,2

Persampahan (%) (1 juta 3uv 19,3 19,4 19,6 19,8 19,8
- Pelayanan penyedotan

kakusftinja (KK) 2.250 2.500 2.750 3.000 3.300 w.mmcx

V- 30
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- Pelayanan air bersih 2
pedeaan (paket) 2 2 2

Pertamanan, Pemakaman
dan Reklame X

Pelayanan ijin
pemakaman (berkas) 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

Penataan Pemakaman
c,w_uv 2.250 3.250 4,250 5.250 6.250 7.250

1

Penataan taman_& ruang S
terbuka hijau (M?) 5.662 7.077 8.492 | 9.907 11.322 12.737

Pelayanan ijin reklame , -
(tiivberkas) 1.864 2.000 2,100 2.200 2.300 2.400 |

Pengendalian Reklame
(kec.) 10 10 10 10 10 10

8. Penerangan Jalan Umum

a, Tingkat kerusakan lampu .
PJU (%) 37 35 33 31 29 e

b, PJU Terpasang

- lampu housing kap ‘
tertutup (titik) 3.411 3.800 4,200 4,600 5.000 5.400

- lampu kap terbuka (titik) 1.600 1.750 | 2.500 - 2.250 4,000 4,750

Cakupan dan jangkauan

10. __peNnangapan kebakaran

———

a. Jumla,, Penanggulangan v ; 1
kepal ' ran (kali) S0 75 80 48 47 45

b. Targetretribusi
pemeriksaan APAR 40 40 40 40 40 40

(Rp. Juta)
¢. Pendataan alat pemadam

kebakaran (kecamatan/ w o 150 155 152 © 150 160
- perusahaan)

Kawasan kumuh yang - _ -
1. edata (Ha) 241 250 250 mmo 250 250
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8A8B VI
PENUTUP

Visi Pemerintah Kabupaten Boger dalam dokumen Renstra ini
yaitu: Tercapainya Pelayanan Ptima demi Tervwujudnya [Masyara/':at
Kabupaten Bogor yang Maju, Mandirr, Se jahtera Berlandas!:an iman dan’
Tagwa”. Visi tersebut diterjemahkan kedelam musi, tujuan dan sasaran,
strategi atad cara mencapai tujuan dan sasaran yang mencakup kebijakan,
progr?:am dan kegiatan menurut bidang K ewenangan dari perierintah caerah
yang_‘dalam implementasinya didasaikan péda koridor hukum dan ketertuan
peraturan perundang-undangan yang Eerlaku.
| Rumusan dari visi hingga kegiatan dari masing-masing bidang
kewenangan selanjutnya diten_tukan‘ rencana pencapeian kinerjanya
berdasérkan indikator kinerja makro maupun indikator kinerja m:ésing-masing
bidang kewenangan untuk dijadikan dasar penilaian pertanégungjawaban
kinerjﬁa tahunan (LPJ Akhir Tahun Anggaran) dan kinerja lima tahunan (LPJ

Akhir Masa Jabatan) dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keseluruhan rencana kebijakan, program dan kegiatan maupun
rumuslan tujuan dan sasaran hingge, ru'mus.an visi dan misi dari Pemerintah
Kabupaten Bogor yang tertuang dalam dokumen Renstra tahun 2003 — 2008
ini, mudah-mudahan dapat mengantrarxan Kabupaten Bogor menuju visi
daerahnya, yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten EBogor yang

Maju, Mandiri, Se jahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

R encana Strategis (‘Renstra )JDaeral Vi-1
Kabupaten Bogor Tafun 2003 — 2006



LAMPIRAN
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Lampiran 1. xm_,mzmxm Pikir Pola Penyusunan Renstra

SASAKAN 1DST... |

A\

SASARAN 1DST... |

~
_AJ SASARAN 4 |

[Tusuan1DsT..

SASARAN 6

TUJUAN 7

SASARAN 4

VISI

m>m>x>zﬂomq..;
\\Tcg:\,z,omq... u>u>z>z~ L_
2...c>zu.. .Mm?,..»x)onﬂ...H_
JA— u»w.ml.;z» L
SASARAN 1DST... |
[Tusuan 10sT... N
z:m_lﬂn_AQ : __w| SASARAN 1 DST... |
T TUluAN 8 z SASARAN2 |
ST w{ SASARAN 1 DST... |
...J_Avm;;)z 3 ]
 SASARAN 1DST... |
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ﬁlqlul.ll SASARAN 3 \
[Tusuans ou«..LA\“_—
TUJUAN 10

U

SASARAN 1057... |

J
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:
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nmoom>314
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Larpiran 2 : Analisis SWOT

N\ "Analisis Lingkungan Internal

(ALI)

Analisis Lingkungan Eksternal
(ALE)

Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weaknessess)

2. Potensi dan keanekaragaman obyek
wisata, sumber daya alam, industri,
pertanian dan pariwisata

mewessmmesnmowsasdrosnnnsanasutsrsaamenananan o

3. Ketersediaan infrastruktur _.m_mw tol

dan prasarana wilayah lainnya

L cecsacacnncnsthacncascncnansnssadicosncsacne€ocnnancncennn

4. Komitmen stakeholders untuk
melaksanakan otda, supremasi
hukum, reformasi dan demokratisasi

6. _Kesemarakan kehidupan keagamaan

beccccscvancennnccnsnosnov-sannenabosns secsadae

7. Jumlah sumber daya aparatur dan
kelembagaan yang ada sudah ada

------------------------------- P LR L L T T T T A PP

Belum sinerginya RTRW dengan Rencana
pengisiannya oleh Bidang/sektor

>nm.:<m ketimpangan perkembangan

Belum optimainya pendayagunaan seiuruh
potensi daerah dan segenap potensi
masyarakat

Peluang (opportunities)

Strategi S - O

StrategiW - O

1. Minat investor untuk menanamkam

Kabupaten Bogor cukup baik

---------------------------------- seemmenscensraamnsarenunn

3. Adarnya pengaruh tatanan perekonomian
pasar bebas ke setliap am,_mqm:

1. Memanfaatkan keunggulan komparatif
lokasi Kabupaten Bogor yang
berdekatan dengan Ibukota Negara
Jakarta

b} sesceccccncncncccsnnssncncncansnannna sdeenacacasarananan

2. Mengoptimalkan pendayagunaan
industri, pertanian dan pariwisata
untuk memajukan perekonomian

aaerah

Mengurangi ketimpangan perkembangan
antar wilayah dengan penetapan strategi
percepatan, pengendalian dan pemantapan
di wilayah Barat, Tengah dan Timur
Kabupaten Bogor . . . ]
Meningkatkan kemitraan dan keterkaitan
usaha ekonomi antara KUKM dengan

usaha besar / menengah

Rencana Strategis (Renstra) Daerafly
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4. Adanya saling ketergantungan dengan 3. Meningkatkan profesionalisme aparat | 3. Memaniapkan kembali penataan ruang
DKl Jakarta dan wilayah sekitranya dan kinerja birokrasi dalam untuk mencapai Um:,.cm:@c:m: yang
(JABODETABEK) penyelenggaraan pemerintah daerah 033& dan lestari
5. Semakin tingginya luntutan masyarakat | 4. Meningkatkan kualitas dan menata 4. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur
untuk melaksanakan agenda reformasi sarana, prasarana dan infrastruktur di seluruh organisasi perangkat daerah
wilayah untuk menarik minat investor untuk mengembalikan citra ﬁmam_x
.................................................................... ke KabupatenBogor . | . . pelayananaparat
6. Tingginya peranserta masyarakat dalam | 5. Memberdayakan masyarakat untuk 5. Mendorong peranserta masyarakat dalam
pembangunan daerah mendayagunakan seluruh potensi pembangunan daerah dan kehidupan sosial
daerah dan segenap potensi lainnya
....... masyaraKal e
6. Meningkatkan kesinergian antara 6. Membangun kerjasama dan jejaring kerja
remda dan DPRD serta masyarakat yang saling menguntungkan antar wilayah
dan swasta/dunia usaha untuk di Jabodetabek
melaksanakan otonomi daerah,
reformasi dan demokratisasi
Tantangan (Threats) Strategi S-T Strategi W - T
1. Ketidakstabilan kondisi perekonomian 1. Memberdayakan ekonomi 1. Meningkatkan kerjasama dan mendorong
nasional dan regional kerakyatan yang memiliki daya seluruh pihak yang terkail (stakeholders)
................................. tahan terhadap krisis ekonomi | untuk memberantas KKN . . |
(2. Adanya fenomena atau euforia reformasi | 2. Memelihara dan memantapkan terus | 2. Memudahkan akses dari berbagai pihak
_ upaya untuk menjaga ketentraman yang terkait (stakeholders) untuk
dan ketertiban masyarakat melakukan kontrol atas penyelenggaraan
............................ et eeeeeeereesanneenenenoeeeioeeneend| aenn L @Merintah Daerah
3. Masuknya budaya juar yang negatif yang [ 3. Memajukan kehidupan keagamaan | 3. Membangun dan mendayagunakan nilai-
merusak tatanan budaya yang ada dan kehidupan sosial masyarakat nilai luhur budaya bangsa untuk
, . untuk menghadapai budaya luar menghambat pengaruh negatif dari
yang negatif
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